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ABSTRAK

Al fhiana Nurita Lael gnalisiQReedapaReSgelBldar S |
KeuanganDesa BerdasarkaferaturanMenteri Dalam
NegeriNomor20 Tahun 2018 (Studi Kasu3i DesaWaru
Barat, KecamatarWaru, KabupaterPamekasgn 0

Pembimbing : Yona Octiani LestariSE., M.SA., AP., CSRS., CSRA,
CFRA

Kata Kunci : Penerapan, Pengelolaan Keuangan Piesaa Waru
Barat

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaa penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawabakeuangandesa.Oleh sebab itu, diediap tahapanproses
pengelolaarkeuangardesamempunyaberbagaaturanyangharusdipahamidan
dilaksanakansesuaidenganbatasanwaktu yang sudat:ditentukan Sehingga
Pemerintah Desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan,
uraian tugas, bagan alur, serta kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan
pengelolaan keuangan desa. Selain itu, untuk dapat melaksanakan pemgelolaa
keuangan desa dengan baik, maka juga perlu didukung oleh SDM yang
berkompeten dan berkualitas, seittesn dan prosedur keuangan yang memadai.
Penelitian ini bertujuaruntuk mengetahuibagaimanapenerapanpengelolaan
keuangardi Desa WarwBaratjika berdasarkafPeraturarMenteri Dalam Negeri
Nomor20 Tahur 2018

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptéta yang
dikumpulkan denganara teknik observadieknik wawancara atau interviesan
teknik dokumentasiAnalisis yang dilakukan yaitu melipuinalisis suatu metode
yang sifatnya menguraikan, membandingkauenulis catatansingkatsepanjang
penelitian mengajukarpertanyaaspertanyaamnalitis danmenggambarkan suatu
data dan keadaan semaenjelaskan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga
dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahw@enerapan pengelolaan keuangan
desa di Desa Waru Barat untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban tidak sesuai denBaraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa
Waru Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2018
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Ju



ABSTRACT

Alfhiana Nurita Laely. 2021THESIS.Title : fAnalysis of the Implementation of
Village Financial Management Based on the Reference of
the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of
2018 (Case Study in Waru Barat Village, Waru District,
Pamekasan Regency) o

Advisor : Yona Octiani LestariSE., M.SA., AP., CSRS., CSRA,
CFRA

Keywords : Implementation, Village Financial Management, Waru
Barat village.

Village financial management is an overall activity that incluglesining,
implementation, administration, reporting, and village financial accountability.
Therefore, at each stage of the village financial management process there are
various rules that must be understood and implemented in accordance with a
predetermied time limit. So that the Village Government must have an
organizational structure for financial management, job descriptions, flow charts,
and criteria that become references in village financial management activities. In
addition, to be able to carry owillage financial management properly, it also
needs to be supported by competent and quality human resources, as well as
adequate financial systems and procedures. This study aims to find out how the
implementation of financial management in Waru Bardlage is based on the
Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

This study uses a descriptive qualitative approach. Data collected by
means of observation techniques, interview techniques or interviews and
documentation techniques. The arsa carried out includes the analysis of a
method that describes, compares, writes short notes throughout the research, asks
analytical questions, describes data and circumstances and explains a situation in
such a way that conclusions can be drawn.

Theresults show that the implementation of village financial management
in Waru Barat Village for planning, implementation, administration, and
accountability is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation
Number 20 of 2018, but for reparg village financial management in Waru
Barat Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation
Number 20 of 2018.

XV
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini,erkembangan pemerintahan
di Indonesiasemakin berkembangdenganadanye era reformasi dalam
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daevémnurut Bastian (2014)
sistem pemerintaharyang menerapkansistem sentralisaskini semakin
berkurang, hal itukarera sistem desentralisasi yang memberikan sebagian
kekuasaan yang awalnya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat
diputuskan di tingkat pemerintah dadereéSistem sentralisasi ini banyak
digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi
daerahMenurutUndangUndang Nomc: 23 Tahuri 2014 pasall ayat (6)
pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenarg) #ewajiban daerah
otonom gunamengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat dalam sistem Negara KesatuamliRejpdonesia.
Dan sistenikeuangan desentralisasi initelah di terapkan hingga ke

pemerintah desa.

Desa merupakasbagian integral dari Negara Republik
Indonesia. Membangun Desa akan berarti sama dengan membangundari
sebagiarbesapendudukyang berada di Indonesikarena sebagian lebih dari
delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar diddeaaseluruh

Indonesia. SetiagPemerintahDesa mempunyai sumbesumber pendapatan



untuk membayai dari semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan
desa sebagai bentuk dari kewenangan desa. Dan kemampuan yang dimiliki
oleh setiap desa akan berbdmala dalam mengelola setiap penerimaan dan
pengeluarannya. Hal ini dapat dilihat dari laporamggaran Pendapatan dan

Belanja Desa atau sering disebut dengan APBDes.

Menuut Kumalasari(2016) kehadirar undangundangtentang

Desa disamping merupakapenguatar:status desa sebagai pemerintahan
masyarakat, sekaligus juga sebaglait untuk meningkatkan masyarakat dan
pemberdayaamasyaréat desa. Sistem desentralis&guangandi terapkan
hinggake pemerintali desa gunamembentuk desa yang maju dan mandiri
MenurutPeraturarMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018nengenai
Desa, yang menyatakan bahwa d=saempunyai hak asal usul dan hak
tradisionaldalam mengurusdan mengaturkepentinganmasyarakat setempat
dan berperan mewujudkan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagalbentuk sehinggaperlu dilindungi dandiberdayakanagar menjadi
kuat, maju, mandiri, daridemokratis sehingga dapat menciptakdendasan
yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan
menuju masyarakatyang adil, makmur, dan sejahter@rangbio, Tinangon,
& Gerungai, 2017) Oleh karenaitu pemerintahanindonesiamemberikan
bantuar berupa dana desa sebagperwujudandari desentralisaskeuangan

menujudesa. yang mandiri.



Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan desa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
serta dalam pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa ini merupakan perolehan
bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.
Oleh karenaitu perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap
pengelolaankeuangandesaagar dapatdi informasikansecara terbuka dan
damt dipertanggungjawabkan kepadaasyarakat, khususnya masyarakat
desa agar tidak terjadi kecuranga atau penyelewengan terhadap

pengelolaalkeuangadesa.

Pada PeraturasMenteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018
ini membahas tentang bagaimana tata cara pengelolaan keuangan desa yang
memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar
normatif. Pengelolaan keuangan desa sendiri merupakan kelsatu atas
semua kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban atas laporan keuangan d®magan adaya peraturan
pemerintah tentangengelolaakeuangadesdtersebut maka diharapkan
desadapat lebih terbuka dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan
desa tersebut, sehingdasa tersebut dapat menerapkan pengelolaan keuangan
desa dan pelaporannya dengan tertib dan transparan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintdlajk dalam pendapatan dan sumber

sumbernya serta dalam pengelolaan anggaran pembelanjaan anggarannya.



Dengan pengelolaan keuangan dgmagbaik, makadana yang
berasaari Dane Dese bisa menunjangc program: desa sehingga tujuan
pemerintah dapat terlaksaiidengarn baik. Berikut ini bagar: hierarki dari

Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa:

Gambar 1.1
Bagan Hierarki Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Kepala Desa
PKPKD
Sekdes
Koord PTPKD
Kasie Bendahara

Sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014



Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Kepala Desa
PKPKD
¥
Sekdes
Koord PPKD
A Y l
Kaur Keuangan Kaur Kasie
Bendahara Pelaksana Kegiatan Anggaran Pelaksana Kegiatan Anggaran
———  Pelayanan
Tata Usaha dan Umum ——— Pemerintahan
Perencanaan L Kesejahteraan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Desa Waru Barat merupakan sebuah desa yang memiliki
kekayaan desa yaitu berupa sawah desa, tanah desa, dan bangunan desa yang
dapat meningkatkapendapatan des&ekayaan dari seluruh desa inarus
diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli esaut Bhi Laporan

Dana Desa Di Kecamatan Waru Tahun 2020 :



Tabel 1.1
Laporan Dana Desa
KPW|IdPro Provinsi Idkab | Kabupaten | IdKec Kecam IdDesa Desa Silpa DD 2019 Pagu DD 2020
tan (Rp) (Rp)
1] 2 3 4|~ 5 ~| 6 -] 77 8 - 9 M 10 - 1 -
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 |PAMEKASAN 352810 |WARU| 3528102001|BAJUR 12,481  1,220,051,00)
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAT{J 352810 |WARU| 3528102002[SUMBER WARU 38 1,347,382,00
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAT{J 352810 |WARU| 3528102003| TAMPOJUNG PREGIH| 22,000,000  1,166,764,00
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAr{J 352810 |WARU| 3528102004/ TAMPOJUNG GUWA 0| 1,074,440,00
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAr{J 352810 |WARU| 3528102005{TAMPOJUNG TENGAH 687,30  1,088,542,00
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 [PAMEKASANl 352810 [WARU| 3528102006]TAMPOJUNG TENGGINA 4,311 1,089,508,00
4 | 35 |[JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAr{J 352810 |WARU| 3528102007|RAGANG 2,765,235  1,009,397,00)
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAr{J 352810 |WARU| 3528102008[SANA LAOK 3,038,335 1,349,309,00)
4 | 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASAr{J 352810 |WARU| 3528102009|WARU TIMUR 0 1,348,373,00
4 35 |[JAWATIMUR| 3528 PAMEKASA* 352810 |WARU | 3528102010{WARU BARAT 1,451,15 1,395,781,00]
4 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASA* 352810 |WARU | 3528102011{TLONTO ARES 55,351,421 957,202,00(
4 35 [JAWATIMUR| 3528 PAMEKASA* 352810 |WARU | 3528102012[TAGANGSER LAOK 4,069 966,402,00!

Sumber : Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Dari tabel diatas, diperoleh bahwa Desa Waru Barat merupakan
Desa yang memiliki Pagu Dana Desa tertinggi dibandingkan dengawlelesa
lainnya seKecamatan Waru. Dengan adanya kekayaan desa yang
menghasilka PendapatanAsli Desa dan Dan&Desa, maka diperlian
adanya pengeblaan keuangan desa untuk dapdipertanggungjawabkan

kepade PemerintahKota/Kabupatendan Provinsi.

Disini saya sebagai peneliti ingin meneliti penelitian ini karena
setelahsayamelakukan studi lapang dengan perwakilan masyarakat desa, saya
mendapatkan informasi bahw&emerintah Desa belum menyampaikan
mengenai Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDes melalui media tertentu. Pernyataan ini didukung dangatipan
wawancarapada Hari Rabu, tanggal 23 September 2020, jam 15:30 Wib

dengan Bapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusun Tlasgibagai berikut :

ABelum mbak, masih belum pernah. Hanya itu mbak
biasanya mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes itu
disampaikan di dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi



anggaran, dan itu biasanya dihadiri oleh perangkat desa, Kepala Dusun,
BPD, dan lainlain mbak Jadi masih banyak loh dari sebagian
masyarakat desa yang belum mengetahui dari laporan itu mbak. Kan
seharusnya laporan itu setidaknya di umumkan di papan pengumuman
mb a KSari Wijaya Kepala Dusun Tlangi |)

Dimanajika berdasarkan Peraturdfenteri DalamNegeriNomor
20 Tahun 201&intuk kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Desa Pasal 72 ayat yang menyatakan bahw& L apor an sebagair
di maksud diinformasi kan kepadaMakmasyar ak
dari adanya informasi yang saya dapatkan tersebut saya ingielitmen
mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat, dan
menurut sayahal ini perlu dilakukanguna mencegakerjadnya kecurangan

atau penyelewengan terhadap pengelolaaarkgan desa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan pada
penelitianpenelitian yang telah ada sebelumnya, dimana pada penelitian
penelitian terdahulu telah mempunyai pembahasan dan ruang lingkup yang
sama dengan penelitian .inSeperti pada gneltian Meutia dan Liliana
(2017) Widati (2018) Shuha (2018) Suwarno (2019) dan Tahir dan
Dunakhir (2019) memiliki persamaan dengan penelitian yang tengah
dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa.
Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut da@nganalisis
pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri No 113/2014,
sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan

desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.



Selanjutnya pada penelitidviondale dan Fahlewi2017) memiliki
persamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan vyaitu terkait
menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan
yaitu pada penelitian tersebut dalam menganalesigelolaan keuangan desa
tidak beracuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan
keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018.

Pada pnditian Pratiwi (2019) penelitian tersebut mempunyai
persamaarterkait penerapan Peraturan Ment&alam Negeri Nomor 20
Tahuri 2018. Yangmembedakan penelitian tersebut denganelitianyang
tengah peneliti lakukan yaitu jika pada penelitian PratiR019) juga
membahastentang perbedaanantara PeraturasMenteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun2014denganPeraturarMenteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018edangkarpada penelitianini hanya membahastentang
penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada mnelitian Kholifatun (2019) penelitian tersebut memiliki
persamaan dengan peneliti yang tengah dilakyikén terkait implementasi
pengelolaan keuangan desa berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dan yang membedakannya
yaitu pada penelitian tersebut juga membahas tentang bagaimana kesiapan
aparatur desa dalam pehglaan keuangan Desa menyongsong Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.



Pada pnelitian Naim (2019) penelitian tersebut mempunyai
persamaan terkaipenerapanPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang membedakannya
yaitu pada penelitian tersebut juga menjelaskan terkait pemahaman aparatur
desa mengenai pelaksanaan Permendamrior20 Tahun2018.

PenelitianMersa dan Suriadji2020) penelitian tersebut memiliki
persamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan vyaitu terkait
menganalisis mengenai pengelolaan keuanganhiggasarkafermendagri
Nomor 20 Tahun 2018 Dan yang membedakan antara penelitian tersebut
dengan penelitian ini yaitu dalam melakukan perbandingan antara
Permendagri Noma20 Tahun2018dengan temuan yang ada di desa, karena
tabel perbandingan yang digunakan sangat berbeda dengan tabel yang

digurakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkanuraian diatas peneliti ini melakukan penelitian
terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat,
apakali sudah sesuai atau tidak dengarPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahuri 2018. Penelitian ini dilakukankarena hasil
dari penelitiari ini dapa! dijadikan sebagabahan evaluasi bagi Pemerintah

DesaWaruBaratdalam penerapanpengelolaankeuangandesa.

1.2Rumusan Masalah
Berdasarkai:latar belakang yang telal di kemukakan diatas,

maka rumusanmasalah pada penelitian ini yaitu bagaimanapenerapan
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pengelolaankeuangan diDesa Waru Barat jika berdasarkanPeraturan

MenteriDalam Negeri Nomor 20Tahun 2018?

1.3Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusarn masalali diatas, make tujuan dari
penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan
pengelolaankeuangasdi Desa WaruBarat jika berdasarkanPeraturan

MenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun2018.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkantujuan penelitian yang akan dicapai, maka
diharapkanpenelitian ini memiliki manfaatbaik secaralangsungmaupun
tidak langusng. Adapumanfaat dari penelitian iyaitu :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :
a. Bagi Peneliti,
dapar menambarwawasars pemikirari dan ilmu pengetahuan
mengenai pengelolaan keuangan desguai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tah@g18.
b. Bagi Universitas, dapat dijadikan sebageipijakan dan daftar
referensipustakabagi penelitianpenelitianselanjutnyakhususnya
bagi mahasiswa jurusan akuntansi dibidang pengelolaan keuangan

desa.
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c. Bagi PemerintaiDesea Waru Barat, dapat dijadikan sebagai
acuan bagi Pemerintalbesa Waru Barat dalam pengelolaan
keuangan desm yang tepat sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis hagienelitian ini diharapkarn dapat bermanfaatyaitu:

a. Bagi Peneliti, dapatmengembangkaitmu pengetahuan mengenai
pengelolaan keuangadesa sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Bagi Universitas,dapatmemberikartambaharilmu pengetahuan
kepadgpara mahasisw@rusar: akuntansi, khusunyadalambidang
pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi PemerintaiiDesa Waru Barat, dapat dijadikan sebagai
masukan dalam pengembangan ilmu dibidang pengelolaan

keuangan desa.

1.5BatasanMasalah Penelitian
Untuk memperolegambarasyang lebih jelas mengenai
masalah yang ada, dan mengingat keterbatasan yang ada seperti kemampuan,
waktu, dan biaya, maka peneliti akan memberikan bafagtsan penelitian
sebagai berikut :
1. Penelitiani ini hanye dilakukari dalani lingkup pengelolaarike

uangan di Desa Waru Baygaitu :



Pengamatan perencanaan di tahun 2019
Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020.
Pengamatan penatausahaan di tahun 2020.

Pengamatan pelaporan di tahun 2020.

Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020.

12



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan pada
penelitianpenelitian yang telah ada sebelumnya, dinfaereelitianpenelitian
terdahulu tersebut telah mempunyai pembahasan dan ruang lingkup yang
sama dengan penelitian .iniPada dasarnyauang lingkup tersebut
mengungkap dan membahas tentang penerapan dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ldan pengelolaan keuangan deBarikut ini
beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan

penelitian ini, diantaranysebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Metode/Analisis Hasil Penelitian
Peneliti Data
1. | Inten Meutia| Pengelolaan Metode deskrips Pelaksanaan pengelola
& Liliana. | Keuangan Dan{ dengan keuangan yang dilakukan
2017 Desa pendekatan desa yang menjadi objg
kualitatif dan| penelitian  telah  sesu
pendekatan dengan apa yang diat
kuantitatif dalam Permendagri Nom(

113/2014. Pedoma
pengelolaan keuangan de
yang meliputi tahap mulg
perencanaan,
penganggaran,
penatausahaan pelaporan
pertanggungjawaban,
sampai pengawasan tel
dilaksanakan dan semak
banyak desa yang mam
serta patuh terhadap atur,
penyusunan sister

13
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keuangan desa tersebut.

T. Fitrawan
Mondale &
Heru Fahlevi.
2017

Analisis
Problematika
Pengelolaan
Keuangan Desi
(Studi Perbandinga
pada Desa Blani
Kolak | dan Desg
Blang Kolak I,
Kabupaten Acel
Tengah)

Metode: penelitian
studi kasus
dengananalisis
komparatif
dengan
pendekatan
kualitatif

Terdapat perbedaan pa
kualitas pengelolaa
keuangan antara  du
kampung vyang diteliti
Pengelolaan keuangan de
di Kampung Blang
Kolak Il sudah dikelolg
dengan baik diman
pengelolaan keuangan de
pada Kampung Blan
Kolak 1l sudah memenuh
syarat dan peraturan ya
ada. Namun pada Kamput
Blang Kolak | pengelolaa
keuangan desa ini tids
dikelola dengan baik.

Sri
2018

Widati.

Analisis
Pengelolaan
Keuangan Des;
(Studi Pada Des
Matahoalu
Kecamatan  Uepg
Kabupaten Konawe

Metode deskriptif
dengan
pendekatan
kuantitatif

Untuk pada taha
perencanaan pengelolaar
keuangan desa telah ses
dengan Permendagri N
113/2014. Untuk pad
tahap pelaksanag
pengelolaan keuangan deg
pada prinsipny«telah
dilaksanakan berdasarki
regulasi yang ada, namt
secara administrasiny
belum semua tahapé
pelaksanaan ikukan.
Untuk pada taha
penatausahaan pengelolg
keuangan desa secg
administrasi telah sesu
dengan regulasi. Untu
pada tahap pelaporg
pengelolaan keuangan deg
belum sepenuhny
dilaksanakan. Untuk pag
tahap pertanggungjawabi
pengelolaan keuangatesa
belum sepenuhny
dilaksanakan.

Khalida
Shuha. 2018

Analisis
Pengelolaan Dan

Desa (Studi Kasu

Metode deskript
dengan

pendekatan

Tahapanpengelolaandana
desadi Kecamatan Lubul
Alung yang sesuzaidengan
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Pada Desdesa
Selingkungan

Kecamatan Lubul
Alung  Kabupater
Padang Pariaman)

kualitatif

Nomod 13
tentan
Keuange
taha

Permendagri
Tahun 2014
Pengelolaan
Desa hanya
perencanaan, sedangk
tahap pelaksanaa
penatausahaan, pelapori
dan pertanggungjawabg
tidak sesuai denga
Permendagri Nomor113
Tahun 2014 tentan
Pengelolaan Keuangé
Desa.

Sinta P.

Pratiwi. 2019

Analisis Penerapat
Peraturan Menteri
DalamNegeriNo 20
Tahun 2018 dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaba
APBDesa  (Studi
kasusDesa
Pucangan
Kecamatan
Kartasura
Kabupaten
Sukoharjo)

Metode deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif

Padatahap kesiapanDesa
Pucangardalam penerapar
Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 20 Tahun 2018
belum sepenuhnya siap
dalam  menerapkanmyg
namun Desa Pucangar
berusaha untuk tetap
mengikuti seluruhprosedur
danmenerapkampembaruar
peraturan Permendagr
tersebutpadasaatperaturan
tersebut disahkan yaitu
pada tanggaB Mei 2018.
Seperti pada tahap
perencanaan, padaahap
pelaksanaan, dan
penatausahaampengelolaar
keuangan Desa Pucangar
telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam
NegeriNo 20 Tahun2018,
sedangkan pada tahap
pelaporan dan
pertanggungjawaban
pengelolaarkeuangarDesa
Pucangan belum sesuai
dengan Peraturan Menteri
DalamNegeriNo 20 Tahun
2018 .

Ukti Nawi
Kholifatun.
2019

Analisis  kesiapan
aparaturdesadalam

pengelolaan

Metode deskriptif
dengan

pendekatan

Pengelolaarkeuangamdesa
di Desa Gempolan
dinyatakantelahsiapdalam
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keuangan Desa| kualitatif. penggunaan Peraturan
Menyongsong Permendagri Nomor 20
PermendagriNomor Tahur: 2018.
20 Tahun 2018
tentang pengelolaar
keuangan desal
(Studi kasus pada
Desa Gempolan
Kecamatan Kerjo
Kabupaten
Karanganyar).
Annisa Analisis Penerapar Metode Kualitatiff Pemahamanaparatur desa
Jannatun Peraturan Menteri| dan  pendekata mengenai pelaksanaat
Naim. 2019 | Dalam Negeri| studi kasus. Permendgri Nomor 20
Nomor 20 Tahun Tahun 2018 di Desa
2018 Tentang Kedungwinong
Pengelolaan menjelaskan bahwa
Keuangan Desa sebagiarbesardari aparatu
(Studi Kasus Desa pemerintah desa
Kedungwinong, Kedungwinong sudah
Nguter,Sukoharjo) mengetahui tentang
Permendagri Nomor 20
Tahur: 2018, namur|
pemahamanhanya sebatas
secaraumum dan bekerja
sesuai tupoksinya. Dalam
alur tahap perencanaar
pelaksanaan, pengelolag
penatausahaan, pelapor:
dan pertanggungjawaba
pengelolaarkeuangandesal
Kedungwinong sudah
melaksanakan tahap
tahapnya dengan baik,
tetapi masih ada yang
belum  sesuai dengan
Permendag Nomor 20
Tahun2018.
Suwarno.2019 Pengelolaan Metode studi| Pengelolaan Keuangé
Keuangan Desa | kasus dengal Desa pada Kecamatg
Perencanaan Sampg pendekatan Cilongok sudah cukup bail
Dengan kualitatif namun masih terdap
Pertanggungjawaba kekurangan terutama pa
pada Desa d tahap penatausahag
Kecamatan pelaporan, dat
Cilongok Banyumas pertanggungjawaban.
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9. | Muh. Tahir &| Analisis Metode deskript | Pemerintah Desa Bululg
Samirah Pengelolaan dengan Kecamatan Turate
Dunakhir. Keuangan Dani pendekatan Kabupaten Jenepon
2019 Desa Di Desg kualitatif dalam hal Pengelolag

Bululoe Kecamatar Keuangan Dana Desa tel
Turatea Kabupate mengikuti aturan yan
Jereponto diterbitkan oleh
Permendagri No. 11
Tahun 2014 tentan
pengelolaan keangan desa

10. | Nyoria Analisis Penerapar Metode Pemerintah Desa Melintar
Anggraeni Pengelolaan komparatif telah melaksanaka
Mersa & | Keuangan Dan{ dengan perencanaan dengs
Muhammad | Desa Berdasarka pendekatan mengikutsertakan
Suriadi. 2020 | Permendagri Noma kualitatif masyarakat dalan

20 Tahun 201§ pembangunan desa. Dalg
(Studi Kasus Pad hal pelaksanaanny
Desa Melintang Pemerintah Desa Melintar
Kecamatan Muari juga melakukan pencatat:
Wis, Kabupater serta pengeluaran melal

Kutai Kartanegara)

rekening kas desa. Dala
hal penatausahas
Pemerintah Desa Melintar|
dilakukan deh Bendaharg
Desa yang telah melakuka
pertanggungjawaban secg
periodik. Dalam ha
pelaksanaan, Kepala de
telah menyampaika
laporan realisasi pelasana
APBDes kepada Bupat

Dan untuk
pertanggungjawaban,

laporan realisas
pelaksanaan APBDe

kepah desanya juga telg
menyampaikan kepag
Bupati di setiap akhir tahu
anggaran.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Penelitian Meutia dan Lilian&2017) memiliki persamaan dengan

penelitian yang tengah dilakukan vyaitu terkait menganalisis mengenai

pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian
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tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan
berdasarkan Permendagri NdL312014, sedangkan pada penelitian ini,
peneliti menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian Mondale dan Fahlei2017) memiliki persamaan
dengan penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai
pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian
tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa tidak beracuan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negd&amor 20 Tahun 2018,
sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan
desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian Widati(2018) memiliki persamaan dengan pétian
yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan
keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam
menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri
No 113/2014, sedangkan pada peisiit ini, peneliti menganalisis
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian Shuhg2018) memiliki persamaan dengan penelitian
yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan
keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian tersebut dalam
menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri

Nomar 113 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganalisis
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pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018.

PenelitianPratiwi (2019)mempunyapersamaaterkait peneapan
Peraturan MentealamNegeriNomor 20 Tahuri 2018. Yangnembedakan
penelitian tersebut dengg@enelitianyangtengahpeneliti lakukan yaitu jika
pada penelitian Pratiw(2019) juga membahagentang perbedaanantara
PeraturasMenteri Dalam Negeri Nomcill3 Tahun 2014 dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018edangkarpada
penelitian ini hanya membahastentang penerapan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

PenelitianKholifatun (2019) memiliki persamaan dengan peneliti
yang tengah dilakukan yaitu terkait implementasi pengelolaan keuangan desa
berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20
Tahun 208. Dan yang membedakannya yaitu pada penelitian tersebut juga
membahas tentang bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan
keuangan Desa menyongsong Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

PenelitianNaim (2019) mempunyai persamaan terk@énerapan
PeraturarMenteri DalamNegeriNomor 20 Tahun2018tentang pengelolaan
keuangan desa. Yang membedakannya yaitu pada penelitian tersebut juga
menjelaskan terkait pemahaman aparatur desengenai pelaksanaan

PermendagiNomor20 Tahun2018.
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Penelitian Suwarng2019) memiliki persamaan dengan penelitian
yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai pengelolaan
keuangan desa. Dan yang membedajaitu pada penelitian tersebut dalam
menganalisis pengelolaan keuangan desa beracuan berdasarkan Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 dan penelitian dilakanakan dengan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan pada penelitian ini, peneliti
menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan penelitian dilakanakan dengan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian Tahir dan Dunakh{2019) memiliki persamaan dengan
penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai
pengelolaan keuangan desa. Dan yang membedakan yaitu pada penelitian
tersebut dalam menganalisis pengelolaan keuang®sa beracuan
berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan pada penelitian
ini, peneliti menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

PenelitianMersa dan Suriadj2020) memiliki persamaan dengan
penelitian yang tengah dilakukan yaitu terkait menganalisis mengenai
pengelolaan keuangan ddserdasarkaPermendagri Noma20 Tahun2018
Dan yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu
dalam melakukan perbandingan antBermendagri Nomo20 Tahun2018

dengan temuan yang ada di desa, karena tabel perbandingan yang digunakan
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sangat berbeda dengan tabel yang digan oleh peneliti dalam penelitian

ini.

2.2Kajian Teoritis

2.21Desa

MenurutUndangundang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1,
pengertianDesay a i t u adalBhalesadan desaadat atau yang
disebut dengarinama lain, selanjutnyadisebut Desa, adalah
kesatuan masyarakahukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenanuntuk mengatur dan menguruarusarpemerintahan,
kepentingan masyarakat setempeberdasarkaprakarsamasyarakat,
hak asatusul, daratauhaktradisionaiyangdiakui dar dihormati
dalam sistem pemerintaharNegars. KesatuanRepublik | ndonesi ao.
Dengan kata lain desa merupakan suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaikesatuan masyarakat
yangmemiliki kesatuarhukumdan berhak untuk mengurus rumah
tangganya sendiri(otonomi) dalam system Negara Kesatuan
Republikindonesia.

Desamerupakarsebuahpengumpularpermukimarn di area
pedesaan Indonesigtilah desaini merupakanpembagianwilayah
administratif di bawah kecamaigangdi pimpin oleh KepaleaDesa.
SebualDesaini merupakan kumpulan daveberapainit pemukiman
kecil yang disebut dengar kampungatau dusun (sebutabanyak

daerah terkecil di wilayah Indonesid)enurutSuharton2000)Desa
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adalah sekelompokrumati diluar kota yang didalamnya terdapat
satu kesatueikampung dan dusun.Dari pengertian tersebut telah
menunjukkan beberapa cuiri sebagai berikut :
1) Desa adalah suatu lokasi pemukiman diluar kota dan
sekaligusbukari kota.
2) Desamerupaka suatukomunitas kesatuan dan lebih bersifat
homogeny.
3) Desa menunjukkanbahwe suatu lokasi darsifat sebagaiakibat
yangposisinya beracidi pedalaman.
Desamempunyakewenangan untuk mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakatrigendir sesuaidengan kondisi dan sal
budaya setempat. Salah satu konsep pengatiPemerintah
Desayaitu demokratisasi yang berarti bahwa penyelenggaraan
Pemerintah Desa harus menduki:agpirasi masyarakat yang di
artikulasi melalui Badan Permusyawarataibesa dan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahdesa. Desentralisasi
memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam
karakteristik hubungankekuasaa antara pusat dengan daerah,
sehingga daerah diberikan keleluasaan dalarmenglasilkan
keputusarkeputusan politik tanpzadanya intervensi pusat.
Berdasarkan pengelompokannya, desgat dikategorikanmenjadi

3 macamyaitu :
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1) Desatertingga' dan atau sangat tertinggal,yangmemperhatikan
faktor-faktor sarana prasarargalanm pemenuhai:kebutuhars dan
akses kehidupan masyarakadesa.

2) Desa maju dan atau mandiri,yangmemperhatikamaktor-faktor
sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa
dan investasi desa, prakarsa desaembuka lapangarskerja,
teknologi tepar gune dan investasi melalui badanusahamilik
desa.

3) Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana
prasarana pelayanzomum dan sosiai dasar pendidikan serta
sarana prasarana pelayaramum dan sosial dasar kesehatan.

Menurut UndangUndangNomor 06 Tahun 2014 pasal 8
ayat (3), pembentukadesasebagaimangang dimaksud pada ayat

(1) harusmemenuhsyaraiberikutini

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima} tahun
terhitung sejak pembentukan.

b. Jumlali penduduk, yaitu :

1) Wilayah Jawsa paling sedikit 6.000 (enam ribtjiwa
atau 1.200(seribu dui ratus) kepalskeluarga.

2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribl}jiwa
atau 1.000 (seribu) kepaikeluarga.

3) Wilayah Sumaterspaling sedikit 4.000 (empatribu) jiwa

atau800 (delapar:ratus) kepale keluarga.
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4) Wilayah  Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
paling sedikit3.00C(tiga ribu) jiwa atau 600 (enarm: ratus)
kepalé keluarga.

5) Wilayah Nuse Tenggara Baral paling sedikit 2500 (dua
ribu lima ratug jiwa atat 500 (ima ratus) kepale keluarga.

6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, = Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, daKalimantari Selatan palinzsedikit
2.00C (dua ribu) jiwe atau 400 (empastratus) kepala
keluarga.

7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantsttara paling sedikit 1.500
(seribui ribu lima raus) jiwa atau 300 tiga
ratus) kepale keluarga.

8) Wilayah Nuse Tenggari Timur, Maluku, dan MalukuUtara
paling  sedikit 1.000 (seribu) jiwa atati 200
(dua ratus) kepala keluarga.

9) Wilayah Papua dan Papus Baral paling sedikit 500
(lima ratus)jiwa ataui 100(seratus} kepalza keluarga.

Wilayah kerjayangmempunyabaksegransportasantar wilayabh.

Memiliki  potensi yang terdiri dari sumber daye manusia,
sumber daya alarndan sumber dayzs ekonomi pendukung.

Sosial budays yang dapat menciptakan kerukunar hidup

bermasyarakagesusi dengar adar istiadar Desa.
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Bataswilayah Desayangdinyatakar dalami bentuk pete Desa
yang telah ditetapkéadalan peraturars Walikota / Bupati.
Saranadanprasaranzbagi PemerintahanDese dan pelayanan
publik, dan

Tersedianya  dana operasiona!,penghasilaritetap, dan
tunjangan lainnya bagperangkat Pemerintals Dese sesuai
dengan ketentuan peratuna@rundangundangan.

MenurutUndangUndangNomor 06 Tahuri 2014 paseil9,

menyebutkan kewenangan desa, adalah :

a.

Kewenangarberdasarkainhak asatusul.

b. Kewenangarilokal berskals desa.

C.

Kewenangarnyang ditugaskalioleh pemerintah, pemerintah
daerah, provinsi, ataypemerintals daeral kabupateis/ kota.
Kewenangarain yangditugaskari oleh pemerintah, pemerintah
daerahprovinsi,atat pemerintals daerals kabupaten / kotgang

sesuai dengan ketentuigperaturals perundangundangan.

Maka dapat disimpulkan, desa merupakansuatu wilayah

yangditempati olehsejumlahpenduduksebagakesatuamasyarakat

yang mempunyakesatuan hukurdanberhakdalammengurugumah

tangganya sendiri (otonomi) dalam system Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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2.2.2Pemerintah Desa

Menurut UndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1
ayat (2), Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahandan kepentinganmasyarakatsetempatdalam system
pemerintahamegara Kesatuan Republik Indonesienyelenggaraan
pemerintahandesa dibentuk oleh Badan PermusyawaratarDesa
(BPD) atausebutariain yangsesuadengarbudayayangberkembang
di desa bersangkutan,yang mempunyai fungsi sebagailembaga
pengaturandan pengawasarpenyelenggaraarPemerintahanDesa.
Penyelenggaraapemerintahadesamerupakansubsistendari sistem
penyelenggaraapemerintahansehinggadesamemiliki kewenangan
dalam mengaturtugas dan menguruskepentinganmasyarakatnya.
Dalam menyelenggarakantugas dan fungsinya, kepala desa
bertanggung jawab terhacamasyarakeéimelalui BPD  dan
menyampaikanlaporan mengenai pelaksanaan tugasnyaepada
Bupati tebusar Camat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 PemerinteiDesea yaitu Kepale Dese atati dapat juga
disebut dengan perangkat desgang berperan sebagai unsur
penyelenggaraRemerinta'Desa.

Menurut PeraturanMenteri Dalarr Neger:Nomor 20 Tahun
2018 p as a l 3 ay e Desaiadalah HKRKDp(Bemagang

KekuasaanPengelolaarKeuangan Desaglan mewakili Pemerintah
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Dese dalam kepemilikari kekayaanmilik Desa yang dipisahkan.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

pasal 3 ayal (2) Kepale desa selaku PKPKD (Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Deshagaimangangdimaksud

yaitu, mempunyai kewenangan sebzijarikut :

a. Menetapkaikebijakari tentang pelaksanaanAPB Desa.

b. Menetapkarkebijakantentangpengelolaar:barang milik Desa

c. Melakukantindakanyangmengakibatkapengeluaramtasbeban
APB Desa.

d. MenetapkaPPKD (PejabsiPengelolis Keuangari Daerah).

e. Menyetujui DPA (Dokumeri PelaksanasAnggaran), DPPA
(Dokumen Pelaksan#erubahaiAnggaran), dar:DPAL
(Dokumeri Pelaksana Anggaran Lanjutan).

f.  Menyetujui RAK (Rencana Anggararn Kas) Dese, dan

g. Menyetujui SPP (SursPermintaars Pembayaran).

PeraturasMenteri Dalam Negeri Nomor 2C Tahun 2018
pasal 3 ayat (3) menyatakai D a | mealaksanakankekuasaan
pengelolaan keuangan Desa sebagaimanayang dimaksud pada
ayal (2), Kepala Desamenugakan sebagian kekuasaannyspada
perangkaDesaselaku PPKD.

MenurutPeraturanMenteri Dalarr NegerNomor 20 Tahun

2018 pasal 4, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
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sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)
yaitu terdiri atas

a. Sekretaris Desa

b. Kaur dan Kasi, dan

c. Kaur keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahuri 2018 pasal5 ayai (1) S e k r [Resabertugassebagai
koordinator PPKD (PejabaiPengelola Keuangafaerah)
PeraturasMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahuri 2018 pasal
5ayai (2) menyebutkanSekretarisDesaselakucoordinatorPPKD
(Pejabat PengelolaKeuanganDaerah) sebagaimanayangdimaksud

padaayat(1) mempunyai tugas sebagsberikut :

a. Mengoordinasikampenyusunanlanpelaksanaaikebijakari APB
Desa.

b. Mengoordinasikaipenyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubah#@PB Desa.

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawabgpelaksanaaAPB Desa.

d. MengoordinasikampenyusunamancangarperaturarkKepalaDesa
tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran

APB Desa.
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e. Mengoordinasikan tugas perangkat Des:a lain yang
menjalankariugas PPKD, dan

f. Mengoordinasikar:penyusunai:laporari keuangan desa dalam
rangkapertanggungjawabipelaksanaan APB Desa.

Menurut PeraturanMenteri Dalarm Neger/Nomor 20 Tahun
2018 pasal 6 ayat (1) i Ka uan Kasi bertindak sebagai
pelaksanskegiataria n g g a Kaarnsebagaimangang dimaksud
padaayat (1) terdiri atas :

a. Kaur tata usaha dan umum, dan
b. Kaur perencanaan.
Kasi sebagaimariayang dimaksud padea ayat (1) terdiri atas
a. Kasi pemerintahan,
b. Kasi kesejahteraan dan
c. Kasi pelayanan.

PeraturaisMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018
pasai 6 ayat &), menyebutkanbahwa Kaur dan Kasi sebagai
pelaksana kegiatan anggaran mempuityajas sebagei berikut :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkar:pengeluaraiatas
beban anggaran belasjsesuai bidang tugasnya.

b. Melaksanakairianggaraskegiatan sesuai bidang tugasnya.

c. Mengendalika~ kegiatari sesuai bidang tugasnya.

d. MenyusunDPA, DPPA, dan DPAL, sesuaibidang tugasnya.
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e. Menandatanganperjanjiari kerja saméa dengarn penyedis atas
pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada
dalami bidang tugasnye,dan

f.  Menyusunlaporanpelaksanaakegiatansesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawabspelaksanaehAPB Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018 pasal8ayai (1) menyatakanii K a keuangan

sebagaimariayang dimaksud dalam pasal 4huruf ¢ melaksanakan

fungsi k e b e n d a ParatumaaMenteri Dalam Negeri NomoR0

Tahun 2018 pasai 8 ayal (2) menyebutkarsb a h wa nKaur

keuangan sebagaimeiyang dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas :

a. Menyusun RAK (Rencana Anggarari Kas) Desa, dan

b. Melakukanpenatausahaayang meliputi menerima,menyimpan,
menyetorkari/ membayar, menatausahakan  dan
mempertanggungjawabkarpenerima pendapatan Desa dan

pengeluaramalam rangka pelaksanaan ABesa.

2.2.3Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Wijaya (2018) Keuangan desa yang
sesuai UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 yaitu semuahak dan
kewajibari desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berups uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaarmak dan kewajibari desa.Dari hak dan kewajibanitu
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menimbulkarpendapatarelanja,danpembiayaaryang perludiatur
di dalam pengelolasikeuangas desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desamenuruiPeratura Menteri
DalamNegeri Nomor20 Tahun2018yaitu keseluruharkegiatanyang
meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dar pertanggungjawabakeuangan desaKeuangan desa dikelola
berdasarkanasasasas pengelolaankeuanga desayaitu:

1) Transparan

Terbukadalamsemua informasidankegiatanmengenai
pengelolaan keuangatesayang dapatdiawasioleh pihak lain
yang berwenang. Tidakada halhal yang dirahasiakanatau
disembunyikan Dalam pengelolaankeuangandesa, transparan
memiliki arti bahwasemuainformasi keuangandapatdiberikan
secara terbuka, jelas, dan jujur kepada masyarakat, agar
masyarakatlapatmengetahusecaranenyeluruhdanterbukaatas
pertanggungjawabanpemerintals dalani pengelolaan sumber
daya

Kurangnya transparansidalam pengelolaankeuangan
desadapat diketahuilari tertatanyaadministraskeuangardengan
tertib dan baik. Makadari itu asastransparanmenjaminhak
bagi semuapihak untuk mengetahuseluruhprosesdalamsetiap
tahapari dan menjamin akses semuyahak terhadapinformasi

mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengandemikian,
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PemerintalsDese harus aktif dan memberikan kemudahan
bagi siapapuiidan kapari saje untuk mengaksesdan
mengetahui informasi terkiaiPengelolaar:Keuangars Desa.
2) Akuntabel

Dalam pengelolaarkeuangandesa, akuntabe! berarti
bahwa setiap kinerjatauTindakanPemerintali lembagi dapat
dipertanggungjawabkan kepeijahak-pihak yang memiliki hak
untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
Asas ini menuntut Kepale Desa untuk  melaporkan  dan
mempertanggungjawabkaelaksanaanAPBDess secari tertib
kepada masyarakat maupun kepada jajarari pemerintahan
diatasnyasesuai peraturan perundamgdangan.

3) Partisipatif

Partisipatif mempunyai arti bahwe setiap tindakan
yangdilakukan dengamengikutsertakaketerlibatanrmasyarakat
baik secara langsung maupdidak langsung melalui lembaga
perwakilanyang dapat menyalurkan aspirasinya.

Dalam pengelolaankeuangasdesa, sejak padatahap
perencanaan, pelaksanaanpenatausahaeipelaporardan
pertanggungjawaban wajilmengikutsertakanmasyarakat dan

pare pemangkii kepentingan di desa, sertmasyarakeiluas.
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4) Tertib dar: disiplin anggaran
Tertib dan disiplin anggarasmemiliki arti bahwa
semua anggaran harwdilaksanakansecarakonsisten dengan
pencatataratas penggunaannya sesdanganprinsip akuntansi
keuangardi desa. Hal ini berarti bahwa pengelola&euangan
desa harus sesuai berdasarkandengan Peraturan Perundang
undanganyang berlaku.

Pengelolaakeuangardesadikelola dalammasasatt: tahun
anggaran Yyaitiimulai tanggai 1 Januari sampai dengar tanggal
31 Desembemban engelolaarkeuangardesatidak lepasdari Kepala
Desadan perangkat desa lainnya.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa
mempunyai berbagai aturarang harusdipahamidan dilaksanakan
sesuai dengan batasaswaktu yang sudahditentukan. Sehingga
PemerintahDesa harus mempunyaistruktur organisasi pengelolaan
keuangan,uraiari tugas, bagan alur, serte kriteria yang menjadi
acuan dalam kegiatar: pengelolaarikeuangasdesa. Selairi untuk
dapatmelaksanakamengelolaarkeuangandesadenganbaik, maka
juga perlu didukung oleh SDM yan¢ komponen dan berkualitas,

serte sisteni danprosedur keuangan yangemadai.

2.2.3.1PerencanaanPengelolaanKeuangan Desa
Pemerintah desa dalam Menyusun perencanaan

pembangunardesaharus sesuailengankewenangannygang
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mengacu pada perencanaanpembangunanKabupaten/Kota.
Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin
konsistensidan keterkaitanantara perencanaanpelaksanaan,
penatausahaapelaporan, dan pertanggungjawaban.
MenurutSjamsulbachr(2004) Perencanaaadalaliproses
dalammenentukartujuanyang ingin dicapai dar strategi apa
sajayangakandigunakardalamusahgpencapaiatersebuiJadi
perencanaanpengelolaan keuangan desa merupakan suatu
prosesuntuk merumuskarujuan penggunaandanadesayang
diterima desadenganmengikutsertakarperwakilanmasyarakat
seperti dukur ketuet RT, dan ketua RW dalammusyawarah
desa untuk memberikanusulari dar pendapat mengenai
perencanaan penggunaan dana desa dan juga untuk
menyampaikarhasil musyawarahtersebutkepadamasyarakat
desa agar masyarakatdesa dapat mengetahui perencanaan
penggunaan dana desa dan ikut berperan dalam
mengawas: pelaksanaapengelolaakeuangan desa tersebut.
Menurut UndangUndangNomor 06 Tahuri 2014 pasal
80 ayat (1) sampaayat (3), menyatakadahwa:
(1) Perencanas pembangunamesadiselenggarakadengan
mengikutsertakamasyarakatlesa
(2) Dalam Menyusuri perencaaipembangunaidessa seba

gaimana yang dimaksud pads ayat (1), Pemerintah
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Desawajib menyelenggarakamusyawarahperencanaan
pembangunadesa.

(3) Musyawaralperencanaapembangunadesamenetapkan
prioritas, program,kegiatan,dankebutuharPembangunan
Desayangdidanaioleh AnggaranPendapatadanBelanja
Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau Anggaran
Pendapataidan Belanje Daerali Kabupateri/ Kota.
Menurut PeraturasMenteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahuri 2018 pasal31tentan¢ perencanaz meliputi :

(1) Perencanaan pengelolaan keuangasdesa merupakan
perencanaan, penerimaatan pengeluararpemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang
dianggarkan dalarmi APBDesa.

(2) SekretaridDesamengoordinasikapenyusunamancangan
APB DesaberdasarkaRKP (Rencan&erja Pemerintah)
Dess tahuri berkenaan dampedomanpenyusunar:APB
Desayang diatur dengar: Peraturan Bupati Wali Kota
setiaptahun.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun2018 pasal 32 tentansgerencanaecimenyatakan :
(1) Sekretaris Desa menyampaikanRancanganPeraturan

Desatentang APB Desiskepada Kepale Desa.
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(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimarizdimaksudpadaayat(1) disampaikarKepala
Desakepads BPD (BadanPermusyawarataDesa)untuk
dibahagdandisepakatBersamalalammusyawaratBPD.
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahur2018

pasal 34 tentang perencansareliputi :

(1) RancangarPeraturaDesatentangAPB Desadisampaikan
KepalaDesakepada Bupati / Wali Kota melalui Camat
atau sebutanlain paling lambat 3 (tiga)hari sejak
disepakati untuk di evaluasi.

(2) Bupati / Wali Kota dalam melakukan evaluasi
berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan
Peraturan Dessc tentang APB Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 pasal 35 tentaifgerencanaciyaitu :

(1) Bupati / Wali Kota dapatmengundandepala Desadan
atauaparat Desa terkaitlalani pelaksanaainevaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayai (1)
dituangkan dalam keputusaBupati / Wali Kota
dandisampaika kepads Kepala Daerah palingma 20
(dua puluh) harikerjaterhitung sejak diterimanya

rancangarndimaksud.
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(3) Dalamhd Bupati / Wali Kota tidak memberikanhasil

(4)

evaluasi dalam batasaktu sebagaimanaimaksudpada
ayai (2), rancanganperaturan Desalimaksud berlaku
dengarsendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak sesuailenganketentuanperaturan
perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan RKP Desa, Kepaleé Desa Bersama
BPD melakukar penyempurnaarpaling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

PeraturasMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

201¢€ pasal B tentang perencanaameliputi :

(1)

(2)

Apabila hasil evaluasitidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan KepalaDesa tetap menetapkanRancangan
PeraturanDesa tentang APB Desa menjadi Peraturan
Desadari Rancangaferaturan Kepala Desa tentang
PenjabararAPB Desamenjadi Peraturas Kepale Desa,
Bupati / Wali Kota membatalkanperaturandimaksud
dengarKeputusarBupati/ Wali Kota.

KepalaDesamemberhentikapelaksanaaPReraturarDesa
danPeraturan KepalBesapalinglama? (tujuh) harikerja

setelahpembatalangan selanjutny&epalaDesabersama
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BPD mencabuiPeraturasDesa dan PeraturarKepala
Desadimaksud.

(3) Dalam hal pembatalansebagaimariyang dimaksud
pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan
pengeluaraterhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desadenganmenggunakapagu tahun
sebelumnyaampaipenyempurnaaRancangarPeraturan
Desa tentang APB Desa disampaikandan mendapat

persetujuarBupati / Wali Kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun2018pasal 37tentangperencanasimenyatakarbahwa
i B u p/aNalikota dapatmendelegasikarvaluasiRancangan
Peraturan Desa tentang APB Dess kepadia Camar atau

sebutan laio.

Pengelolaan keuangan desa merupaksarangkaian
kegiatan yang diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu
penyusunan APBDesa Sebuah perencanaankeuangan
merupakakegiataruntuk memperkirakapendapatan dan
belanja selama waktu tertentii dimasa yang akan dadng.
Dalam hubungannya dengar pengelolaarkeuangasdesa,
perencanaagang dimaksudaitu rosespenyusunamPBDes.

Berikut ini alur dari proses perencanaan :



Sekretaris Desa

Gambar 2.1

Alur Proses Perencanaan
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Sumber https://www.keuangandesa.info/2015/11/perencaipamgyelolaarkeuangardesa.html

2.2.3.2PelaksanaanPengelolaankeuanganDesa
MenurutBastian(2014)Pelaksanaa@ataurealisasi adalah
prosespelaksanaaisegala sesuati:yang telah direncanakan
termasukdalam hal

dan dianggarkamoleh organisasi publik,

ini organisasi kecamatamlan desa. Dengan kata lain
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pelaksanaanpengelolaan keuangan desamerupakan suatu
proses pengimplementasian segala sesuatu yang telah
direncanakan dan dianggarka .oleh suatti organisasidalam
mencapaitujuan yang telah direncakansebelumnyaoleh suatu

organisai.

Dalam pelaksanaamanggaramesayang sudahditetapkan
sebelumnya, maka terdapat transaksi penerimaardan
pengeluarandesa Semua penerimaan dgmengeluarandesa
dalam rangka pelaksanaankewenangandesa dilaksanakan
melalui rekening kas desa. Dan bagi Desa yang
belum memiliki pelayanasperbankandi wilayahnya maka
pengaturannyditetapkanoleh Pemerintals Kabupateli/ Kota.
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus
didukung oleh bukti yang sah danlengkap.Berikut ini alur

dari proses pelaksanaan :
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Alur Proses Pelaksanaan
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Sumber https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaksammemnyelolaarkeuangardesa.html

Menumut Sujarweni (2015) berikut ini beberapaaturan

dalampelaksanaapengelolaatkeuangarlesa :

a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
peneriman desa kecuali yang ditetapkan dalam
peraturari desa.

b. Bendahara  dapat menyimpan uang dalam

kas desa pade jumlah tertentu dalarr:rangkeé memenuhi

kebutuharoperasional pemerintah desa.
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. Pengaturarjumlah uang dalamkasdesaditetapkari dalam
Peraturan Bupati / Walikota.

. Pengeluaradesayangmengakibatkameban pada APBDes
tidak dapat dilakukan sebelumRancanganPeraturanDesa
tentangAPBDes ditetapkan menjadiperaturan desa.

. Pengeluaradesa tidak termasuk untuk belanja pegawai
yang bersifat mengikatlan operasionalperkantoranyang
ditetapkan dalam peraturan kepalasa.

. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus
dibuat rincian anggaran biayayang telah di sahkan oleh
kepala desa.

. Pelaksanaarkegiatan yang mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatdnarusdisertaidengandokumenantara
lain rencana anggaran biaya.

. Rencanaanggararbiayadi verifikasi oleh sekretaris desa

dan disahkan kepai@esa.

i. Pelaksanakegiatan bertanggungjawabterhadap tindakan

pengeluararyang menyebabkaatasbebananggararbelanja
kegiatan dengan mempergunakanbuku pembantu kas
kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanana

kegiatan di desa.

j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan

PembayaranSPP) kepadaKepala Desa. Surat Permintaan
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PembayaranSPP) tidak boleh dilakukan sebelumbarang
dan atau jasa diterima. Pegajua SPP terdiri atas Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan
pertanggungjawabelanjadar lampirar: bukti transaksi.

k. BerdasarkanSPP yang telah diverifikasi sekretaris desa
kemudianKepalaDesamenyetujul permintaan pembayaran
dan bendahara melakukan pembayaran.

I.  Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahar.

m.BendaharaDesa sebagaiwajib pungut Pajak Penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnyake
rekening kas Negara sesuaidengan ketentuan Peraturan
PerundangJndangan.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 pasal 43 tentangelaksanaammenyatakan :

(1) Pelaksanaarpengelolaankeuangan Desa  merupakan
penerimaan dan pengeluardbesa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk
Bupati / Walikota.

(2) RekeningkasDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh PemerintahDesa dengan specimen tanda

tangan KepalaDesadan Kaur Keuangan.



44

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan
di wilayahnya, rekeningkas Desa dibuka di wilayah
terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengarispesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 pasal 44 tentangelaksanaagaitu :

(1) Nomor rekeningkas Desa sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 43 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati /
Walikota.

(2) Bupati/ Walikota melaporkardaftar nomor rekening kas
Desa kepada GuberndengaritembusanMenteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintat ddesa.

(3) Laporansebagaimanalimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk pengendalianpenyalurandana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpariuang tunai pada
jumlah tertentu untukmemenuhikebutuhanoperasional
pemerintah Desa.

PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018
pasal 47 tentang pelaksanaareliputi :

(1) DalamhalterjadiperubaharfPeraturanDesa tentang APB
Desa dan atauperubahan Peraturan Kepala Desa

tentang penjabaranAPB  Desa yang menyebabkan
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terjadinya perubahananggaran dan atau terjadi
perubahankegiatan,Kepala Desa menugaskanKaur dan
Kasi  pelaksanaarkegiatan anggaranuntuk menyusun
rancangan DPPA [Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran).

(2) DPPA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.RencanaKegiatandan Anggaran Desa Perubahan, dan
b.RencanaAnggaranBiaya Perubahan.

(3) Kaur danKasi pelaksan&egiatan anggaranmenyerahkan
rancangan DPPAepade Kepala Desa melaul Sekretaris
Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
penugasansebagaimanalimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukar verifikasi rancanganDPPA
paling lama 15 (lima belas)hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancanganDPPA yang telah

diverfikasi oleh SektretariDesa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 pasal 48 tentang pelaksanaarenyatakan :

(1) Kaur KeuanganMenyusunrancanganRAK (RencanaAksi
Komunitas) Desa berdasarkanDPA (Dokumen Pelaksana

Anggaran)ang telah disetujuiKepala Desa
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(2) RancanganRAK Desa sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepad&epala Desa melalui Sekretaris
Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan
RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancanganRAK Desa yang telah
diverifikasi SekretarisDesa.

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
pasal49 tentangoelaksanaamenyatakarbahwa i R Bésa
sebagaimaraimaksud dalam pasal 48 memuat arus kas
masukdar aruskaskeluar yang digunakan mengatur penarikan
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
berdasarkalPA yang telah disahkarioleh KepalaDe s a 0 .

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negert Nomor 20
Tahun 2018 pasal 50 tentargelaksanaammeliputi :

(1) Arus kas masuk sebagaimanadimaksud dalam pasal 49
memuat semua pendapaf@esayangberasabari Pendapatan
Asli Desajtransfer dapendapatanain.

(2) Setiap pendapatansebagaimanadimaksud ada ayat (1)

didukungoleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20

tahun2018pasal 51.tentang pelaksanaammeliputi :
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(1) Arus kas keluar sebagaimanadimaksud dalam pasal 49
memuat semua pengeluataglanjaatasbebanAPB Desa.

(2) Setiap pengeluaransebagaimanadimaksud pada ayat (1)
didukung dengan buktyang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (2) mendapat
persetujuan Kepaldesa dan Kepala Desa bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaanbukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan  anggaran
bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran
sebagaimandimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksanakegiatar anggaran menggunakan
buku pembantukegiatanuntuk mencatatsemuapengeluaran

anggaran kegiatan sesudéengari tugasnya.

2.2.3.3Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
MenurutLapanand42016)Penatausahadeuangandesa
yaitu kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka
mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas
transparan dan asaskuntabel. Dalam melaksanakan
penatausahaakeuangadesa,Kepala Desaharus menetapkan
bendaharadesa.Penatausahaamerupakanprosespembukuan

yangdilakukanolehbendaharalesa, baik transakspenerimaan
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maupun transaksi pengeluaransecarateliti agar pengelolaan
keuangan desaapat berjalan dengar baik.

Penetaparbendaharadesa harus dilaksanakansebelum
dimulainya tahun anggaranbersangkutandan berdasarka
keputusardain KepalaDesa. Bendaharalesaadalahperangkat
desayang ditunjuk oleh Kepala Desayang ditugaskaruntuk
menyimpan, menerima, menyetorkan, = membayar,
menatausahakadan mempertanggungjawabk&euangardesa
dalamrangka pelaksanaakPBDesa.Selainitu, bendaharalesa
wajib melakukan pencatatan terhadap semue transaksi
yang ada berupa penerimaandan pengeluaran. Bendahara
desa akan melakukan pencatatan secaa sistematis dan
kronologis terhadap transaksi keuangaryangterjadi.
Penatausahaankeuangatdesa yang dilaksanakan oleh
bendaharadesa dilaksanakan dengaicara sederhanayaitu
berupa pembukuasebelunmenggunakan jurnal akuntansi.
Bendaharadesa harus dapat mempertanggungjawabkamang
melalui laporan pertanggungjawabagang disampaikansetiap
bulankepadaKepala Desalan paling lambattanggal10 bulan
berikutnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun2018 pasal 63 tentangenatausahaameliputi :
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(1) Penatausahaakeuangandilakukan olen Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungkebendaharaan.

(2) Penatausahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaraalam buku kas umum.

(3) Pencatatanpada buku kas umum sebagaimanadimaksud

padaayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 64 tentarqgenatausahaayaitu :

(1) Kaur keuangan
wajib membuatbuku pembantikasumumyangterdiri atas
a. Buku pembantibank.

b. Bukupembantipajak,dan
c. Bukupembantipanjar.

(2) Buku pembantubank sebagaimandimaksudpada ayat (1)
huruf a merupakancatatan penerimaandan pengeluaran
melauirekening kas Desa.

(3) Buku pembantupajak sebagaimandimaksudpadaayat (1)
huruf b merupakarcatatanpenerimaampotonganpajak dan
pengeluarasetoran pajak.

(4) Buku pembantypanjarsebagaimandimaksudpadaayat (1)
huruf c merupakan  catatan pemberian  dan

pertanggungjawabamang panjar.
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Menurut PeraturaPemerintalRepublikiIndonesiaNomor
12 Tahun 2019tentang PengelolaanKeuangan Daerah
menyatakanbahwa dalam praktikny:semua proses
pelaksanaandan pendausahaan harus memperhitungkan
kinerja yang telal ditetapkanoleh APBDes.Dan posesitu
harussesuaidenganindikator kinerja yang telah disepakati
dalam dokumen APBDes. Maka dariitu, semuaanggaran
yang telah direncanakaiisa sesuaisebagaimanamestinya
dan jumlah kesalahandapat diminimalisir dalamproses
pelaksanaadar penatausahaan.

Dalam PeraturanPemerintahRepubik IndonesiaNomor
12 Tahun 2019 injuga mengembalikanvewenangdantugas
bendaharasebagai pemegang kadan juru bayar yang
sebagianfungsinyabanyakberalih kepada Pejabat Pengelola
Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam peraturan ini juga
membahas mengengiemisahan tugas antara pihak yang
melakukarotorisasi, pihak yargmenyimpanuang,danpihak
yang melakukanpencatatan. Tujuan dilakukannyalari
pemisahan tugas ini yaitu untuk mencegah terjadinya
kecurang=selamaPengelolaanKeuangaiDaeralsertauntuk

meningatkan kontrclinterna/ PemerintaDaerah.
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2.2.3.4Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Bastian (2014) Pelaporanyaitu dokumer: yang
berisi informasi terorganisasdalan sebuainarasigrafik, atau
bentuk tabular yang disusunatas dasarad hoc, periodik,
rutin, atau ketika diperlukan Laporan realisasipelaksanaan
pengelolaankeuanga desa perlu disusun oleh Kepala Desa
untuk melaporkankinerjanye kepada Bupati / Walikota dan
masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk
mempertanggungjawabkankinerjanya, dan menyediakan
informasi bagi masyarakat desa yang akan menunjukkan
akuntabilitasorganisasidesaatati sumberdaye yang telat d
ipercayakanBerikut ini 3 carasistem pelaporan keuangdesa
yaitumelalui :
1. Langsungke masyarakat.
2. Dilaporkari melalui pelaporanpemerintahdaerah.
3. Diumumkarimelalui media.
Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun2018 pasal 68 tentangelaporarnmeliputi :
(1) KepalaDesamenyampaikataporan pelaksanaanAPB Desa
semestepertame. kepade Bupati/ Walikotamelalui Camat.
(2) Laporan sebagaimanadimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
a. Laporan pelaksanaanAPB Desa, dan

b. Laporan realisasi kegiatan.
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(3) Kepala Desa Menyusun laporan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengancara menggabungkan
seluruhlaporan paling lambaiminggu kedua Bulan Juli tahun
berjalan.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 69 tentang pelaporanmenyataka bahwa
i Bup & tWalikota menyampaikan laporan konsolidasi
pelaksanaanAPB Desa kepada Menteri melalui Direktur
JenderaBina Pemerintahambesapaling lambatminggu kedua
Bulan Agustustahun b e r | .aBer&kut @ni alur dari proses

pelaporan :
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Gambar 2.3
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Sumberhttps://www.keuangandesa.info/2015/11/pelapatanpertanggungjawaban.html
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2.2.3.5Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
berdasarkarPeraturan Pemerintadomor 43 Tahun 2014 dan
telah diubah denganPeraturan PemerintaNomor 47 Tahun
2015 pasai 104, yaitu i Sel ai penyampaian
laporari realisasipelaksanaziAPBDes,  Kepala Desejuga
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati / Walikota setiap
akhir tahurianggara yang telahditetapkardalam peraturan
d e s aJadi pertanggungjawabanmerupaka suatt kegiatan
menyampaikarlaporart hasil dari kegiatansebuahorganisasi,
baik dalam hal penerimaardan pengeluararyang adadidalam
suatu organisasitersebut. Bukar hanya pertanggungjawaban
kepada Bupati / Walikota saja, Kepala Desa juga wajib
melaporkan laporan pertanggungjawabantersebut kepada
masyarakatdesa agar tidak terjadi penyelewengarnerhadap
pengelolaankeuangandesa.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun2018 pasal 70 tentangertanggungjawabe.menyatakan
bahwa:

(1) Kepada Desa menyampaikanlaporan pertanggungjawaban
realisasi APB DeskepadaBupati/ Walikota melalui Camat

setiap akhitahunanggaran.
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(2) Laporan pertanggungjawabesebagaimanadimaksud pada
ayat (1) disampaikanpaling lambat 3 (tiga) bulan setlah
akhir tahun anggaranberkenaanyang ditetapkan dengan
PeraturanDesa.

(3) Peraturan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2)

disertai dengan :

a. Laporan keuanganterdiri atas :
1. Laporan realisasi APB Desadan
2. Catatar atas laporan keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan, dan

c. Daftar program sektoral,
program daeralhdan program lainnya yang masukke
Desa.
Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun2018 pasar 1l tentangpertanggungjawabemeliputi :

(1) Laporanpertanggungjawabasebagaimanadimaksud dalam
pasal 70 merupakeubagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintaha Desa akhir tahianggaran.

(2) Bupati / Walikota menyampaikanlaporan konsolidasi
realisasi pelaksanaan APBesa kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desapaling

lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
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Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun2018 pasal 72 tentangertanggungjawabemeliputi :
(1) Laporan sebagaimanadimaksud dalam pasal 68 dan pasal
70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media
informasi.
(2) Informasi sebagaimanalimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat :
a. Laporan realissai APB Desa.
b. Laporan realissal kegiatan.
c. Kegiatanyangbelumselesadan atau tidak terlaksana.
d. Sisa anggaran, dan
e. Alamat pengaduan.

Menurut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 73 tentangertanggungjawabzameliputi
FormatKode Rekening, MateriMuatan PenyusunarPeraturan
Bupati/Wali Kota tentang PenyusunanAPB Desa, Peraturan
Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang
PenjabararAPB Desa,PanduarEvaluasiRancangarPeraturan
Desa tentang APB Desa, PeraturanDesa tentang Perubahan
APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan APB DesaDPA, DPPA, RAK Desa,
Buku Pembant Kegiatan,LaporanPerkembangaelaksanaan

Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporadkhir Realisasi
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PelaksanaarkKegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturabesa
tentangPerubahamPB Desa, PeraturanKepala Desa tentang
PerubahanPenjabaranAPB Desa, BukuKas Umum, Buku
PembantuKas Umum, Kuitansi, LaporarPelaksanan APB
Desa SemesterPertama, dan LaporanPertanggungjawaban
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiamidak

terpisahkadari Peratura-Menteriini.

2.3Integrasi Keislaman

Dalam mengelola keuangasdesa memiliki prinsip transparasi
merupakan hal yarigpangat penting. Transparasimerupakanketerbukaan
atas senua tindakan dan kebijaksyang diambil oleh pemerintah.
Transparastlibangunatasdasarkebebasan ariisnformasi,prosesl. embaga,
dan informasi secara langsung dapat diterima oleh merekayang
membutuhkan. Dalam hubungannyadenganislam, konsep transparasi
(keterbukaarinformasi) telah diungkapkari oleh Allah SWT dalami Q.S

Al-Bagarah ayat 282 berikut :
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bR A F@@|@v@m m W%Z

Ar ti nya orangomard yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secaraunai untuk waktu yang ditentukan,hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendakiageorang penulis di antara kamu
menuliskannyalengan benar. Dan janganlah penutisgganmenuliskannya
sebagaimanzAllah mengajarkannya,maka hendaklah ia menulisdan
hendaklali orang yang berhutang itu mengimlakkan (apsayang akan
ditulis itu), dan hendaklaliia bertakwe kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurancisedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atziemah(keadaannyaataudia
sendiri  tidak mampu mengimlakkan, maka  hendaklah walinya
mengimlakkardengar jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orangorang lelaki (di antaramu).Jika tak ada dua aang lelaki,
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuandari sakst
saksi yang kamu ridhai, supayajika seorang lupa maka yang
seorang mengingatkannya.  Janganlah sakssaksi itli enggan
(memberi keterangan)apabila merekadipanggil dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupurn besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikatu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkarpersaksiali dan lebih dekeikepadaidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislahmu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalaiu
perdagangarstunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak
ada dose bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah
apabila kamu berjuaibeli, dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),
make sesungguhny#hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.
Dan bertakwalali kepadsa Allah, Allah mengajarmu, danAllah Maha
Mengetahui s(©Guawag20%4¢ suat uo

Dari ayat diatas diperoleh bahwa transparasi dalam ranah

pemerintah berkaitan dengaketerbukaan pemerintah dalam membuat
kebijakankebijakan,sehingga dapat diketahd@andi pantauoleh masyarakat.

Transparasiakan menciptakan pemerintahan yasgersih, akuntabel,
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efektif, efisien, danrresponsivaterhadap aspisa dan kepentingan
masyarakat, karena transparasisangat diperlukari untuk meningkatkan
kepercayaan kinerja pemerintah terhadap masyarakat.
Selairi itu, nilai transparassangatmenuntut nilai-nilai kejujuran
atas setiap informasi. Berkaitandengan kejujuran, dala@ &Wlr 6 an -Sur at A

|l sradé Ayat 35 dinyatakan

ﬁl@g@@%’[@ @%?EA@E@@@@M§ ;E- s

Ar t i ny asempurriakaalaitakarar apabila kamu menakar,
dan timbanglalidengari nerace yanc benar. ltulah yang lebih utama
(bagimu) dan| ebi h bai KGuakan,l2Gd4)ny a o

Dari pesan diatasnengisyaratkarbahwa Allah SWT senantiasa
menganjurkan selurulumatnya untuk bertaqgwa kepadaAllah, bersifat
jujur, adil, dan amanah dalam menjalankakegiatan apapun termasuk
dalanm menjalanka pekerjaanakuntansi, dan membuktikahahwa Allah
senantiasaelalumemberipetunjuk dalam semuahal yang bermanfadiagi
para umatnyaHal ini terbukti pada saatAl-Q u rnéddurunkan, kegiatan
muamalah tidak sekompleks sekarang. Namun demikian, Allah telah
mengajarkan untuk melakukaoatupencatatanmenganjurkanadanyasaksi

dan bukti di setiap transaksi supay@rhindar dari adanya perselisihan

dar kesalahpahaman.



2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir

Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan

!

b

' !

.

Perencanaan :

- RKPDes 2019
- APBDes 2020

Pelaksanaan : Penatausahaan : Pelaporan :
- Rencana Anggaran - Pengelolaan keuangan - Laporan Realisasi
Biaya desa Pelaksanaan APBDes

Pertanggungjawaban :

- Pengelolaan keuangan

desa

|

Analisis

Penerapan pengelolaan keuangan di Desa Waru Barat
berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018.

!

Kesimpulan dan Rekomendasi
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakaridalam penelitian ini yaitu
jenis penelitian  kualitatifdengarimenggunakanpendekatandeskriptf.
Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif merupakanenis penelitian
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif,
yang dgunakan untukmeneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah,
dimana peneliti merupakan sebagai instrument kueg&inik pengumpulan
data yang dilakukan secara tringulasi, data yang di peroleh cenderung data
kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian
kualitatif ini digunakan untuk memahami makna, memahami keunikan, dan
mengkontruksi faomenaPendekataneskriptif yaitu suatu bentuk penelitian
yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik
fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini
mengkaji bentuk, karakteristik, aktivitas, perbba, hubungan, kesamaan,
dan perbedaannya dengan fenomena lain. Dan fenomean&aitidisajikan
secara apa adanya dan diuraikan secaratgas manipulasi.
Penelitimenggunakametodepenelitiankualitatif padapenelitian
ini  karena ingin mengetahui penerapanpengelolaankeuanganDesa

berdasarkanPeraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,

61



62

dalamhal ini dilakukandi Desa WaruBarat KecamatanwWaru Kabupaten

Pamekasan.

3.2Lokasi Penelitian
Peneliti  memilih lokasi pada penelitian ini  yaitu
dilakukan di Desa Waru Barat, Kecamatawaru, Kabupaten Pamekasan.
Alasan gneliti memilih lokasi penelitian di Desa Waru Barggcamatan
Waru, Kabupaten Pamekadskarena Desa Waru Barat merupakan Desa yang
memiliki Pagu Dana Desa tertinggi ditahun 2Q&@ dibandingkan dengan

12 Desa lainnya skkecamatan Varu

3.3Subyekdan Obyek Penelitian

3.3.1Subyek Penelitian
Subyekpadapenelitianini yaitu wawancarasecardangsung
dengan pihakyang memiliki kewenangandan yang mengetahui
tentang pengelolaan keuandaesaWaruBarat, yaitu
1. Kepala Desa Waru Barat
2. Sekretaris Desa Waru Barat
3. Kaur Keuangamesa Waru Barat,
4. Sekretaris BPD,
5. Kepala DusurPlalang dan

6. Perwakilan dari masyarakat Desa.
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3.3.20byek Penelitian
Obyek yang akan diteliti dari penelitian ini yaitu tentang

Pengelolaan Keuangabesa ebih tepatnye berupa :
a. Pengamatan perencanaan di tahun 2019

1 RKPDesa Tahun 2019

1 APBDes Tahur2020
b. Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020.

1 Rencana Anggaran Biaya
c. Pengamatan penatausahaan di tahun 2020.
d. Pengamatan pelaporan di tahun 2020.

1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

e. Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020.

3.4Data dan Jenis Data
Jenis data yangdigunakardalampenelitianini yaitu terdapat 2
macam, yaitu :
1. Data Primer
Data primer merupakandata dan informasi yang diperoleh
secara langsung dahasil wawancara dan obsevasi dengeepala
Desa (Bapak Abdussalam Ramli), Sekns®Desa (Bapak Hasan),
Kaur Keuangan Desa (Bapakfendi), Sekretaris BPD (Muhammad
Idrus), Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyydipn Perwakilan dari
masyarakat deg®Bapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusun Tlangi I)

a. Keseluruhan kegiatamengenaperencanaan keuangan desa.
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b. Keseluruhan kegiatan mengenai pelaksanaan keuangan desa.

c. Keseluruhan kegiatan mengenai penatausahaan keuangan desa.
d. Keseluruhan kegiatan mengenai pelaporan keuangan desa.

e. Keseluruhan kegiatan mengenai pertanggungjawabankeuangan

desa.
2. Data Sekunder

Data sekundermerupakandata yang diperoleh peneliti dari
sumbersumber tertulisyang telah ada (arsip, buku, dokumen
pribadi, dan dokumen resmi). Data sekunderjuga dapat
dikatakan merupakandata yang dikumpulkan dari  pihak lain
yang diperoleh dari data primer.Dalamhal ini datayangdiperoleh

dari Desa Waru Barat berupa :

a. Struktur organisaddesa
b. Pengamatan perencanaan di tahun 2019
 RKPDesa Tahun 2019
1 APBDes Tahun 2020
c. Pengamatan pelaksanaan di tahun 2020.
1 Rencana Anggaran Biaya
d. Pengamatan penatausahaan di tahun 2020.
e. Pengamatan pelaporan di tahun 2020.
1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

f. Pengamatan pertanggungjawaban di tahun 2020.
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3.5Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini,
maka teknik yanglipakaidalampengumpulamatayaitu teknik observasi,
teknik wawancara atau interviewlan teknik dokumentasi. Teknik yang
digunakaioleh penelitiuntuk memperoleh dataaitu:
1. Teknik Observasi
Teknik observasi merupakanpendekatanatau teknik untuk
mendapatkan dataprimer dengan cara mengamati langsung
obyek datanyaTujuan dari teknik iniyaitu bergunauntukmengetahui
secaralebih detail mengenaipengelolaan keuangadesa di Desa
Waru Barat.
2. Teknik Wawancara atau Interview
Teknik wawancaraatau interview yaitu komunikasi dua arah
untuk mendapatkandata dari responden. Teknik ini dilakukan
dengancara memberikan pertanyapartanyaansecaralisan kepada
Kepala Desa (Bapak Abdussalam Ramijekretais Desa (Bapak
Hasan), Kaur Keuangan Desa (Bap#&Kendi), Sekretaris BPD
(Muhammad Idrus),Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyuyddan
perwakilan dari masyarakat desang akan menjadi narasumber
dalam penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasimerupakan teknik pengumpulan data

dengan mengumpulkandan melihat dokumen, arsip, buku, dan
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dokumerniterkait dengan  pengelolaan keuangan desa
yangnantinyaakandigunakarsebagebahan  pendukung dalam
penelitianini. DokumendokumertersebuberupaRKPDes (Rencana
Kerja Pemerintah Desa), APBDes, RAB (Rencana Anggaran Biaya),
dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesuk terlaksananya
pengelolaankeuangan desa berdasarkanPeraturan Menteri Dalam
Neger Nomor 20 Tahur: 2018. Seluruli data tersebutdiperoleh dari

Pemerinta Desa Waru Barat.

3.6 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik
analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan,
membandingkanmenggambarkan suatu data dan keadaan serta menjelaskan
suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpldanorut
Sugiyono(2017) mengatakan bahwanalisis datayaitu proses mencari dan
menyusunsecara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam kategori, menjabarkan ke dalam -wmit, melakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yalag ak
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lainalisis datamencakuppengumpulardatayang
terbuka yang didasarkanpada pertanyaaspertanyaanumum, dan analisis
informasi dari para partisipan.Berikut ini langkahlangkahdalam analisis

data,yaitu :
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1. Mempersiapkam®anMengolahDataUntuk Dianalisis

Pada tahap ini,  penelitt mengumpulkan data melalui
wawancaradengan merekanjawaban dari narasumberKemudian
penelitimengetikdari hasil rekamangawabantersebuke dalam hasil
transkripsi wawancaraari 6 orang narasumber yaitu Kepala Desa
(Bapak Abdussalam Ramli), Sekretaris Desa (Bapak Hasan), Kaur
Keuangan Desa (Bapdkfendi), Sekretaris BPDMuhammad Idrus
Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyydijlan perwakilan dari
masyarakat desgyang kemudian diketik berdasarkandari hasil
jawaban dari narasumberberdasarkan jabatan, namdan waktu.
Selainitu datayang digunakandalam penelitian ini yaitu dokumen
dokumenberupaRKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes,
RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesuntuk terlaksananygengelolaarkeuangan desa berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Membaca&eseluruhamata

Pada tahap ini, tahap pertameyang dilakukan yaitu
membangun general sensgasinformasipengelolaarkeuangandesa
yang diperoleh dan merefleksikan maknarsecarakeseluruhan.
Pada tahap ini, peneliti perlu menulis gagasatmum atau catatan
catatar khususdan menandaihasil wawancaradengannarasumber

tentang pengelolaan keuangan desa.
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3. Menganalisid_ebihDetail dari Data yang Ada
Pada tahap ini melibatkan beberapa tahap, yaitu diantaranya :

X Mengambildatatulisanataugambaryangtelahdikumpulkan
selama prosegpengumpulan, membagi kalimatkalimat
(paragrafparagraf) atau gambgambar tersebut ke dalam
kategorikategori.

X Kemudian menandaikategorikategori ini dengarn istilah-
istilah  khusus, vyang sering kali didasarkan pada
istilah atau bahasayang benabenar berasal dari partisipan.

4. Mengidentifikasi Data BerdasarkakategoriKategori, Dan Tema
TemaY angAkanDianalisis
Pada tahap ini,  peneliti membuat kodkode untuk
mendeskripsikan atas semua informasi, kemudian menganalisis

informasi tersebut. Adapun kod#@de tersebut berupa :

PRN : Perencanaan
PLK : Pelaksanaan
PNT : Penatausahaan

PLP : Pelaporan

PTJ . Pertanggungjawaban

Contohnya PRN1, vyangberarti peneliti mengkodekan
pernyataannomor 1 dariprosesperencanaampengelolaankeuangan
desayang berasaldari jawaban narasumber, ddregitupun untuk

pernyataanselanjutnya.
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5. Menunjukkan Deksripsi Data Dan Membuat Tabel Perbandingan
PengelolaarKeuangaresa
Padatahapini, peneliti memberikan informasi tentang
pengelolaan keuangatlesadi Desa Waru Barat. Kemudian petié
membuat tabel perbandingamengenai penerapan pengelolaan
keuangan desayang terdapat di Desa Waru Barat dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  2018.
Selanjutnyapeneliti akart menarik kesimpulandari hasil tabel
perbandingan penerapgengelolaankeuanga .desa. Berikut ini

tabelyangdigunakan peneliti sebaghierikut :

PERMENDAGRI Desa Waru Sesuai / Keterangan
Nomor 20 Tahun 2018 Barat Tidak
Sesuai

6. Menginterpretasi atau Memaknai Data
Pada tahap ini penelitt menginterpretasidata dari hasil
yang berasal darperbandinganantara penerapanpengelolaan
keuangarDesa Waru Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan DataHasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa
Desa Waru Barat asal mulanya adalah merupakan 1 (satu)
desa, yaitu Desa Waru. Dikarenakan luas wilayahnya yarag
maka desa tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Desa Waru Barat

dan Desa Waru Timur.

Konon ceritanyadi daerahWaru ini pade jaman dahdu
merupakan daeralyang aman sebagaidaerah penginapankarena
letaknya berada di sebetha utarapegunungan. As-kate. A Ve r u 0
sebenarnyanerupakamama sebuah pohon, yapgohonBaru(Bahasa
Madura = Waru). Namuisetelahditelusur memang di area
pegunungartepatnyadi daerahc ¢ gunungdi bagianatas terdapat
lapangan luegangdipinggirnyeditumbuhitanamaiWaru  (daun

baru).

Sejarahi lain menyebutkaribahwa maknaé k at a r ddVa
merupakarKawedanaryangadadi bagiari utare Kab. Pamekasan.
KecamatasWaru pada dasarnyberangkatdari Kawedananyang
baru (sejaraiKota Pamekasan), karenaebelumnya di Kab.

Pamekasasebelahutare merupaka .daerahyang sangat suliintuk
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dijangkau transportasikendaraanuntuk aksesekonomi disebabkan
daerahnyderupatanjakarndar pegunungan. Dengaalahdibukanya
lahan baru tersebut, makadaerah tersebut diberi nama Waru
yang berasgidari kata Baru = anyardalan: Bahasa Madura.
KawedananWaru di dalamnyz terdapaidesa yang dipecamenjadi

dua dengaimameDesaWaru Baraidar Waru Timur.

Di Kecamatan Waru ini, Desa Waru Barat merupakan pusat
pemerintahan kecamatan, dimana banyak fasilitas pertokoan dan
perkantoran dijumpai di desa ini, sep&dsar,Pusat perbelanjaalL|
Star dan Indomaret) Puskesmas, Kantor Gang Dinas P dan K,
Bank BRI Unit, Bank Jatim,PLN, Telkom, Polsek, Koramildan
Kantor kecamatardll. Praktis Desa Waru Barat ini bisa dikatakan

sebagai pusat kotanya Kecamatan Waru.

4.1.2 Kondisi Geografis
Secara geografis Desa Waru Barat terletak pada posisi 652

713 Lintang Sktan dan 113.3913.58 Bujur Timur. Topografi
ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 300 m
di atas permukaan air laut. Berdasarkaata BPS kabupaten
Pamekasan tahun 2020, selama tahun 2028h hujan di Desa Waru
Barat ratarata mencapai 170 mr@urah hujan terbanyak terjadi pada
bulan September hingga mencapai 190 mm yang merupakan curah

hujan tertinggi selama kurun waktu Agustbktober
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Secara administratif, Des&/aru Baratterletak diwilayah
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekagang memiliki batadatas

wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Tagangser Laok

b. Sebelah Selatan : DesaWaru Timur

c. Sebelah Timur : DesaWaru Timur

d. Sebelah Barat : Desa Ponjanan TimuKec

Batu Marmar
Jarak tempuh Des&/aru Baratke ibu kota kecamatan adalah
1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu selGtarenit. Sedagkan
jarak tempuh ke ibu kota dbupaterPamekasamadalah 3 km, yang

dapat ditempuh dengan waktu sek&@menit.

Wilayah DesaNaru Barat tatiri dari 11Dusun yaitu Tlangih
I, Tlangih II, Tlangih 1ll, Tobalang |, Tobalang Il, Tobalang llI,
PalalangDuwa 6 Raj a h, Cob6 Gunung Barat,
Panjalinyang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
Posisi Kasun mnjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan

tugas desa kepada aparat ini.

4.1.3 Visi dan Misi Desa Waru Barat
Visi
Proses penyusunan RPJM@encana Pembangunan Jangka

Menengah) Desa Waru Barat sebagagedoman program kerja
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pemerintahDesaWaru  Barat ini  dilakukamoleh lembaga
lembagatingkat Desea dar seluruh  warga masyarakat Waru
Baral maupun pare pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah
pedomanprogram kerja untuk masalima tahun yang merupakan
turunaridari sebuahcita-cita yangingin dicapaidi masadepanoleh
segenapwargemasyarakaDesaWaru Barat. Citecita masadepan
sebagaitujuar jangkepanjangyangingin diraih Desa Waru Barat
merupakanarah kebijakandari RPJM Desayangdirumuskarsetiap
lima tahun sekali. Cita-cita masadepanDesa Waru Barat disebut
jugasebageVisi DesaWaru BaratWalaupunVisi DesaWaru Barat
secaranormatif menjaditanggung jawab kepe@esa, nenun dalam
penyusunannya melibatkarsegenagvargaWaru Barat melalui
rangkaian panjangdiskustdiskusiformaldan informal. Visi Desa
Waru Barat semakirmendapatkarbentuknyakebersamaardengan
terlaksananya rangkaiakegiatan dan musyawarahyang dilakukan
untuk penyusuna®PJM Desa tahuB016-2021. Dalam momentum
inilah visi DesaWaruBaraiyang merupakan harapadan doa
semakin mendekatkamlengarkenyataayang ada di Desa dan
masyarakat. Kenyata-gimaksud merupaka potensipermasalahan,
maupun hambatagang ade di Dese dar masyarakatnya, yanada

padasaalini maupun kedepan.
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Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Waru Barat
dirumuskan dan ditetapkanjuga Visi Desa Waru Barat

sebageberikut

ATerwujudnyaDesa Waru Barat yanlylandiri, Sejahtera daimanald

KeberadaanVisi ini merupakan cita-cita yangakardituju di masa
mendatang oleh segenaparge Desea Waru Barat Denganvisi ini
dihaapkan akan terwujud masyarakaDesa Waru Barat
yang maju dalam bidang pertaniansehingga bisa mengantarkan
kehidupanyang rukun dar makmur. Di samping itu, diharapkan
juga akari terjadi inovas pembanguneidesadi dalam berbagai
bidangutamanya pertaniaperkebunanpeternakn, pertukangaman
kebudayaaryang ditopang olehilai-nilai keagamaan.
Misi

HakekatMisi DesaWaru Baratmerupaka turunandari Visi
DesaWaru Barat Misi merypakantujuan jangka lebih pendekdari
Visi yang akan menunjang ekerhasilartercapainysebuaiVisi.
Dengan katze lain Misi Desa Waru Barat merupakan penjabaran
lebih operatifdari Visi. PenjabaradlariVisi ini diharapkan dapat
mengikuti dan mengantisipassetiapterjadinyaperubaharsituasi dan
kondisi lingkungandi masa yang akan datang dari usahausaha

mencapaVisi DesaWaru Barat Untuk meraihVisi DesaWaru Barat

sepertiyangsudah dijabarkan di atasgengan mempertimbangan
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potensidar hambatan baik internal maupun eksternal, maka

disusunlaiMisi DesaWaru Baraisebageberikut:

1. MewujudkanPemerintahan Desa WarBarat yang konsisten,
transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat
masyarakat melalui pelayamprima desa

2. Mewujudkan dan mendorong persatuan dan kesatuan melalui
kegiatan pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana serta
pemberdayaan sumber daya manusia

3. Mewujudkan masyarakat yang amdiri dan sejahtera secara
ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Desa Waru Barat

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Waru Barat
Keberadaandusun sebagai bagian dari satuan wilayah
pemerintahan Desa WaiBarat memiliki fungsi yang sangatberarti
terhadappelayanan kepentingan masyarakatilayah tersebut,
terutamaterkait hubungannyadengan pemerintahan padevel di
atasnya. Selgai sebuahdesa, sudzitentL struktur kepemimpinan
Desa Waru Barat tidak bisa lepasdari strukur adminstratif
pemerintahan padaeveidi atasnya. Halini dapat dilihat dalam

bagarberikutini:
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4.1.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa Waru Barat
Untuk memajukan kesdjteraan masyarakat desa, Kepala
Desa beserta perangkalesa Waru Barat mempunyaiewenang
dalam mengambil sebuah keputusadbalam menjalankan tugasnya
Pemerintah DesaVaru Barat beracuan berdasarkasi dan misi
sertadijabarkanke dalam programprogram Desa Waru Barat
yang sesuzidengankebutuharkebutuhamasyarakedi Desa Waru

Barat.AdapurkedudukaiPemerinta DesaWaruBarat yaitu :

1. Kepala Desa
Kepalea Dese berkedudukaisebageikepala pemerinta
har desa yangnemimpinpenyelenggaragmemerintahanlesa.
Berikut ini tugas Kepala Desa, yaitu :
a. Penyelenggaraspemerintahaidesa
1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintaha desa, Kepala Deseemiliki fungsi
sebageberikut :
a) Tate praja pemerintahan,
b) Penetapaperaturaidi desa,
c) Pembinaamasalaipertanahan,
d) Upaya pelindungan masyarakat,
e) Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
f) Administrasikependudukan,

g) Penataamlar pengelolanwilayah.
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b. Pelaksanaepembangunedesa
1) Untuk melaksanakan tugas pembangunzidesa,
Kepala Desa memiliidungsi sebageberikut :
a) Pembanguneprasaranaarangerdesaan,
b) Pembangunehidangpendidikan, dan
c) Pembangunehidangkesehatan.
c. Pemberdayaan masyarakat desa
1) Untuk melaksanakan tugas pemberdayaan
masyarakat desa, Kepala Desanemiliki fungsi
sosialisasdar motivasimasyarakati bidang berikut
ini :
a) Ekonomi,
b) Budaya,
c) Politik,
d) Lingkunganhidup,
e) Pemuda,
f) Pemberdayackeluarga,
g) Olahragadan
h) Karangtaruna.
d. Pembinaan masyarakat desa
1) Untuk melaksanakan tugas pembinaan
kemasyarakain desa, Kepal®esamemiliki fungsi

sebageberikut :
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a) Pelaksanazhak dar kewajibanmasyarakat,
b) Partisipasmasyarakat,

c) Sosialbudayamasyarakat,

d) Keagamaan,

e) Ketenagakerjaan.

Sekretaris Desa

SekretariDesaberkedudukasebagai unsupimpinan
sekretaris desa. Tugas sekretarisdesayaitu membantu

KepalaDesa dalam bidang administragemerintahan.

a. Dalam melaksanakartugasnya, Sekretaris Desa
memiliki fungsi sebagiaberikut :
1) Pelaksanaaorusartata usahadar umum,
2) Pelaksanaeunrusarperencanaaman
3) Pelaksanaeuaorusarkeuangan.
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Kepala Urusan Tate Usahadar Umum memiliki
tugasuntuk membant&ekretariDesa.
a. Dalam menjalankan tugasnyaKepale Urusari Tata
Usaha dan Umum memilidungsisebageaberikut :
1) Pelaksanaen urusan ketatausahaan seperti
tate. naskah, kearsipan, administragiral menyurat,

perpustakazidesa;
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2) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyiapan rapat,
pengadministraan asset, penyediaan prasarana
perangketesadar kantor, irventaris, perjalanan
dinas, darpelayanaumum;

3) Pencatatan dan pengelolaan baranghabispakai,
barangnventaris, darkendaraaminas;

4) Pelayanamata,informasi, dartkehumasan;

5) Pelayanamdministrasiperjalanaidinas;

6) Pelayanamkomodasi, m&ri, konsumsi, dan
kelengkapamapat;

7) Pemeliharaan kantor dan sarana prasarana
pemerintatdesa;

8) Pengelolaamlata, dokumen, detavadministrasi
kependudukan desa;

9) Pelayanartegalisasiadminstraskependidukandesa;
dan

10)Pelayanan  administrasi dan pencatatan
kependudukadesa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki tugasuntuk

membantu Sekretaris Desdalam melaksanakanurusan

keuangarpemerintaidesa.
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a. DalammenjalankartugasnyaKepale Urusan Keuangan
memiliki fungsisebageberikut :

1) Pelaksanaaorusankeuanga antaralain menyusun
administrasi  keuangan, verifikasi administrasi
keuangan, administrasi sumber pendapatardan
pengeluaranadministrasipenghasilarKepala Desa,
PerangkatDesa, BB, dan Lembagapemerintahan
desadainnya,;

2) Pengelolaamdministraskeuangapemerintaidesa;

3) Penyusunataporankeuangapemerintaidesa; dan

4) Pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak
bumi danbangunan di desa.

Kepala Urusan Perencanaan
Kepale Urusari Perencanasimemiliki tugas untuk
membantu  Sekretari®ese dalanm melaksanakan urusan
perencanaan urusan pemeriridésa.
a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan

Perencaranmemiliki fungsi sebageiberikut :

1) Pelaksanaeci urusanperencanaan, seperti menyusun
rencana anggarapendapatardar belanja desa,
melakukan monitoring dan evaluasi program,
menginventarisadilata dalam rangka pembangunan

serta menyusun Iaporan;
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2) Penyusunan rancangan perubahan Anggaran
Pendpatandan BelanjaDesa;

3) Pelaksanaezipengelolaandate dar profil desa;

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaziprogram,
kegiatan dan anggar-ghesa; dan

5) Penyusunan laporiapelaksanagriugas pemerintah
desa, dapertanggungjawabaiepale Desa.

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepale Seksi Pemerintaharmemiliki  tugas untuk
melaksanakan tugas operasional dibidang pemerintahan.
Kepala Seksi Pemerintahan disini berkedudukasebagai

pelaksan-teknis pemerintahandesa.

a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi

Pemerintahamemiliki fungsi sebageiberikut :

1) Pelaksanaan manajemen pemerintahan desa;

2) Menyusun rancangan regulasi desa;

3) Pelaksanaan administrasi pertanahan dan pembinaan
masalah pertanahan;

4) Pembinaarketertiban dan ketentraman;

5) Pelaksana dan pembinaan upaya perlindungan
masyarakat;

6) Pengelolaan dan penataan wilayah;
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7) Merumuskankebijakan susunan organisasi dan tata
kelola pemerintah desa;

8) Melaksanakanpemilihan Kepala Desa, pengisian
perangkatesa, darpemilihari BPD;

9) PembinaarLembagaKemasyarakatan Desa;

10)Pengelolaaradministrasitanalikas desa;

11)Pembinaanpenanganarbencansdesa;

12)Pembinaan politik, = wawasankebangsasrdan
kesatuan masyarakat desa, danpemantauan
bataswilayah desa;

13)Pembinaan penegakan peraturan perundang
undangan;

14) Mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan umum
legislatif, pemilihankepale daerah, danpemilihan
presiden

15)Melaksanakarkerjasamsantar desa.

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteran memiliki tugas untuk

melaksanakan tugasoperasional dibidang kesejahteraan

masyarakat desa. Kepala Seksi Kesejahter~gigini

berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemerintahan desa.

a. Dalam menjalankan  tugasnya Kepala  Seksi

Kesejahteran memiliki fungsisebageiberikut :
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1) Menyelenggarakarmpembangunansaranaprasarana
pedesaan;

2) Menyelenggarakampembangunarbidangpedidikan,
kesehatan;

3) Pelaksanaamusyawaraiperencanaepembangunan
desa;

4) Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana
prasarana pemerintah desa;

5) Pelaksanaarpembangunan, pemeliharg@mbatan,
jalan, serta saraprasarangpengairardesa;

6) Pembinaadingkunganhidup desa;

7) Pembinaamsahgpertanian, peternakan, perikanan,
dan perkebunan desa;

8) Pembinaan usaha perdagangan, koperasi,
perindustriandan usaha mikrdecil dan menengah
di desa;

9) PembinaathembagaPemberdgaariMayarakaiDesa
; dan

10) Pengelolaardan pembinaarmpasardesa, darBadan

UsahaMilik Desa.
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8. Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pelayanan memiliki tugas untuk
melaksanakan tugas operasional dibidang kemasyarakatan
desa. Kepala Seksi Pelayanan disini berkedudukan sebagai
pelaksana teknis pemerintahan desa.
a. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Selslayaan
memiliki fungsi sebagai berikut

1) Melaksanakan penyuluhadan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai  sosial  budayanasyarakat,
keagamaargar ketenagakerjaan;

3) Pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan
olahraga, kesehatan, keluarga berencana,
pemberdayaan keluga, perempuan dan
perlindungaranak;

4) Pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan,
dan ketenagakerjaan;

5) Pembinaakegiatarseni, budaya, dan pariwisata,;
dan

6) Pembinaan kegiatan keagamaandan pelayanan

admnistrashikah,cerai darrujuk.
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Padabak ini membahashasil analisis data dari pdyandingan
penerapan pengeloladeuanga desayang terdapaidi DesaWaru Barat
dengan berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahuri2018. Datayang dikumpulkan dari penelitimerupakan data
primer yang beraseaidari wawancaraNarasumbeidari penelitian ini yaitu
terdiri dari Kepala Desa (Bapak Abdussalam Ramli), Sekretaris Desa (Bapak
Hasan), Kaur Keuangan Desa (Baj#kndi), Sekretaris BPD (Muhammad
Idrus), Kepala Dusun Plalang (Bapak Wahyydijan perwakilan dari
masyarakat desgBapak Sani Wijaya selaku Kepala Dusiitangi ).
Selairiitu, data yang digunakardalam penelitian ini yaitu dokumen
dokumen berupa RKPDes (Renasa Kerja Pemerintah Desa), data
mengeneigambara .umum tentangDesa Waru Barat, struktur organisasi
desa, APBDes, RAB (RencemnggaranBiaya), danLaporan Realisasi
PelaksanaamPBDes BerdasarkafPeraturarMenteri Dalam NegeriNomor
20 Tahun 2018, pengelolad&euangandesadimulai dari proseskegiatan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaarpdaporan, dan

pertanggungjawabakeuanga .desa.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan acuan dari buku
Rahmat (2009) menyatakanbahwa menurut Straussdan Corbin dalam

Creswdl, J,dimana analisis data mempunyai langkaigkah sebagai berikut

1. Mempersiapkan dan Mengolah Data untuk Diarglisi
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Padatahapini, peneliti  mengumpulkandate melalui
wawancaradengan merekangawabaridari narasumberKemudian
peneliti mengetik hasil rekaman jawabartersebutke dalam hal
transkripsiwawancarsdari 6 orang narasumber yaitGepala Desa
(Bapak Abdussalam Ramli), SeknetaDesa (Bapak Hasan), Kaur
KeuangarDesa (Bapalefendi), Sekretaris BPDMuhammad Idrus
Kepala Dusun PlalandBapak Wahyudi) dan perwakilan dari
masyarakat desgang kemudian diketik berdasarkaasil jawaban
dari narasumber berdasarkan jabatan, nama, dan waktu. Selain itu,
data yang digunakan dalam penelitian ini yd&RKPDes (Rencana
Kerja Pemerintah Desa), damengenai gambaran umum tentang
Desa Waru Barat, struktur organisasi desa, APBDes, RAB (Rencana
Anggaran Biaya), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
(lampiran)

2. Membaca Keseluruhan Data

Padatahapini, langkahpertamayang dilakukan yaitu
membangun sebuah makmkri informasi pengelolaankeuangan
desayangdidapat dan mengartikan maknairgecarikeseluruhan
Padatahap ini, peneliiperlu menulis gagasagagasamumum,
catatancatatan  khusus, d=menandeihasil jawaban dari
narasumbeterkait dengarpengelolaakeuanga desa (lampiran)

3. Menganalisis Lebih Detail dari Data yang Ada

Pada tahap ini melibatkan beberapa tahap, yaitu diantaranya :
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X Mengambil data tulisan  atau gambar yang telah
dikumpulkan selama prosegpengumpulan, membagi
kalimatkalimat (paragrafparagraf) atau gambaambar
tersebut ke dalam kategdwtegori.

x Kemudian menandaikategorikategori ini dengariistilah-
istilah  khusus, vyang sering kali didasarkan pada
istilah atau bahasa yang beréenar berasal dapartisipan.
(lampiran

4. Mengidentifikasi Data BerdasarkdfategortKategori, Dan Tema
Tema Yang Akan Dianalisis

Pada tahap ini, peneliti  membuakodekode untuk

mendeskripsikan atas seninéormasi, kemudian menganalisis

informasiterebut. Adapun kod&ode tersebuiberupa :

PRN : Perencanaan
PLK : Pelaksanaan
PNT : Penatausahaan

PLP : Pelaporan

PTJ : Pertanggungjawaban.

Contohnya PRN1, vyangberarti peneliti mengkodekan
pernyataan nomor 1 dariproses perencanaan pengelolaan
keuangandes yang berasal dari jawaban narasumber,
dan begitupun untuk pernyataanselanjutnya.Selain itu, peneliti

membuabarisbaristranskripsi wawancarauntuk mendeskripsikan



89

atas semuanformasiyangtelah diperolehagardapatmemudahkan
peneliti  dalam menganalisis hasil jawabandari narasumber.
(lampirarn)

5. Menunjukkan DeksripsDate. Dan Membuat Tabe Pebandingan
Pengelolaan Keuang+Desa

Pada tahap ini  peneliti memberikariinformasi tentang

pengelolaan keuangsdesa di Desa Waru Barat. Kemudian
peneliti membuat tabel perbandingarmengenai penerapan
pengelolaaskeuangasdesa yang terdapat di DesaVaru
Baral dengar Peraturas Menteri Dalam Negeri dmor 20 Tahun
2018. Selanjutnyapeneliti akari menarik kesimpular dari hasil
tabel perbandingaipenerapa pengelolaarikeuangan desa.

Berikut ini tabel yang digunakepeneliti sebageiberikut :

PERMENDAGRI Desa Waru Sesuai/ | Keterangan
Nomor 20 Tahun 2018 Barat Tidak
Sesuai

6. Menginterpretasi atau Memaknai Data
Pada tahap ini penelitt menginterpretasidata dari hasil
yang berasal darperbandinganantara penerapanpengelolaan
keuangan Desa Waru Barat dengBeraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 20 Tahun2018.
a. Pendeskripsian Proses Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Waru Barat
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1) Proses PerencanaaRengelolaan Keuangan di Desa

Waru Barat
Penyusunarnproses perencanacipengelolaarike

uangan desa disusunsecara bertahap vyaitu
dimulai dari Kepala Dusun di setiap Dusudi Desa
Waru Baral mengadakarMusyawaralhDusun yang
dihadiri  oleh  Kepale Dusun, BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) (LPMD) Lembaga
PemberdayaciMasyarakeiDesa, dan  masyarakat
dusuridengantujuar untuk menampung berbagai
aspirasi dari masyarakatlesa mengenai kegiatan
ape yang akari dimasukkan ke dalarprogranidesa
Dan hasl dari musyawarandusun tersebut, dibawa
oleh BPD ke dalam musyawarandesa. Musywarah
desaini dihadiri oleh Kepale Dese besertaperangkat
desa, BPD (BadarPermusyawaratabesa), (LPMD)
LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa, damsur
masyarakeadesa seperti Kepale Dusun, dan Karang
Taruna. Tujuar musyawaralidesa  yaitu untuk
menyusun Rencana Pembangunalangka Menengah
Desa (RPJMDes) dimana RPJMDes memuai visi-
misi Kepalea Desa, araikebijakaripembangunan desa

serta rencanakegiatanyang meliputi bidang
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penyelenggaraan pemerintatesa, pelaksanaan
pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan,
dar pemberdayacimasyarakat.

Selanjutnya dari RencanzPembangunedangka
Menengah Desa (RPJMDe3)u, PemerintaliDesaWaru
Barat menjabarkammenjadi Rencan#&erja Pemerintah
Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 tahumelalui
Musyawarah Perencanaan erRbangunan Desa
(Musrenbangdes)yang dihadri oleh semua perangk
at desa, BPD, Kepai@Dusun dan unsur masyarakat
desa sepertiKarang Taruna, dan (LPMD).
Dimane RencansKerja Pemerinta Desa (RKPDes)
disusunoleh PemerintaiDese Waru Barat berdasarkan
dengan informas dari  Pemerintah Daerah
Kabupaén/Kota dan Rencana Kerfaemerinta Desa
(RKPDes) ini merupakardasar dari penetapan APBDes.

Selanjutnya, Sekreta iBesa menyusunRAPBDes
(Rancangan Anggaran Pendapataidar: Belanje Desg
berdasarkarRKPDes tahun berkenaan dan
menyampaikanRAPBDes tersebti kepadaKepala Desa
Waru Barat. Dan vyang terakhir, Kepale Desa
menyampaikanRAPBDes tersebuikepadaBPD untuk

disidangkan  oleh BPD. Apabila BPD telah
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menyetujui RAPBDes tersebut, maka  RAPBDes
akar: dikirimkan ke Camaidar disahlan oleh Bupati.
Setelah ity SekretarisDesaakan menjabarkarkedalam
APBDes dan disahkan olefepale Desa Waru Barat.
Proses PelaksanaBengelolaan Keuangan di Desa Waru
Barat

Dalam prosespelaksanagnni melibatkan pihak
pihak khusus yanglibentuk untuk bertanggungjawab
di setiap programprogram kegiatan berdasarkan
APBDes. Dan pihakpihak khusus tersebut disebut
denganTim PelaksanaKegiatan (TPK).

Dalam mengajuka pendanaan, Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) akanmengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPPjdan Rincian Anggaran Belanja
(RAB) kepada Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris
Desa meneliti atau memverifikasi SPP dan
RAB tersebut dan mengajukde KepalaDesauntu«di
sah kan. Apabila telah mendapapersetujuan
dari Kepalet Desa Waru Barat, setelah itu Bendahara
Desa Waru Barat dapat melakukan pencairan dana dan
melakukan pencatatan pengeluaran.

Dalam setiagenerimaamlar pengeluarandi Desa

Waru Barat inidilakukar: melalui rekening kas desa.
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Dan di setiap melakukan transakgenerimaandan
pengeluarardi Desa Waru Barat, harus
didukung denganadanyabukti yang lengkap dar sah.
Bukti tersebut dapat berupa kwitansi belanja atau nota,
nota catering apabila mengadakan rapat jika ada
konsumsinya, daftar hadir saat mengadakan rapat, dan
lain sebagainya.
Proses Penatausaha®engelolaan Keuangan di Desa
Waru Barat

Proses penatausahdauangardi DesaWaru Barat
dilakukan oleh BendaharaDesa yang dibantu oéh
pembantubendahara, operai®isteniKeuanganDesa
(Siskeudes), deiperangkat lainnya sepei8ekretaris
Desa.Akan tetapi di DesaWaru Barat ini, Bendahara
Deseini juga merangkapmenjadi operato Siskeudes.
Dan Bendahara Desiai harus menyampaikarnaporan
pertanggungjawaban, baik untuleporan penerimaan
dar laporan pengeluaran desa kepada Kepdesa
setiap satti bular sekali, ydtu maksimaipada tanggal
10 bulan berikutnya yang disertai denganBuku Kas
Umum(BKU) dar Buku Kas Harian(BKH).

Dalam melakukan penatausahaiakeuanga desa,

dokumen yang digunaksaleh Bendahar-Desa Waru
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Barat yaitu Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas
Hariar (BKH), Buku Pembant.iPajak, dan Buku
Pembant.RekeningKas.
Proses PelaporaRengelolaan Keuangan di Desa Waru
Barat

Dalam prosespelaporanyang ade di Desa Waru
Barat ini dimulaidari setiap Tim PelaksansKegiatan
(TPK) dengan membuat laporan pertanggungjwaban
dari masingmasing kegiatan terhadap pelaksanaan
APBDes Selanjutnya, laporanetsebut disetorkan ke
Bendahar-Des& dar operator Siskeudesagar dapaidi
input ke dalam SisteddeuangaiDesa (Siskeudes)
yang kemudiarakan disidangkan terlebikdahulu oleh
BPD, darakan disampaikan kepada Bupati melalui
Camat.
Proses Pertanggungjawab&engelolaan Keuangan di
Desa Waru Barat

Proses pertanggungjawabamealisasi pelaksanaan
APBDes di Desa WarwBarat dilakukan oleh Kepala
DesaWaruBaraidan disampaikan kegpla Bupati
melalui Camat. Adapautaporan pertanggungjawaban

ini terdiri dari pendapatan, belanja, cpembiayaan.
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4.2.1 Analisis Data
Padabagiariini peneliti akan membandingkapenerapan
pengelolaan keuangan desa yancg terdapaidi Desa Waru Barat
dengan berdasarkanPeraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 dan akanmembahas rumusan masalghitu :

1. Bagaimangenerapanpengelolaankeuangan di Des#aru
Barat jika berdasarkanPeraturanMenteri Dalam Negeri
Nomor 20Tahun 20187

Pengelolaan keuangan desa berdasafematuran
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 vyaitu
keseluruhan  kegiatan yang meliputi  perencanaan,
pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan
pettanggungjawabarkeuangandesa yang dikelola dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran, yangdimulai tanggal 1
Januarisampai dengartanggal 31 Desember. Berikutini
merupakan pengelolaan keuangalesa yang terdapat
di DesaWaruBarat :

a. Proses PerennanPengelolaan Keuangan Desa di Desa
Waru Barat
Berdasarkaimasiltemuanlapangandi Desa
Waru Barat, Sekretaris Desa mengoordinasifn
penyusunanrancangan APB Desa berdasark@iKP

Desa tahun berkenaanyang diawali dengan proses
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musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan oleh
Pememtah Desa WarnBarat. DimanaKepala Dusun
disetiapdusuridi Desa Waru Barat mengadakan
MusyawarahDusunyang dihadiri oleh Kepala Dusun,
BPD Badan PermusyawaratanDes), (LPMD)
Lembaga PemberdayaarMasyarakat Desa, dan
masyarakatdusun dagan tujuanuntuk menentukan
dar membahasmengenakegiatanapa sajayangakan
di masukkanke dalam progranidesa. Hal ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 31 ayal 2. (teori hal 35).
Pernyataami didukung denganbeberapa kutipan
wawancaraebageberikut :

fiPertama itu biasanya kan ada musyawarah
dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah
desa& . .(Berencanaan_Kepala Dusun PlalangNPR
11 Rabu_14 April 2021_15:30 Wib_Di Rum&apak
Wahyud)

Selanjutnya hasil dari musyawarahdusun
tersebut, dibawa olehBPD ke dalanm musyawarah
desa Dimana tujuan dari MusyawarAbesa (Musdes)
yaitu untuk menyusun Recana Pembangunalangka
MenengahDesa (RPJMDes) dalam jangka wakéu
tahun. Didalam RPJMDesmemuaivisi-misi Kepala

Desa, aralkebijakanpembangunerdesa sertarencana

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
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pemerintah desa, pelaksanaan pembanguidesa,
pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan
masyarakatMusyawarahDesatersebut yang dihadiri
oleh Kepala Deshesertgoerangkatdesa, BPD, Kepala
Dusun, dan unsur masyarakadesa seperti Karang
Taruna, dan(LPMD). Perryataan inididukungdengan
beberap&utipanwawancaraebageberikut :

i é nanti kita ada Musdes, Musrenbangdes, nah
disitu kita melibatkan Kepala Dusun, Karang Taruna,
BPD, dan perwakilan dari masyarakaté . . 0
(Perencanaan_Sekretaris Desa, NPR1 Selasa 06
April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Dea

Berikut ini data dari daftar hadir Musdes

RKPDes :
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Gambar 4.2
Daftar Hadir Musdes RKPDes
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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN WARU
DESA WARU BARAT

Sckretariat : JI. Raya Waru Telpon : (0324) 510781, HP : 462-817-531-934
Websire: H}lruhnrul-dumwar.sﬂ,nl, Fmail : , Kode Pos 69353

Hari : Rabu
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Selanjutnya Pemerintals Desa Waru Barat
menjabarkan RPJMDesmenjadi Rencana Kerja
PemerintasDesa (RKPDes) untukangka waktu 1
tahunmelalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdesyang dihadiri oleh semua
perangkatdesa, BPD, KepaidDusun, dan unsur
masyarakat desa seperti Karang Taruna, dan
(LPMD). Dimane Rencana Kerja Pemerintabesa
(RKPDes) disusuri oleh PemerintanDesa Waru
Baral berdasarkandengar informasidari Remerintah
Daerah Kabupaten/Kot&RencanaKerja Pemerintah
Desa (RKPDes) inmerupakandasardari penetapan
APBDes. Pernyataan ini didukung dengan
beberap#utipan wawancarsebageberikut :

i é Pakoknya untuk APBDes itu dirancang
sesuai RKPDes, dan RKPDes itu kita susun bareng
Lembaga desa dan unsur masyarakat . . O
(Perencanaan_Sekretaris DesaNPR Selasa_06 April
2021 08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

fe.. kalau prosesnya itu ada
ya mbak . (Perencanaan_Sekretaris BPD, NPR
11 Senin_12 April 2021_10:00 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Setelah Sekretaris Desa Waru Barat
menyusun RAPBDes (Rancangan Anggaran
Pendapatardan Belanja Desa) berdasarkan RKPDes

tahun berkenaan dar menyampaikan RAPBDes

tersebut kpada Kepale: Desa Waru Barat. Hal ini



102

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahuri2018pasal 32 ayat. teori hal35).
Pernyataanini didukung dengan beberapa kutipan
wawancarasebagai berikut :

fi € untuk itu Pak Hasan selaku Sekretaris Desa
dalam menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa

tahun berkenaané . . (Perencanaan_Kepala Desa,
PRN 1 Senin_05 April 2021 _09:35 Wib_Di Kantor

Balai Desa

Nné. . saya sebagai sekretari
RPJM yang kita ambil, ah dari RPJM itu kita
j abar kan buat j adi R

(Perencanaan_Sekretaris DesaNPR Selasa_06 April
2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa
né. .itu past.i sekretari s me
RKPDes tahun Raencdnaan Kaam é . . 0 (
Keuangan PRN 1 Kamis 08 April 20211130
Wib_Di KantorKecamatan Wariu
Selanjutnya, Kepala Desa Waru Barat

menyampaikan RAPBDe®rsebutkepadaBPD untuk
disdangkan dan disepakati bersamdengari BPD.
Dan ketika telah ada kesepakatan antara Pemerintah
Desa Waru Barat dengariBPD, maka BPD akan
mengeluarkanSura: KeputusanBPD (SK  BPD).
Hal ini sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri
Nomor 20 Tahun 2018pasal 32 ayat.4teori hal36).
Pernyataanni didukung dengan dberapa kutipan
wawancaraebageberikut :

~

né. . i tu s eldehgan BRD minimal ma s i
dengan ket ua @e&dcanadnaKepala . 0
Desa, PRI 3 Senin_05 April 2021 09:35 Wib_Di
Kantor Balai Desp
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Afée..disitu kita serahkan
kita nantid i s i d aPegercanaad_Sekretaris Desa,
PRN 3 Selasa 06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor
Balai Desa

Aé. . nanti di bawa ke BPD
ol eh BPD rmRérenkagaarKaor Kéuangan
PRN 3 _Kamis_08 April 2021 _11:30 Wib_Di Kantor
Kecamatan Wanu

Berdasarkamasiitemuanlapangandi Desa
Waru Barat, RAPBDesdisepakati Bersama dengan
BPD mengalami keterlambatanyaitu pada Bulan
Desember Hal ini tidak sesai dengan acuan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018pasal 32 ayat.Fernyataanni didukung dengan
beberapakutipan wawancarasebagaiberikut :

i é baru selesai bikin RAPBDes yang disahkan
BPD dan dapat SK BPD itu bulan Desember nébak. 0
(Perencanaan_Sekretaris Desa, FRBelasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

SelanjutnyaRAPBDesyangsudahdisepakati
oleh BPD, disampaikanleh KepalaDesaWaru Barat
kepada Bupati melalui Cametselang 1 (satuhari
setelahdisepakatibbersama dengan BPBlal ini sesuai
dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasai 34 ayat 1 (teori hal 36).
Pernyataanini didukung dengan beberapakutipan
wawancaraebageberikut :

née. .iya mel al ui Camat ,

kemarincuma selang 1 hari saja mbak. Jadi langsung
kita S a mp @erdneanaén_Sekretaris Desa,

]

k e

un

a (
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PRN 5 Selasa 06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor

Balai Desa
Berikut ini Berita Acara Musdes APBDes

Perubahan Desa Waru Barat :

Gambar 4.3
Berita Acara Musdes APBDes Perubahan

BERITA ACARA
MUSDES KHUSUS/MUSDES APBDes PERUBAHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah
Desa Insidentil di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekafran
provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang APBDes Perubahan Ta.

2020, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa 21 April 2020
Jam : 15:30- Selesai
Tempat : Balai Desa Waru Barat

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa
Insidentil tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang dihadiri oleh
Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, dan perwakilan tokoh

masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
terlampir.

Materi yang dibahas,
narasumber dalam membahas kegiatan musyawaral
Desa adalah:

A. Materi ;
“Musyawarah Desa terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(P-APBDes) Tahun 2020”

serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
h Desa Khusus/musyawarah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Moh Hasan dari Kantor Desa
__Notulen : M Hosni Tohir dari Kantor Desa
Narasumber : 1. Abdussalam Ramli dari Kator Desa
2. Haris dari Ketua BPD
3. Edi Kuryanto dari Kantor Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa
Khusus/musyawarah Desa Insidentil tentang Perubahan P-APBDes Tahun 2020
yaitu:
1. Menyepakai realokasi sebagian APBDes Tahun 2020 bidang Pemberdayaan
dan Penyertaan Modal ke bidang tak terduga;

2; Menyepakatﬁ penetapan Anggaran terhadap realokasi penanganan Covid 19
yang diambilkan dari bidang Pemberdayaan dan Penyertaan Modal sebesar
Rp. 85.350.000,-yang bersumber dari Dana Desa;

3. Menyepakati penetapan Anggaran terhadap realokasi penanganan dampak
Covid 19 yang diambilkan dari bidang Pemberdayaan dan Penyertaan Modal
berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp.
201.600.000,-selama 3 bulan bersumber dari Dana Desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner
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Waru Barat , 21 April 2020

Pimpinan Musyawarah

OH HASAN

Dipindai dengan CamScanner



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS / MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan hasil Rapat/musyawarah tentang Perubahan APBDes Ta 2020,
maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) dan
Perwakilan Tokoh Masyarakat menyepakati bahwa dalam rangka melaksanakan
intruksi pemerintah pusat terkait penanganan Corona Virus Deases (COVID)-19
dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Pemerintah Desa Waru Barat
melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun 2020 sebesar Rp. 286.950.000, yang akan digunakan sepenuhnya untuk
penanganan Corona Virus Deases (Covid) -19 baik berupa upaya pencegahan dan
atau bantuan langsung tunai kepada sebagian masyarakat yang masuk dalam
kategori miskin dampak Pandemi Covid 19.

Selain itu, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (P-APBDes) tahun
2020 ini diharapkan segera dilaksanakan sehingga masyarakat terdampak serta
penanganan terhadap pandemi Covid 19 segera bisa diatasi dan penyebarannya
dapat dikendalikan sesuai harapan Pemerintah.

Notulen,

M Hogni Tohir

Dipindai dengan CamScanner
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DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS /| MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL
PERUBAHAN APBDes TAHUN 2020
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MUSDES APBDES PERUBAHAN DESA WARU BARAT TA 2020

Dipindai dengan CamScanner
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Selanjutnyi Bupati akari menetapkan hasil
evaluasi RAPBDespaling lambat 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya RAPBDesdari Kepala Desa
Waru Barat. Hal ini sesuai dengaPeraturanMenteri
Dalam Neger Nomor 20 Tahun2018pasal 35ayat 2
(teori hal 36). Pernyataan ini didukung dengan
beberapa kutipawawancarasebagaberikut :

i Basanya 14 hari mbak 14 hari dari kita
menyer ahkan, (Psrenpagaart $ekretarts u 0
Desa, PRl 7 _Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di
Kantor Balai Desp

Kemudian apabila Bupati tidak memberikan
hasil evaluasi dalam batas waktunya, maka peraturan
desa tersebut akan berlaku dengan sendiridgd.ini
sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor
20 Tahun 2018 pasal 35 ayat 3 (teori hal 37).
Pernyataanini didukung dengan beberapa kutipan
wawancara sebagai berikut :

né. . kal au semi sal Bupat.
evaluasi, yaberarti peraturan itu berlaku dengan
sendiriya mbak, sudah tidak ada yang perlu di evaluasi

| agi é (Peréncanaan_Sekretaris Desa, NPR

6 Selasa 06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Kemudian jika Bupati menyatakan hasil

evaluasi RAPBDes tidak sesualengan peraturan
perundangundangan yang lebih tinggtKP Desadan

kepentingan umum, maka Kepala Desa akan
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melakukanpenyempurnaan kembali atau rapat kembali
dengan perangkat desa lainnya biasanya dalam jangka
waktu tidak lebih dariLO (sepulh) hari.Hal ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negerit Nomor 20
Tahun 2018 pasal 35 ayat.FPernyataan ini didukung
dengarbeberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

i é biasanya ndak sampek 10 hari kok mbak,
kita ngadain rapat kembali (Perencanaan_Kepala
Desa, PRI 8 Senin_05 April 2021 @35 Wib_Di
Kantor Balai Desp

Selanjutnya jika hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Waru Barat, tetapi
Kepala Desa Waru Barat tetap menetapkan RAPBDes
menjadi peraturan desa, maka Bupati membatalkan
peraturan desa tersebut dengan keputusan Busbelti.
ini sesuai dengarPeraturanMenteri Dalam Negeri
Nomor 20Tahun 2018pasal 36ayat 1. (teori hal37).
Pernyataanini didukung dengan beberapa kutipan
wawancara sebagai berikut :

i é Semisal Kepala Desa berhalangan ya untuk
menindaklanjuti hasil evaluasi tapi tetap menetapkan
Perdes itu, maka yperaturan itu nanti batal ya mbak,
kita ~mengikuti peraturan yang sudah @da
(Perencanaan_Kepala Desa, N°®_Senin_05 April
2021_®:35 Wib_Di Kantor Balai Desa

Selanjutnya, apabila peraturan Desa Waru

Barat batalmakaPemerintah Desa Waru Barat hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
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penyelenggaraan Pemerintah DesHal ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negerit Nomor 20
Tahun 2018pasal 36 ayas . (teori hal 38). Pernyataan

ini didukung dengan beberapa kutipan wawancara
sebagai berikut :

~

Aé. .trus unt ukyapaeyagntuk uar ann
operasional pemerintah desa saja mbak, seperti
i t ué . (Perencanaan_Sekretaris Desa, NPR
10_Selasa_06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Kemudian Kepala Desa Waru Barat
memberhentikan pelaksanaan peraturan desa tersebut
dan bersama dengan BPD mencabut peraturan desa.
Hal ini sesuai dengaReraturarMenteri DalamNegeri
Nomor 20 Tahun 2018pasal 36 ayat 2(teori hal37).
Pernyataanini didukung dengan beberapa kutipan

wawancara sebagai berikut :

nfée. . pembatal an itu, nant i p
akan dicabut mbak sama Kepala Desa, tetapi itu juga
ber sama dengan BPD y a

(Perencanaan_Sekretaris Desa, NPRO_Selasa 06
April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai Dea
Berdasarkartemuan lapangan di Desa Waru
Barat, Bupati memberikan delegasi kepada Camat
untuk melakukan evaluasi terhadap RAPBDHal ini

sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor

20 Tahun 2018pasal 37. (teori hal38). Pernyataan ini
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didukung dengameberapa kutipawawancarasebagai

berikut :

Nné. .sekarang i tu yang me n ¢
Camat mbak, bukan Bupat . . O
(Perencanaan_Sekretaris DesaNFR Selasa_06 April
2021 08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

ne. .jadi ya Pak Qvdayent sel ak
Kecamatan itu akan mengevaluasi semua RAPBDes
yang di buat ol eh Pemerint

(Perencanaan_Kepala Desa, N°R_Senin_05 April
2021 _®:35 Wib_Di Kantor Balai Desa

Tabel 4.1 menggambarkan kesesuaian atau

ketidaksesuaian penerapan dari proses perencanaan

pengelolaan keuangan desa di

Desa Waru Barat

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel

perbandingan

proses epencanaan pengelolaan

keuangan desa :

Tabel 4.1

Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

PERMENDAGRI Sesuai /
No | Nomor 20 Tahun | Desa Waru Barat | Tidak Keterangan
2018 Sesuai
1 |Pasal 31 ayat |Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Sekretaris Des{ Barat penyusuna Barat,
mengoordinasikan | RAPBDes dimulai penyusunan
penyusunan dengan RAPBDes
rancangan APE musyawarah dusur dimulai dengar
Desa berdasarkg yang kemudiar musyawarah
RKP Desa tahui dilanjutkan dengat terlebih  dahulu
berkenaan musyawarah des setelah itu
dan barulah Sekretari
musrenbangdes. Desa menyusu
Setelah itu, RAPBDes sesug
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Sekretaris Des; dengan RKPDe

telah menyusur tahun berkenaan

RAPBDes sesus

dengan  RKPDe;{

tahun berkenaan.
Pasal 32 ayat |Di Desa Waruy Sesuai |Di Desa Waruy
Sekretaris Des{ Barat  Sekretaris Barat Sekretaris
menyampaikan Desa Desa
Rancangan menyampaikan menyampaikan
Peraturan Des| RAPBDes yang RAPBDes kepad:
tentang APB Desi telah disusur Kepala Desa.
kepadaKepala Desa| kepada Kepal:

Desa.
Pasal 32 ayat |Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Rancangan Barat, Kepala Des| Barat, Kepala
Peraturan Des| menyampaikan Desa sudal
tentang APB Desa| RAPBDes kepad: menyampaikan
disampaikan Kepal{ BPD untuk RAPBDes kepad:
Desa kepada BPI disidangkan BPD untuk
untuk dibahas da| bersama  denga disidangkan
disepakati bersam tujuan untuk bersama denga
dalam musyawaral mendapatkan Sur: BPD.
BPD. Keputusan BPD.
Pasal 32 ayat |Di Desa Waru Tidak |Pemerintah Des
Rancangan Barat RAPBDes Sesuai | Waru Barat
Peraturan Des| disepakati bersam sangat kewalaha
tentang APB Des{ dengan BPD pad dalam
sebagaimana bulan Desember melaksanakan
dimaksud pada ay: kegiatan,
(2) disepakat sehingga
bersama paling terlambat dalan
lambat bulan menyusun
Oktober tahur RAPBDes.
berjakn.
Pasal 34 ayat |Di Desa Waru Sesuai | Desa Waru Bara
Rancangan Barat, Kepala Des| sudah
Peraturan Des| menyampaikan menyampaikan
tentang APB Desi RAPBDes kepad: RAPBDes yang
disampaikan Kepal{ Bupati melalui telah disepakat
Desa kepad{ Camatselang 1 har dengan BPD
Bupati/Wali  Kota| setelah RAPBDe! kepada  Bupat
melalui camat atal disepakati denga melalui  Camat
sebutan lain palin¢ BPD. selang waktu 1
lambat 3 (tiga) har hari setelah
sejak disepakal RAPBDes

untuk dievaluasi.

disepakati denga
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BPD.
Pasal 35 ayat Rlasil| Di Desa Waru Sesuai | Di Desa Wary
evaluasi dituangkan Barat, Bupati Barat, Bupati
dalam Keputusal menetapkan has menetapkan has
Bupati/Wali  Kota| evaluasi dalan evaluasi  dalan
dan disampaikal jangka waku 14 jangka waktu 14
kepada Kepala Deg hari kerja setelal hari kerja setelal
paling lama 20 (dugq diterimanya diterimanya
puluh) hari keja | RAPBDes. RAPBDes.
terhitung sejak
diterimanya
Rancangan
Peraturan Des
tentang APBDes.
Pasal 35 ayat |{Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Dalam hal| Barat, jika Bupati Barat, jika Bupati
Bupati/Wali  Kota| tidak memberikar tidak memberikan
tidak  memberikar hasil evaluasi hasil evaluasi
hasil evaluasi dalan maka peratural maka peratura
batss wakty maka| desa itu akatf desa itu akar
rancangan peraturg berlaku dengat berlaku  dengar
Desayangdimaksud sendirinya. sendirinya.
akanberlaku dengatr
sendirinya.
Pasal 35 ayat {Di Desa Waruy Sesuai |Di Desa Wary
Dalam hal hasi| Barat, Kepala Desi Barat, Kepala
evaluasi Rancangar melakukan Desa melakuka
tentang APBDes penyempurnaan penyempurnaan
tidak sesuai denga kembali dari hasi kembali dari hasi
ketentuan peratura evaluasi RAPBDe: evaluasi
perundangundangan tidak melebihi RAPBDes tidak
yang lebih tinggi| jangka waktu 2( melebihi  jangka
kepentingan umum hari. waktu 20 hari.
dan RKP Desa
kepala Desa bersan
BPD melakukar
penyempurnaan
paling lama 20 (dus
puluh) hari kerja
terhitung sejak
diterimanya hasi
evaluasi.
Pasl 36 ayat 1Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Apabila hasill Barat, jika hasil Barat, jika hasil
evaluasi tidak evaluasi tidak evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh| ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti
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Kepala Desa da
Kepala Desa teta
menetapkan

Rancangan

Peraturan Des
tentang APB Des
menjadi  Peratura
Desa dan Rancangs

Peraturan Kepal
Desa tentang
Penjabaran APE
Desa majadi

Peraturan KKpala
Desa, Bupati/Wal

Kota membatalkar
peraturan dimaksu

Kepala Desa tetaf
tetap menetapka
RAPBDes menjad
peraturan desd
maka Bupati akal
membatalkan

peraturan des
tersebut denga
keputusan Bupati.

oleh Kepala Des
tetapi tetap
menetapkan
RAPBDes
menjadi peratura

desa, maka
Bupati akan
membatalkan

peraturan  des

tersebut dengan
keputusan Bupati

dengan Keputusa
Bupati/Wali Kota.

10 |Pasal 36 ayat |Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Dalam hall Barat, dalam ha Barat, dalam ha
pembatalan Kepal pembatalan pembatalan
Desa hanya dapq peraturan desg peraturan  dessa
melakukan maka Kepala Des maka Kepalg
pengeluaran hanya dapa Desa hanya dapi
terhadap operasion{ melakukan melakukan
penyelenggaraan | pengeluaran pengeluaran
pemerintahan Des terhadap terhadap
dengan operasional operasional
menggunakan pag penyelenggaraan penyelenggaraan
tahun  sebelumny| pemerintah  des pemerintah des
sampai Waru Barat. Waru Barat.
penyempurnaan
Rancangan
Peraturan Des
tentang APB Des
disampaikan da
mendapat
persetujuan
Bupati/Wali Kota.

11 | Pasal 36 ayat | Apahla terjadi| Sesuai | Di Desa Wary
Kepala Desg pembatalan, mak Barat Kepalg
memberhentikan Kepala Desa aka Desa akar

pelaksanaan
Peraturan Desa de
Peraturan Kepal

Desa paling lama

memberhentikan
pelaksanaan
peraturan desa dg

mencabut peratura

memberhentikan
pelaksanaan
peraturan  des
dan mencabu
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(tujuh) hari kerja desa tersebu peraturan  des
setelah pembatalg bersama  denga tersebut bersam
dan selanjutnyg BPD. dengan BPD.
Kepala Dese
bersama BPL
mencabut Peratura
Desa dan Perature
Kepala Desayang
dimaksud

12 | Pasal 37 Bupati/Wal Di Desa Waru Sesuai |Di Desa Waru
Kota dapat Barat, Camat diber Barat, Cama
mendelegasikan delegasi olel diberi  delegas
evaluasi Rancangg Bupati untuk oleh Bupati untuk
Peraturan Des| mengevaluasi mengevaluasi
tentang APB Des{ RAPBDes. RAPBDes.
kepada camat ata
sebutan lain.

Sumber : Data diolah (2021)

Dari hasil tabel perbandingan diatas

menunjukkan bahwa penerapan proses perencanaan
pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Batait t
sesuai dengaReraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 tahun 2018Dimana RAPBDes disepakati bersama
dengan BPD mengalami keterlambatan yajtada
bulan DesembeHal ini disebabkan karerfRemerintah
Waru Barat kewalahan dalam

Desa sangat

melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam
menyusun RAPBDes. Dan hal itu juga berdampak pada

terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.
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b. Proses Pelaksaan Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Waru Barat
Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa di Desa Waru Barrkait semua penerimaan dan
pengeluaramya yaitu dilaksanakan melalui rekening
kas desa Hal ini sesuai dengameraturanMenteri
Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2018 pasal 43 ayat
1. (teori hal 43). Pernyataan ini didukung dengan
beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :
né. .itu semua dar.i rekening
(Pelaksanaan_Kaur Keuangdh K 2_Kamis_08 April
2021 11:30VNib_Di Kantor Kecamatan Wajyu
Kemudian di Desa Waru Barat telah
memiliki pelayanan perbankan di wilayahnydal ini
sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor
20 Tahun 2018 pasal 43 ayat .3(teori hal 44).
Pernyataanini didukung dengan beberapa kutipan
wawancara sebagai berikut :
filya mbak, kan kita sudah ada pelayanan
perbankan seperti ATM dan bank itu é&@h . 0O
(Pelaksanaan_Kepala Dusun Plalangk2_Rabu_14
April 2021 15:30 Wib_Di Rumah Bapak Wahyudi
Selanjutnya, semua transaksi di Desa Waru
Barat terkait penerimaaatau pendapatadesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan d4dal ini

sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor

20 Tahun 2018 pasal 50 ayat .2(teori hal 46).
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Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan

wawancara sebagai berikut :
ne. .jadi y a setiap ada
pendapatan di desa, harus disertai dengan bukti yang
| engkap d@eakssrminéKepala Desd kP
3 Senin_05 April2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai
Desg
Kemudian, semua transaksi di Desa Waru

Barat terkait pengeluaran desa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan salial ini sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 pasal 51 aya®. (teori h& 47). Pernyataarini
didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai
berikut :

fi € jadi ya setiap ada penerimaan atau
pendapatan di desa, harus disertai dengan bukti yang
| engkap d@eaksrminéKepala Desa, PLK
3 _Senin_05 April 2021 _09:35 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Nfé. . harus ada buktkayak ang
kwitansi, dafta hadir rapat,, nota konsumsi, dan
| ai nny &elaksabaarKaur Keuangan PLK
3 Kamis_08 April 2021 _11:30 Wib_Di Kantor
Kecamatan Waiu

il é iya tetap harus ada bukti yang lengkap dan
sah mbak ketika ada penerimaan dan pengeluaran
d e s a é .(Pelaksanaan_SekretarisBPD, PLK
3 Senin_12 April 2021_10:00 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Selanjutnya di Desa Waru Barat, Kaur

Keuangarboleh menyimpan uang dalam kas desa pada
jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional

Pemerintah Desa Waru Barat, dan untuk jumlahnya

P

e
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yaitu tidak melebihi 20 jutaHal ini sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 pasal 44 agt 4 (teori hal46). Pernyataan ini
didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai
berikut :

i é kalau kaur keuangan menyimpan uang untuk
kebutuhan operasional itu tentu boleh sekali mbak, asal
juml ahnya ti dak mel ebi hi
(Pelaksanaan_Sekretaris DeseKPO_Selasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

Kemudian pengaturan jumlah uangang
disimpan olé Kaur Keuangan Desa Waru Barat
ditetapkan dalam peraturan Bupatial ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negerit Nomor 20
Tahun 2018 pasal 44 ayat 5. Pernyataan ini didukung
dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

il é trus ya itu kan dari peraturannya sana tidak
boleh melebihi 20 juta mbak, tapi saya lupa mbak
nomor berapa nya, soalnya kami hanya mengikuti
saran dari Kabupaten s ama |l nspek

(Pelaksanaan_Sekretaris DeseKP_Selasa_06 April
2021 08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

Di Desa Waru Barat dalam hal biaya tak
terduga, Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan
anggarartidak perlumenyusun RAB pelalksaan dari
anggaran belanja taterdugakarena akan dilakukan
perubahan pada saat menyusun perubahan APBDes
pada Bulan JuliHal ini tidak sesuai dengaReraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal
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57 ayat 1. Pernyataan ini didukung dengan tzeize
kutipan wawancara sebagai berikut :

i & Ketika ada, nanti kita mungkin pakai dulu
dengan biaya yang lainnya, habis itu nanti di
perubahan APBDes Bulan Juli kita ubah sesuai dengan
pengeluaran yang adi. . (Pelaksanaan_Sekretaris

Desa, BK 10 Selasa_06 April 2021_08:45 Wib_Di
Kantor Balai Desp

Kemudian RAB yang diusulkan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan di Desa Waru Barat akan
diverifikasi oleh Sekretaris DesHal ini sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018pasal 57 ayaR. Pernyataan ini didukung dengan
beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

i éJadi saya yang ada di Tim Pelaksana
Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayak tadi, SPP
diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui olebpala
Desaé¢ . . (Pelaksanaan_Sekretaris Desa, LKP

5 Selasa_06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg

SelanjutnyaRAB yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desalalu Kepala Desa melalui surat
keputusan kepala Desaenyetujui RAB pelakanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga. Halsagsuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 57 ay&. Pernyataan ini didukung
dengan beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

i éJadi saya yang ada di Tim Pelaksana

Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayak tadi, SPP
diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala
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Desa¢ . . QPelaksanaan_Sekretaris da¢ PLK
5 Selasa 06 April 2021_08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Di Desa Waru Baratim pelaksana kegiatan
dalam setiap pelasanaan kegiatan anggaran
mengajukanSPP sesuaidengan periodelan nominal
yang tercantum dalam DPAHal ini sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 pasal B ayatl. Pernyataan ini didukung dengan
beberapa kutipan wawancara sebagai berikut :

ié. . | adsetiap y melaksanaan kegiatan
anggaran, dari tim pelaksana kegiatan mengajukan
SPP yang sama dengan yang

(Pelaksanaan_Kaur Keuangam,KP5 Kamis_08 April
2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

Di Desa Waru Baramemiliki 2 jenis SPP
yang bisa digunakan keduanya, yaitu SPP &amng
dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, dan
SPP Definitif yang dapat dilakukan setelah barang dan
jasa diterimaHal ini sesuai dengaReraturarMenteri
Dalam NegeriNomor 20 Tahur018 pasal 55 ayat 1.
Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan
wawancara sebagai berikut :

Afkal au kita ada 2 tipe
dan SPP D e(PelaksanbaiSékeetaris Desa
PLK 6_Selasa_06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor
Balai Desa

fiKita itu ada 2 jenis SPP mbak, dan bisa dipakai
keduanya. Ada SPP Panjar dan SPP Defiditif . 0

ada

SPP
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(Pelaksanaan_Kaur Keuangah,KP6_Kamis_08 April
2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

Selanjutnyagdalam prosegpengajuan SPP di

Desa Waru Barat terdiri atas SPP (Surat Permintaan
Pembayaran)hukti penerimaan barang/jasatdmpat,
danpernyataan tanggung jawab belarjal ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasal 5 ayat2. Pernyataan ini didukung
dengan beberapa kutipan wawancara selimegdut :

fi é Surat Permintaan Pembayaran itu harus ada
bukti transaksinya mba& . .(Relaksanaan_Sekretaris
Desa, BRK 7 Selasa 06 April 2021 08:45 Wib_Di
Kantor Balai Desp

fi é .itu ada bukti penerimaan barang/jasa di
tempat, terus ada pernyataan tanggung jawab belanja,
sama SPP itu mbak. .(Relaksanaan_Kaur Keuangan,

PLK 7 _Kamis_08 April 2021 _11:30 Wib_Di Kantor
Kecamatan Wanu

Dalam hal pengajuan SPP di Desa Waru
Barat,Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, yaitu
memeriksa kelengkapan permintaan pembayaran,
mengecek dana yang ada apakah cukup atau tidak,
menolak permintaan pembayaran jika tidak dapat
memenuhi persyaratan, dan menghitung kembali
tagihan belanja.Hal ini sesuai denganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal
55 ayat 3. Pernyataan ini didukung dengan beberapa

kutipan wawancara sebagai berikut :
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né. .sekretaris desa yang a
dar i SPP i (Pelaksanbaam kKaur Keaangan,
PLK 8 Kamis_08 April 2021 _11:30 Wib_Di Kantor
Kecamatan Wanu
i € Kalau verifikasi itu ngelihat, kirkira
barangnya yang mau dibeli itu kayak apa, terus dilihat
RAB nya, pokoknya kelengkapan itu dilihét. . 0
(Pelaksanaan_Sekretaris DesaKRB_Selasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

Di Desa Waru Barat, jika Sekreatris Desa
telah memverifikasi SPP tersebut, maka Kepala Desa
menyetujui permintaan pembayaran, setelah it ba
Kaur Keuangan yang melakan pencairan anggaran
Hal ini sesuai dengaReraturarMenteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun2018 pasal 5ayat4. Pernyataan ini
didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai
berikut :

née. .iya kalau sudah ada per:
Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa
mb a k é . (Petaksanaan_Sekretaris Desa, LKP
9 Selasa_06 April 2021 08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg
fi € kemudian oleh sekretaris desa diverifikasi,
lalu di sahkan oleh Kepala Desa, nah barulah ke kaur
k e uang a fPélaksabaan_Kepala Desa, LKP
9 Senin_05 April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Selanjutnya, setelah mendapatkan
persetujua  dari Kepala Desa ini, maka Kaur
Keuanganyang akanmelakukan pencairan anggaran
sesuaidenganjumlah nominal besaranyang tertera

dalam SPP. Hal ini sesuai denganPeraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal
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55 ayat 5. Pernyataan ini didukung dengan beberapa
kutipan wawancara sebagai berikut :

i € Nah baru nanti Kaur Keuangan membuat
pencatatan pengeluaran uang itu mbak . . 0
(Pelaksanaan_Kaur Keuangah,KP9 Kamis_08 April
2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

Kemudian, Karr Keuangan Desa Waru Barat
menyetorkarnseluruh penerimaapgak yang dipungut
ke rekening kas negara dengan melalui KPP Pratama.
Hal ini sesuai dengaReraturarMenteri DalamNegeri
Nomor 20 Tahun2018 pasal § ayat4. Pernyataan ini
didukung dengan beberapa kutipan wawancara sebagai
berikut :

né. . kaur keuangan menyetor |
KPPPr at ama (Pblakdanaan. Sekrdiaris Desa,
PLK 9 Selasa 06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor
Balai Desa

Di Desa Waru Barat, daia hal pengadaan
barang dan atau jasa telah diatur dengan Peraturan
Bupati. Hal ini sesuai denganPeraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal 3 ayat
6. Pernyataan ini didukung dengan beber&ptipan
wawancara sebagai berikut :

fi € Nah kalau untuk barangnya itu sudah diatur
ya mbak, ada banyak sekali itu.é. . 0O
(Pelaksanaan_Kepala Desal.KP 6 _Senin_05 April
2021 _09:35 Wib_Di Kantor Balai Desa

Tabel 4.2 menggambarkan kesesuaian atau

ketidaksesuaian penerapan dari proses pelaksanaan
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pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel
perbandingan dari pses pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa :

Tabel 4.2

Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

PERMENDAGRI Desa Wary Sesuai /
No | Nomor 20 Tahun Barat Tidak Keterangan
2018 Sesuai
1 | Pasal 43 ayat | Proses Sesuai | Proses pelaksanag
Pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan
pengelolaan pengelolaan keuangan desa (
keuangan Des| keuangan desa ( Desa Waru Bara
merupakan Desa Waru Bara terkait semug
penerimaan da| terkait semug penerimaan da
pengeluaran Deg penerimaan da pengeluarannya yait
yang dilaksanakan | pengeluarannya dilaksanakan melaly
melalui rekening yaitu rekening kas deg
kas Desa pada bar dilaksanakan yang telah
yang ditunjuk melalui rekening diverifikasi oleh
Bupati/ Wali Kota. | kas desa. Sekretaris Dese
mendapatkan
persetujuan dar
Kepala Desa, setelg
itu baru Kaur
Keuangan yan(
melakukanpencairan
anggaran
2 |Pasal 43 ayat |{di Desa Wary Sesua |di Desa Waru Barg
Desa yang belun Barat telah telah memiliki
memiliki pelayanar, memiliki pelayanan perbanke
perbankan di pelayanan di wilayahnya

wilayahnya, perbankan d
rekening kas Des| wilayahnya.
dibuka di wilayah
terdekat

yang dibuat olef
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Pemerintah Des
dengan  spesime
tanda

tangan kepala Des
dan Kaur Keuangar

Pasal 50 ayat | Semua transaky Sesuai | Bukti yang lenglap
Setiap pendapatan | di Desa Waru dan sah tersebl
didukung oleh bukt| Barat terkait dapat berup:
yang lengkap daj penerimaan ata kwitansi, daftar hadi
sah. pendapatan des rapat, nota konsums
harus  didukung hasil notulen rapat
dengan bukti dan lain sebagainya
yang lengkap da
sah.
Pasal 51 ayat |semua transaks Sesuai | Bukti yang lengkap
Setiap pengeluaran/ di Desa Wary dan sah tersebl
didukung  dengar Barat terkait dapat berup:
bukti yang lengkay pengeluaran des kwitansi, daftar hadi
dan sah. harus  didukung rapat, nota konsums
dengan bukt hasil notulen rapat

yang lengkap da
sah.

dan lain sebagainya

Pasal 44 ayat {Di Desa Ward Sesuai | Di Desa Waru Barat
Kaur Keuangar Barat, Kaur, Kaur Keuangan
dapat menyimpal Keuangan bolet boleh  menyimpar
uang tunai padi menyimpan uan( uang dalam kas des
jumlah dalam kas des pada jumlah tertent
tertentu untuk pada jumlah untuk memenuh
memenuhi tertentu. kebutuhan
kebutuhan operasional
operasional Pemerintah Des
pemerintah Desa. Waru Barat, dar
untuk jumlahnya
yaitu tidak melebih
20 juta
Pasal 44 ayat | Pengaturan Sesuai | Jumlah uang yan
Pengatran jumlah| jumlah uang yang disimpan oleh Kau
uang tunai disimpan oleh Keuangan Des
ditetapkan  dalan Kaur Keuangar Waru Barat
Peraturan dalam kas Des ditetaplan
Bupati/Wali Waru Barat berdasarkan
Kota mengena ditetapkan dalan peraturan Bupati.
pengelolaan peraturan Bupati.
Keuangan Desa.
Pasal 57 ayat |Di Desa Waru Tidak |Jka ada biaya ta
Kaur dan/atau Kas Barat, Sesuai | terduga, maka
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pelaksana kegiata penggunaan biay Pemerintah Des
anggaran tak terduga tidal akan menggunaka
menyusun RAB perlu dibuatkan biaya tak terdugaq
pelaksanaan da| RAB terlebih tersebut dengan
anggaran  belanj| dahulu kareng menggunakan biay,
tak tidak lainnya, setelah itl
terduga yang direncanakan akan dirubah pad
diusulkan  kepadi secara rinci. saat perubaha
kepala Desa melalu APBDes dengal
sekretaris Desa. menyesuaikan
dengan pengeluarar
yang sebenarnya.

8 |Pasal 57 ayat | RAB yang| Sesuai | Di Desa Waru Barat
Sekretaris Des{ diusulkan  oleh Sekretaris Desa yar
melakukan Tim  Pelaksana akan memverifikas
verifikasi terhadap Kegiatan di Desg dari RAB.

RAB yang Waru Barat akar
Diusulkan. diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

9 |Pasal 57 ayat |Di Desa Wary Sesuai | Setelah diverifikas
Kepala Desg Barat RAB yang oleh Sekretaris Des:
melalui surat telah diverifikasi maka Kepala Des
keputusan  kepall oleh  Sekretaris melalui surat
Desa Desa kemudian keputusan kepal
menyetujui  RAB| Kepala Desg Desa  menyetujui
pelaksanaan melalui surat RAB dari
kegiatan anggara keputusan kepal pelaksnaan kegiata
belanja Desa menyetujui anggaran belanja ta
tak terduga sesui RAB dari terduga.
dengan verifikas| pelak@naan
yang dilakukan oleh kegiatan anggara
sekretaris Desa. belanja tak

terduga.

10 | Pasal 53 ayat |Di Desa Wary Sesuai| Tim pelaksang
Kaur dan Kasi| Barat tim kegiatan dalam
pelaksana kegiata pelaksana setiap pelakanaarn
anggaran kegiatan dalam kegiatan  anggara
mengajukan setiap akan  mengajukarn
SPP dalam setia pelaksanaan SPP sesuai dengan

pelaksanaan

kegiatan anggara
sesuai

dengan periodt
yang tercantun

dalam DPA dengan

nominal sama bess

kegiatan anggara
mengajukan SPP

sesuai dengan
periode dan
nominal yang

tercantum dalan

DPA.

periode dan nominal
yang tercantun
dalam DPA.
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atau kurang dar
yang tertera dalam
DPA.

11 | Pasal 55 ayat | Terdapat dug Sesuai | Di Desa Waru Bara
Pengajuan SP| jenis SPP di Des dalam pengajua
untuk kegiatan yan{ Waru Barat, yaitu SPP bisa dilakuka
seluruhnya SPP definiti dan dengan 2 cara, yalit
dilaksanakan SPP panjar. dengan
melalui  penyediz menggunakan SP
barang/jasa panjar dan SP}
dilakukan definitif. Dimana
setelah barang/jas SPP panjar itu dan
diterima. turun terlebih

dahulu,  kemudiar
barang atau jas
boleh dibuat SP¥H
nya dan surat
pertanggungjawabat
sedangkan SP
definitif yaitu barang
atau jasa diterima
setelah itu baru bis
membuat SPP ny,
dan surati
pertanggungjawabat

12 | Pasal 55 ayat | Dalam prosey Sesuai | Dalam proses
Pengajuan SPP pengajuan SPP ¢ pengajuan SPP
dilampiri dengan: | Desa Waru Bara Desa Waru Barat
a. pernyataal terdiri atas SPF terdiri atas  SPFH
tanggung jawal (Surat Permintaa (Surat  Permintaa
belanja; dan Pembayaran), Pembayaran), bukti
b. bukti penerimaar bukti penerimaar penerimaan
barang/jasa d barang/jasa d barang/jasa d
tempat. tempat, dan tempat, dan

pernyataan pernyataan tanggun
tanggung jawal jawab belanja
belanja

13 | Pasal 55 ayat |Di Desa Ward Sesuai | Sekretaris Des
Dalam setiag Barat dalam hal Waru Barat telal
pengajuan SPK pengajuan SPP ( melakukan
sekretaris Des{ Desa Waru Barat kewajibannya dalan
berkewajiban untuk| Sekretaris Des memverifikasi
a. meneliti akan melakukar pengajuan
kelengkapan verifikasi, yaitu pelaksanaan
permintaan memeriksa pembayaran  yan
pembayaran yang | kelengkapan diajukan oleh tim
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diajukan oleh Kau
dan Kasi pelaksan
kegiatan

anggaran;
b. menguji
kebenaran
perhitungan tagiha
atas beban

APB Desa yang
tercantum dalan
permintaan
pembayaran;

C. menguji
ketersedian dan
untuk kegiatar
dimaksud;

dan

d. menolak
pengajuan
permintaan

pembayaran oleh
Kaur dan Kas
pelaksana kegiatd
anggaran apabila

permintaan
pembayaran,
mengecek dan
yang ada apaka
cukup atau tidak
menolak

permintaan
pembayaran jika
tidak dapat
memenuhi
persyaratan, da
menghitung
kembali tagihar
belanja.

pelaksangegiatan.

tidak memenuh
persyaratan  yan
ditetapkan.

14 | Pasal 55 ayat {Di Desa Wary Sesuai | Di Desa Waru Barat
Kepala Dese Barat, jika Sekretaris Des
menyetujui Sekreatris Des berkewajiban untul
permintaan telah memverifikasi RAB
pembayaran sesuai memverifikasi dan SPP  yan
dengan hasi SPP tersebul diajukan oleh tim
verifikasi yang| maka Kepale pelaksana pegiatg
dilakukan oleh Desa menyetuju yang kemudian aka
sekretaris permintaan disetujui ole Kepalg
Desa. pembayaran, Desa, setelah itu

setelah itu bary baru Kaur Keuanga
Kaur Keuangar yang melakukar
yang melakukar pencairan anggaran
pencairan
anggaran

15 | Pasal 55 ayat | Setelah Sesuai | Kaur Keuangarakan
Kaur Keuangar mendapatkan melakukan pencaira
melakukan persetujuan dar anggaran Sesui
pencairan anggarg Kepala Desa ini dengan jumlah
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sesuai maka Kaur nominal besaran
dengan besara Keuangan yang yang tercantun
yang tertera dalar akan melakukan dalam SPP.
SPP setelah pencairan
mendapatkan anggaran  sesui
persetujuan dan dengan jumlah
kepala Desa. nominal besararn
yang tertere
dalam SPP.

16 | Pasal 58 ayat {Di Desa Ward Sesuai | Di Desa Waru Barat
Kaur Keuangar Barat, Kaur Kaur Keuangan
wajib menyetorkar| Keuangan menyetorkanseluruh
seluruhpenerimaan| menyetorkan penerimaan pgak
pajak yang dipungu seluruh yang dipungut ke
sesuai denga| penerimaanpgak rekening kas negatr
ketentuan peraturan yang dipungut ke dengan melalui KPF
perundang rekening kag Pratama.
undangan. negara  denga

melalui KPP
Pratama.

17 | Pasal 52 ayat (Di Desa Wary Sesuai | Di Desa Waru Barat
Ketentuan lebil} Barat, dalam ha dalam hal pengadas
lanjut mengenai tat| pengadaan barar barang dn atau jasi
cara pelaksanaan |dan atau jas telah diatur denga
kegiatan pengadaal telah diatur Peraturan Bupati.
barang/jasa di Desg dengan Peratura
diatur dengar Bupati.
peraturan
Bupati/Wali  Kota
berpedoman pad
peraturan
perundang
undangan mengen
pengadaan
barang/jasa
di Desa.

Sumber : Data diolah (2021)
Dari hasil tabel perbandingan diatas

menunjukkan bahwa penerapan proses pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Balak t
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 tahun 2018Dimana Di Desa Waru Barat, dalam
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penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan
RAB (Rincian Anggaran Biaydgrlebih dahulu karena

tidak direncanakan secara rinclika ada biaya tak

terduga, maka Pemerintah Desa akan menggunakan
biaya tak terduga tersebut dengan menggunakan biaya
lainnya, setelah itu akan dirubah pada saat perubahan
APBDes dengan menyesuaikan dengan pengeluaran

yangsebenarnya.

Proses Penatausahaan PerggaloKeuangan Desa di

Desa Waru Barat

Prosespenatausahaadi Desa Waru Barat
tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi
juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti
pembantu kaur keuangan dan Sekretaris Didahini
tidak sesuai denganPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasab3 ayat 1. (teori
hal 49). Pernyataanini didukung dengan beberapa
kutipan wawancara sebagai berikut :

i é lya untuk pihakpihak yang terlibat dalam
penatausahaan dalam APBDes itu ada semua Kasi,
Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan termasuk Kaur
Keuangan é . . (Benatausahaan_Kepala Desd\TP
1 Senin_05 April 2021 @35 Wib_Di Kantor Balai
Desg

fiKalau pihakpihak yang terlibat itu ya yang
pasti Kaur Keuangan mbak . .(Renatausahaan_Kaur
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Keuangan, RT 1 Kamis_08 April 2021_11:30
Wib_Di Kantor Kecamatan Waju
Kemudian, Kaur Keuangan Desa Waru Barat

melakukan pencatatan di setiap penerimaan dan
pengeluaran desa dalam buku kas umidal.ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 pasab3 ayat?2. (teori hal49). Pernyataan

ini didukung dengan beberapkutipan wawancara
sebagai berikut :

n é Kaur Keuangan melaporkan
pertanggungjawabarkeuangan kepada Kepala Desa
itu diadakan setiap akhir bulan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa mengenai
pencatatanng mbak € . . @PenatausahaaKepala
Desa PNT 2 _Senin_05 April 2021 _09:35 Wib_Di
Kantor Balai Desp

Selanjutnya, dari pencatatan di setiap
penerimaan dan pengeluaran tersebut, Kaur Keuangan
melakukan tutup buku di setiap akhir buldtal ini
sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor
20 Tahur 2018 pasal63 ayat 3. (teori hal 49).
Pernyataan ini didukung dengan beberdpsgipan
wawancara sebagai berikut :

né. . kal au kaur keuangan
pertanggungjawaban itu kepadaekretarisDesa tiap
satu bulan sekali mbak, jadi maksimal tanggal 10 bulan
berikutnya setelah itu disampaikan kaga Kepala
Desa untuk mendapatkan persetuj@an. 0

(Penatausahaan_Kaur Keuangar\NTP 2 _Kamis_08
April 2021_11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru
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Kaur Keuangan Desa Waru Barat
menggunakan buku pembantu bank, buku pembantu
pajak, dan buku pembantu panjdalam melakukan
penatausahaanHal ini sesuai denganPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal
64 ayat 1. (teori hal 49). Pernyataanni didukung
dengan beberapgaitipan wawancara sebagai berikut :

i é itu.menggunakan buku BKU atau BuKas
umum, kemudian Buku Pembantu, kemudian Buku
Pembantu Pajak . . (Penatausahaan_Kepala Desa,
PNT 3 Senin_05 April 2021_09:35 Wib_DKantor
Balai Desa

fiya itu mbak, buku pembantu bank, buku
pembant u panj ar, dan buku
(Penatausahaan_Kaur KeuangamTP 3_Kamis_ 08
April 2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

Di Desa Waru Barat, Kaur Keuangan
membuat  laporan  pertanggungjawabanuntuk
dilaporkan kepada Sekretaris Desa di setiap akhir
bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan kepada
Kepala Desa untuk mendapatkan persetujital. ini
sesuai dengaReraturarMenteriDalamNegeri Nomor
20 Tahur 2018 pasal67 ayat 1. Pernyataan ini

didukung dengan beberagatipan wawancara sebagai

berikut :

né. . kal au kaur keuangan

pertanggungjawaban itu kepada Sekretaris Desa tiap
satu bulan sekali mbak, jadi maksimal tanggal 10 bulan

P €
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berikutnya, setelah itu disampaikan ke Kepala
Desa unt uk mendapat kan
(Penatausahaan_Kaur Keuangam\NTP 2_Kamis_08
April 2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

i é Kaur Keuangan melaporkan
pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa
itu diadakan setiap akhir bulan palingmbat tanggal
10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa mengenai
pencatatannya mbaké . . @Penatausahaan_Kepala
Desa, PNT 2Senin_05 April 2021 09:35 Wib_Di
Kantor Balai Desp

Tabel 4.3 menggambarkan kesesuaian atau

ketidaksesuaian penerapan dari proses penatausahaan

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel

perbandingan dari rpses penatausahaan pengelolaan

p

keuangan desa :

Tabel 4.3

Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

PERMENDAGRI Sesuai /
No Nomor 20 Tahun 2018 Desa Waru Barat Tidak Sesuai Keterangan
1 |Pasal 63 ayat Pihakpihak yang| Tidak Sesuai | Proses
Penatausahaan melakukan prose penatausahaan |
keuangan dilakukal penatausahaan di De Desa Waru Bara
oleh Kaur Keuangal Waru Barat yaitu tidal tidak hanya
sebagai pelaksar] hanya dilakukan olel dilakukan oleh
fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan. Kaur  Keuangan
akan tetapi juga
dilakukan oleh
beberapa perangk;
desa, sepert
pembantu kau
keuangan dai
Sekretaris Desa.
2 |Pasal 63 ayat Kaur Keuangan Des Sesuai Di Desa Wary
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Penatausahaan

dilakukan dengat
mencatat setiap
penerimaan da

pengeluaran dalar

buku kas umum.

Waru Barat melakuka
pencatatan di setia
penerimaan dal
pengeluaran desa dals
buku kas umum.

Barat Kaur
Keuangan yan(
melakukan

pencatatan di setia
penerimaan dal
pengeluaran  des
dalam buku kas
umum.

Pasal 63 ayat Di Desa Waru Barat Sesuai Kaur Keuangar
Pencataan pada bul Kaur Keuangar, Desa Waru Bara
kas umum ditutuj melakukan pencatatar melakukan
setiap akhir bulan. untuk setiap pencatatan  untu
penerimaan dal setiap penerimaa
pengeluaran dan dan pengeluarar
melakukan tutup buki dan melakukar,
di setap akhir bulan. tutup buku di setiaj
akhir bulan.
Pasal 64 ayat 1 Kay Kaur Keuangan Des Sesuai Kaur Keuangar
Keuangan wajik Waru Barat Desa Waru Bara
membuat buky menggunakan  buku menggunakan buk
pembantu kas umun pembantu bank, buk pembantu bank
yang terdiri atas: g pembantu pajak, da buku pembantt
buku pembantu bank; I buku pembantu panje pajak, dan buku
buku pembantu pajak dalam melakukatr pembantu  panja
dan c.buku pembanty penatausahaan. dalam melakukar
panjar. penatausahaan.
Pasal 67 ayat 1 Buk Di Desa Waru Barat Sesuai Kaur Keuanga
kas umum yang ditutu| Kaur Keuagan membuat laporal
setiap akhir  bular membuat laporal pertanggungjawab
dilaporkan oleh Kau| pertanggungjawaban n untuk dilaporkarn
Keuangan kepad untuk dilaporkan kepada Sekretari

Sekretaris Desa palin

kepada Sekretaris De:

Desa di setiap akhi

lambat tanggal 1(di setiap akhir bulan bulan, paling
(sepuluh) bulan paling lambat tangge lambat tanggal 1(
berikutnya. 10 bulan berikutnya bulan  berikutnya
setelah itu Sekretari setelah itu
Desa menyampaika Sekretaris Des;i
kepada Kepala Des menyampaikan
untuk mendapatka kepada Kepali
persetujuan. Desa untuk
mendapatkan
persetujuan.
Sumber Data diolah (2021)
Dari hasil tabel perbandingan diatas

menunjukkan bahwa penerapan prosesafsisahan
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pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Bafak t
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 tahun 2018.Dimana pihak yang melakukan
penatusahaantidak hanya dilakukan oleh Kaur
Keuangan saja, tetapi juga dibantu olekeberapa
perangkat desa, seperti pembantu kaur keuangan dan
Sekretaris DesaHal itu dilakukan guna meringankan
tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas
menjadi Opeator Siskeudes, dan agar adanya
keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan

keuangan desa.

Proses Haporan Pengeloaan Keuangan Desa di Desa

Waru Barat

Pelaporan di Desa Waru Barghitu berupa
laporan pelaksanaan APB Desa semester pertdala
ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal 68 ayat 1. (teori
hal 51). Pernyataanini didukung dengan beberapa
kutipan wawancaraebagai berikut :

fiLaporan pelaksanaan APBDes semester
pertama dan laporan semester akhir tahun mbak.
(Pelaporan_Kaur KeuanganLP 3 Kamis 08 April
2021 11:30 Wib_Di Kantor Kecamatan Waru

fitu berupa laporan realisasikegiatan dan
laporan  pelaksanaan ~ APBDes mbak é . . 0
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(Pelaporan_Sekretaris Desa, PLPS8lasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

Di Desa Waru Barataporan pelaksanaan
APB Desa semester pertamderupa laporan
pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
Hal ini sesuai denganPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasab8 ayat2. (teori
hal 51). Pernyataan ini didukung dengan beberapa
kutipan wawancara sebagai berikut :

i é Kalau yang laporan semester pertama itu
berupa laporan realisasikegiatan dan lawran
pelaksanaan  APBDes mbak, gitu mbak. . O
(Pelaporan_Sekratris Desa, PLP FSelasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Bal&esg

Pemerintah Des&Varu Baraimenyampaikan
Laporanpelaksanaan APBDesemester pertampada
Bulan Juli tahun berjalanHal ini sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 pasal68 ayat 3. (teori hal 52). Pernyataan ini
didukung dengan beberagatipan wawancara sebagai
berikut :

i é. . Kadpaanm pelaksanaan APB Desa
semester pertama kami sampaikan pada Bulan Juli
tahun ber j a(PeaporamiSekietaris Dasa,
PLP 3 Selasa 06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor
Balai Des)

Tabel 4.4 menggambarkan kesesuaian atau

ketidaksesuaian penerapan dari proses pelaporan

pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat
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berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini merupakan tabel

perbandingan dari proses pelaporan pengelolaan

keuangan desa :

Tabel 44

Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru
Barat denganPERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

PERMENDAGRI Sesuai /
No | Nomor 20 Tahun | Desa Waru Barat | Tidak Keterangan
2018 Sesuai

1 |Pasal 68 ayat |Di Desa Ward Sesuai | Di Desa Waru
Kepala Desg Barat Kepala Des Barat Kepala
menyampaikan menyampaikan Desa
laporan pelaksanag laporan menyampaikan
APB Desa semest¢ pelaksanaan AP laporan
pertama kepad| Desa semeste pelaksanaan
Bupati/Wali Kota| pertama kepada APB Desa
melalui camat. Bupati melalui semester pertam

Camat. kepada Bupat
melalui Canat.

2 |Pasal 68 ayat |Di Desa Wary Sesuai |Di Desa Waru
Laporan Barat laporan Barat laporan
sebagaimana pelaksanaan AP pelaksanaan
dimaksud pada ayd Desa semeste APB Desa
(1) terdiri dari: a. pertama berup semester pertam
laporan pelaksanag laporan berupa laporat
APB Desa; dan b pelaksanaan pelaksanaan
laporan realisas APBDes dan APBDes dan
kegiatan. laporan  realisas laporan realisas

kegiatan. kegiatan.

3 |Pasal 68 ayat |Laporan Sesuai | Laporan
Kepala Desg pelaksanaan AP pelaksanaan
menyusun  laporal Desa semeste APB Desa
sebagaimana pertama semester pertam
dimaksud pada ay¢ disampaikan pad di Desa Wary
(2) dengan cari Bulan Juli tahun Barat
menggabungkan berjalan. disampaikan
seluruh paling lamba pada Bulan Jul
minggu kedua bulal tahun berjalan.
Juli tahun berjalan.
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Sumber : Data diolah (2021)

Dari hasil tabel perbandingan diatas
menunjukkan bahwa penerapan proses pelaporan
pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat telah
sesuai dengaReraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 tahun 2018.

e. Proses Pertanggungjaveab Pengeloaan Keuangan

Desa di Desa Waru Barat

Prosespertanggungjawaban di Desa Waru
Barat, Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisgselaksanaamAPB Desa
kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir
tahun anggaranHal ini sesuai denganPeraturan
Menteri Dalam Negerit Nomor 20 Tahun2018 pasal
70 ayat 1. (teori hal 54). Pernyataan ini didukung
dengan beberagaitipan wawancara sebagai berikut :

Afé..trus untuk |l aporan yanc

akhir tahun itu kami sampaikan pada Bulan Desember
di akhir tahun ya mbak. Seperti itumb ak 0
(Pelaporan_Sekretaris Desa, PLPS8lasa_06 April
2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai Desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa Di Desa Waru Barat terdiri dari laporan
keuangan, lagran realisasi kegiatan, damlaftar

program sektoralrogram daerah dan program lainnya

yang masuk ke Des#&lal ini sesuai dengaReraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 pasal
70 ayat 3. (teori hal 55). Pernyataan ini didukung
dengan beberagaitipan wawancara sebagai berikut :

i € kemudian untuk laporan
pertanggungjawaban itu dilampiri dengafaporan
keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa
dan itu mbak catatan atas laporan keuangan. Trus
laporan realisasi kegiatan, dan itu lagi daftar program
sektoral, dan daerah dan rggram lainnya yang
pokoknya masuk ke Desa.
(PertanggungjawabaKepala Desa, HJ 2 Senin_05
April 2021 _09:35 Wib_Di Kantor Balai Dea

Laporan pertanggungjawaban di Desa Waru

Barat merupakatvagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akié@hun anggararal ini sesuai
denganPeraturanMenteri Dalam Negerit Nomor 20
Tahun 2018 pasaV1l ayatl. (teori hal55). Pernyataan
ini didukung dengan beberaplkutipan wawancara
sebagai berikut :

i é kemudian untuk laporan
pertanggungjawaban itu dilampiri dengafaporan
keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa
dan itu mbak catatan atas laporan keuangan. Trus
laporan realisasi kegiatan, dan itu lagi daftar program
sektoral, dan daerah dan rggram lainnya yang
pokoknya masuk ke Deéa.
(Pertanggungjawaban_Kepala Desa, PTJBehin 05
April 2021_09:35 Wib_Di Kantor Balai Deka

Laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDésDdsa

Waru Barattelah diinformasikan kepada masyarakat

desa, akan tetapi penyampaian tidak dilakukan melalui
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media informasi, tetapi penyampaian dilakukan di
dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi
anggaran yang biasanya dihadiri oleh perangkat desa,
kepala dusn, BPD, Karang Tarunadan perwakilan
dari masyarakat desddal ini tidak sesuai dengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 pasal72 ayat 1 (teori hal 55). Pernyataanni
didukung dengan beberagatipan wawancara sebagai
berikut :

i é penyampaian itu dilakukan di itu mbak
namanya forum rapat laporan pertanggungjawaban
realisasi anggaran yang dihadiri oleh perangkat desa,
kepala dusun, BPD, Karang Taruna, sama itu
perwakilan dari masyarakat dega
(Pertanggungjawaban_Sekretatris Desa, PTJ
3 Selasa 06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai
Desg

Informasi yang disampaikan di dalam forum
laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran di Desa
Waru Barat memuatlaporan realisasi APBDesa,
laporanrealisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai
dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggattah. ini
tidak sesuai dengaeraturanMenteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun2018 pasal2 ayat 2 (teori hal55).
Pernyataan ini didukung dengan beberdpaipan

wawancara sebagai berikut :

fi é Untuk Informasinya yang disampaikan di
forum itu ya itu mbak memuat laporan realisasi
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kegiatan,laporan realisasi APBDesa, sisa anggaran,

dan 1tu | agi kegiatan yang be
(Pertanggungjawaban_Sekretatris Desa, PTJ

3 Selasa_06 April 2021 _08:45 Wib_Di Kantor Balai

Desg

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Budbelti.
ini  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20Tahun 2018 pasar3. (teori hal56).
Pernyataan ini didukung dengan beberapa kutipan
wawancaraebagai berikut :

fi é iya semuanya itu telah diatur oleh peraturan

Bupat. niPeddnggungjawaban_Kepala Desa,
PTJ 2Senin_05 April 2021 09:35 Wib_DKantor
Balai Desa

Tabel 4.5 menggambarkan kesesuaian atau
ketidaksesuaian penerapan dari proses
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di
Desa Waru Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut dibawah ini
merupakan tabel perbandingan arid proses

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa :

Tabel 4.5

Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Waru Barat dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018

Sesua
N PERMENDAGRI i/
o Nomor 20 Tahun | Desa Waru Barat | Tidak Keterangan

2018 Sesua
i

1 |Pasal 70 ayat |Laporan Sesuai| Laporan
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Kepala Des¢
menyampaikan
laporan
pertanggungjawabal
realisasi APB Des;
kepada Bupati
Walikota  melalui
Camat setiap akhi
tahun anggaran.

pertanggungjawaba
realisasi

pelaksanaan AP
Desa disampékan
oleh Kepala Des;i
kepada Bupati/Wal
Kota melalui cama
setiap akhir tahu
anggaran.

pertanggungjawabal
realisasi

pelaksanaan  APE
Desa disampaikan
oleh Kepala Des
kepada Bupati/Wal
Kota melalui cama
setiap akhir tahu
anggaran.

Pasal 70 ayat
Peraturan Des
sebagaimana
dimaksud pada ayg
(2) disertai dengar
a. laporan keuangal
terdiri  atas: 1]
laporan realisas
APB Desa; dan 2
catatan atas lapore
keuangan. b. lapora

| Laporan

pertanggungjawaba
realisasi APB Desi
Di Desa Waru Bara
sudah sama dengs
Permendagri Nomo
20 Tahun 2018.

Sesuali

Laporan

pertanggungjawabal
realisasi APB Desi
Di Desa Waru Bara
terdiri dari laporan
keuangan, lagran
realisasi  kegiatan
dan daftar progran
sektoral,  progran
daerah dan prograt
lainnya yang masu

realisasi  kegiatan ke Desa.

dan C. daftal

program  sektoral

program daerah da

program lainnye

yang masuk ke

Desa.

Pasal 71 ayat | Laporan Sesuai| Laporan

Laporan pertanggungjawaba pertanggungjawabal

Pertanggungjawaba
n merupakn bagian
dari laporan
penyelenggaraan

merupakan bagian
dari laporan
penyelenggaraan

Pemerintahan Des

di Desa Waru Barg
merupakan bagian
dari laporan
penyelenggaraan

Pemerintahan Deg akhir tahun Pemerintahan Des
akhir tahun| anggaran. akhir tahun
anggaran. anggaran.

Pasal 72 ayat |Laporan realisas Tidak | Laporan realisas
Laporan dan laporar] Sesuai| dan laporar
sebagaimana pertanggungjawaba pertanggungjawaba
dimaksud pelaksanaan pelaksanaan

diinformasikan
kepada masyaraki
melalui media

APBDes di
Waru Barat
diinformasikan

Des¢
telah

APBDes di
Waru Barat
diinformasikan

Desg
telah

informasi. kepada masyaraki kepada masyaraki
desa, akan tetaj desa, akan tetaf
penyampaian tidal penyampaian tida
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dilakukan  melalui
media informasi,
tetapi penyampaia
dilakukan di dalam
forum laporan
pertanggungjawaba
realisasi anggaral
yang biasanys
dihadiri oleh
perangkat desd
kepala dusun, BPLC

Karang Taruna, da

dilakukan  melalu
media informasi
tetapi penyampaia
dilakukan di dalam
forum laporan
pertarggungjawabar
realisasi anggara
yang biasanyz
dihadiri oleh
perangkat desa
kepala dusun, BPC

Karang Taruna, da

perwakilan dari perwakilan dari

masyarakat desa masyarakat desa
Pasal 72 ayat | Informasi yang Sesuai| Informasi yang
Informasi disampaikan d disampaikan d
sebagaimana dalam forum dalam forum
dimaksud pada ayé laporan laporan

(1) paling sedikit
memuat : a. lapora
realisasi APBDesa;
b. laporan realisag
kegiatan; c. kegiata
yang belum seles:
dan/atau tidak
terlaksana; d. sis

pertanggungjawaba
realisasi anggaran (
Desa Waru Barg

memuat  lapom@an

realisasi APBDesa
laporan realisas
kegiatan, kegiatal

yang belum seles:

pertanggungjawabal
realisasi anggaran (
Desa Waru Bara

memuat  laporan
redisasi APBDesa
laporan realisas
kegiatan, kegiatal

yang belum selesg

anggaran; e. alami dan/atau tidak dan/atau tidak
pengaduan. terlaksana, dan sis terlaksana, dan sis
anggaran. anggaran.
Pasal 73 Format| Format Kode Sesuai| Format Kode
Kode Rekening| Rekening, DPA, Rekening, DPA
Materi Muatan DPPA, RAK Desa, DPPA, RAK Desa
Penyusunan Buku Pembantt Buku Pembanty
Peraturan Kegiatan, Laporat Kegiatan, Laporar
Bupati/Wali  Kota| Perkembangan Perkembangan
tentang Penyusung Pelaksanaan Pelaksanaan
APB Desa, Kegiatan dar Kegiatan darn
Peraturan Des| Anggaran, SPP Anggaran, SPP
tentang APB Desg Laporan Akhir Laporan Akhir
Peraturan  Kepal{ Realisasi Realisasi
Desa tentan( Pelaksanaan Pelaksanaan
Penjabaran APH Kegiatan dar Kegiatan dar
Desa, Pandua| Anggaran, DPAL, Anggaran, DPAL,

Evaluasi Rancanga
Peraturan Des

tentang APB Desg

Buku Kas Umum),
Buku Pembantu Ka
Umum, Kuitansi,

Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kal
Umum, Kuitansi,
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Peraturan Desa
tentang Perubahg
APB Desa,
Peraturan Kepal
Desa tentan(
Penjabaran

Perubahan APE
Desa, DPA, DPPA
RAK Desa, Buku
Pembantu Kegiatar
Laporan
Perkembangan
Pelaksanaan
Kegiatan dar
Anggaran, SPP
Laporan Akhir
Realisasi
Pelaksanaan

Kegiatan dar
Anggalan, DPAL,
Peraturan Des
tentang Perubahg
APB Desa,
Peraturan Kepal
Desa tentan
Perubahan

Penjabaran APE
Desa, Buku Kas

Umum, Buku
Pembantu Kay
Umum, Kuitansi,
Laporan

Pelaksanaan API
Desa Semeste
Pertama, dai
Laporan

Pertanggungjawaba
n tercantum dalan
Lampiran yang
merupakan bagia
tidak  terpisahkar
dari Peraturar
Menteri ini.

Laporan
Pelaksanaan API
Desa Semeste
Pertama, dai
Laporan
Pertanggungjawaba
n sudah sesug
dengan  peratura
perundang
undangan yan(
berlaku.

Laporan
Pelaksanaan AP
Desa Semeste
Pertama, dat
Laporan
Pertanggungjawaba
n sudah sesug
dengan  peratura
perundang
undangan yan
berlaku.

Sumber : Data diolah (2021)
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Dari hasil tabel perbandingan diatas
menunjukkan bahwa penerapan proses
pertanggungjawabanpengelolaan keuangan desa di
Desa Waru Barattidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 20T8mana
laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes di Desa Waru Balmium
diinformasikan kepada masyarakat melalmedia
informasi. Pernyataan ini juga didukung dengan
beberapa kutipan wawancara dengan perwakilan

masyarakat desa sebagai berikut :

fiBelum mbak, masih belum pernah. Hanya itu
mbak biasanya mengenai laporan realisasi
pelaksanaan APBDes itu disampaikanddiam forum
laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan
itu biasanya dihadiri oleh perangkat desa, Kepala
Dusun, BPD, dan laklain mbak Jadi masih banyak
loh dari sebagian masyarakat desa yang belum
mengetahui dari laporan itu mbak. Kaseharusnya
laporan itu setidaknya di umumkan di papan
pengumuman mbak. (Sani Wijaya Kepala Dusun
Tlangi | Rabu 23 September 2020 15:30 Wib_Di
Rumah Bapak Sani Wijaya

AiBel um ad a(MombAakyadi Kepala
Dusun PlalangRabu_14 April 202115:30 Wib_Di
RumahBapak Wahyudi

Laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa
Waru Barat telah diinformasikan kepada masyarakat

desa, akan tetapi penyampaian tidak dilakukan melalui
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media informasi, tetapi penyampaian dilakukan di
dalam forun laporan pertanggungjawaban realisasi
anggaran yang biasanya dihadiri oleh perangkat desa,
kepala dusun, BPD, Karang Taruna, dan perwakilan
dari masyarakat desa, sehingga masih banyak dari
sebagian masyarakat desa yang belum mengetahui
laporan realisasi ah laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil perbandingan pengelolaan
keuangan desa antdPeraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tahun 2018 dengan temuan di Desa Waru
Barat, maka penerapan pengelolaan keuangan desa di
Desa WaruBarat untuk perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan
keuangan desa di Desa Waru Barat telah sesuai dengan
Peraturan Mente Dalam Negeri Nomor 20 tahun

2018.

4.2.2 Pembahasan
Dari hasil analisis tabel perbandingan data diatas, maka
peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan proses

pengelolaan keuangan desa berdasarkeman Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 2@ahun 2018aitu perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru
Barat
Pemerintah Desa Waru Barat dalam proses
perencanaapengelolaan keuangan desangalami keterlamba
dalam menyampaikaRAPBDeskepadaBPD, yaitu di akhir tahun
di Bulan Desember tahun berjalarBedangkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2P48al 32
ayat 3 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjakdal. ini
disebabkan karen@emerintah Desa Waru Barat sangat kewalahan
dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat dalam menyusun
RAPBDes. Dan halitu juga berdampak pada terlambatnya

penyampaian RAPBDes kepada BPD.

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru

Barat

Dalam proses pelaksanagengelolaan keuangan
desa di Desa WarBara, untuk penggunaan biaya tak terduga
tidak perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu karena tidak
direncanakan secara rinci.Jika ada biaya tak terduga, maka
Pemerintah Desa akan menggunakan biaya tak terduga tersebut

dengan menggunakan biaya lainnya, setelah itu dkabah pada
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saat perubahan APBDes dengan menyesuaikan dengan
pengeluaran yang sebenarnyBlal ini tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2P48al 57

ayat 1 Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun
RAB pelaksaaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan

kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa

3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

Waru Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tahun 201®asal 63 ayat,lPenatausahaakeuangan
dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaanSedangkan di Desa Waru Barat untpkoses
penatausahaannyidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan,
akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti
pembantu kaur keuangan dan Sekretaris Didsh.itu dilakukan
guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap
tugas menjadi OperatorisReudes, dan agar adanya keterbukaan
dalam proses penatausahaan pengelolaan keuanganJadishal
ini tidak sesuai dengaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

tahun 2018

4. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru

Barat
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Pada poses pelapran dlam melaksanakan
kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan
keuangandesa di Desa Waru Bardepala Desa menyampaikan
laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati /
Wali Kota melalui CamatHal ini sesuatdenganPeraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 tahun 20fp8sal 68 ayat 1.

Secara teknis proses pelaporan keuangan desa telah
diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2018pasal 68 ayat 2,aporanyang disampaikan oleh Kepala Desa
terdiri dari Bporan pelaksanaan APB Desa, d@poran realisasi
kegiatan. Dimana Kepala DesdVaru Baratmenyusun dporan
dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada Bulan Juli tahun
berjalan. Jadi tal ini sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2@ahun 2018

5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di
Desa Waru Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tahun 2018pada proses pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan dgsasal 72 ayat llaporan realisasi dan
laporan pertaggungjawaban pelaksanaan APB@&sformasikan
kepada magrakat melalui media informasi, baik secara tertulis
ataupun melalui media informasi, misalnya di radio komunitas,

papan pengumuman, dan lain sebagaiSgalangkan di Desa Waru
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Barat Pemerintah Dastidak menyampaikabaporan realisasi dan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada
masyarakat desaelalui media informasi, akaetapi penyampaian
dilakukan di dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi
anggaran yang biasanglinadiri oleh perangkat desa, kepala dusun,

BPD, Karang Taruna, dan perwakilan dari masyarakat desa.

4.2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Islam
Pentingnya dlammengelola keuangasdesadalam
Al-Qur 6an t el addlam iSjAtBagask ash 282
sebagaimana tdirangkan pada bab sebehksebelumnya, bahwa
dalam mengelola keuangandesa memiliki prinsip transparasi
merupakan halyang sangat penting. Transparasimerupakan
keterbukaaratassenuatindakan darkebijakanyangdiambil oleh
pemerintah. Dalam hubungannya dengan islam, konsep

transparas{keterbukaannformasi)telahdiungkapkaroleh Allah

SWT dalamQ.S AlBaqgarahayat 282 berikut :
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Artinya orang-orartg yang beriman,
apabila kamu bermu'amalah tidak secsfanai untuk waktu
yang ditentukan, hendaklaéikamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar. Dan janganlapenulis enggan menuliskannya
sebagaimana&llah mengajarkannyamnaka hendaklah ianenulis,
dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulisitu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpuri daripada hutangnya. Jikayang berhutangitu orang
yang lemah akalnyatau lemah (keadaannyaljtau dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkandenganjujur. Dan persaksikanlatdengan dua
orang saksidari orang-oranglelaki (di antaramu)Jikatak ada
dua orang lelaki, maka(boleh) seorandelaki dan dua orang
perempuandari sakstsaksi yang kamu ridhai, supaya jika
seoranglupa makayang seorangmengingatkannya. Janganlah
sakstsaksi itti enggan (memberketerangan)apabila mereka
dipanggil, danjanganlah kamu jemu menulihutang itu, baik
kecil maupunbesar sampai batas waktu membayarnya. Yang
demikiari itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislamu'amalahmu itu), kecuali jikanu'amalah
itu perdagangartunai yangkamujalankandi antarakamu, maka
tidak adadosabagi kamu, (jika) kamiitidak menulisnya. Dan
persaksikanlatapabila kamu berjuaibeli, danjanganlahpenulis
dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukafyang
demikian),makasesungguhnyaal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu. Darbertakwalahkepads Allah, Allahmengajarmu,
dan Allah Maha Mengetahui segadae s u @unawan, 2014)
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Dari ayat diatas diperoleh bahwa risparasi dalam ranah
pemerintah berkaitandengan keterbukaan pemerintah dalam
membuatkebijakankebijakan, sehinggadapat diketahuidan di
pantau oleh masyarakat. Transparasiakan menciptakan
pemerintahan vyarijersh, akuntabel, efektif, efisien,dan
responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat,
karena transparasisangat diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan kinerja pemerintethadap masyarakat.

Selairi itu, nilai transparassangatmenuntutnilai-
nilai kejujuran atas setiap informasi. Berkaitandengan kejujuran,

dalam AlQur 6 an -ISsirad@ Ayat 35 dinyataka

Ko O (0 SKER 46 1P (B i
-

Arti nya sempuriiaRamlartakaran apabila
kamu menakar, dan timbanglattengari nerace yang benar.
ltulah yang lebih utama (bagimudan| ebi h bai k aki ba
(Gunawan, 2014)

Dari ayat diatas Allah berfirman hendaklah kamu

sempurnakan  takaran apabila kamumenakar dan
janganlak kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk
menambah keuntungsdan kerugiari orang lain, demikian
pulakamu harus berlaku jujur daradil jika menimbangdengan

menggunakameracayang benar.Sikap dan carayang demikian

itu adalahlebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.
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Nilai kejujuran, transparagketerbukaankepadgpublic dapar di
buktikan ataui di nilai dari kecakapan dalanberkomunikasi
agar pihak pihak yang membutuhkannformasi merasa mudah
untuk membaca dan memahami maksud dari isi
pemberi informasi. Karena dengamdanya kontribusi antara
kecakapandan kejujuran berkomunikasi maka informasi yang
disajikan akan cepat dan tepat untuk dimengerti oleh

penggunanya.

Dapat disimpulkan dari dua ayat diatas, bahwa
dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan suatu sikap
berupa jujur, adil, dan transaparansi. Artingamerintah Desa
harus dapat mempertanggungjawabkan atas setiap kinerja atau
tindakan kepada pihghihak yang memiliki hak untuk diminta
keterangan akan pertanggungjawaban dan dapat terbuka dalam
semua informasi di kegiatddegiatan mengenai pengelolaan
keuangan desaDimana sifat jujur dan adil itu merupakan suatu
kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW yaitu Shiddig, Amanah,

Tabligh, dan Fathanah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaalkeuangardesa merupakarkeseluruharkegiatan
yang meliputi perencanaanpelaksanaapenatausahaanpelaporan, dan
pertanggungjawabakeuangardesa.Oleh sebab itu, dietiaptahaparproses
pengelolaarkeuangardesamempunyaberbagaiaturanyangharusdipahami
dan dilaksanakansesuai dengan batasanwaktu yang sudeiditentukan.
SehinggaPemerintalDesaharusmempunyaistrukturorganisasi pengelolaan
keuanganyraiantugas,baganalur, sertakriteria yang menjadi acuan dalam
kegiatarn pengelolaarkeuangasdesa. Selain untuk dapat melaksanakan
pengelolaankeuangandesa denganbaik, makejugaperlu didukung oleh
SDM yang komponen dan berkualitas, serte sisteri dan  prosedur

keuangan yang memadai.

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan mengenai penerapan
pengelolaan keangan desa di Desa Waru BatardasarkanPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 20%8rta analisis yang telah

diuraikan pada bab IV, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di DedBavda
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2018 dimanarancangan Peraturan Desa tentang APB [DiBsapakati

bersama dengan BPD pada bulan Desentbedangkan padBeraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018dijelaskan bahwa
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

. Pada prosesgiaksanan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2018 dimana di Desa WarBara untuk penggunaan biaya tak terduga
tidak perlu dibuatkan RAB terlebih dahulu karena tidak direncanakan
secara rinciMaka berdasarkaReraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 tahun 2018ahap pelaksanan di Desa Waru Baralikatakan tidak
sesuai.

. Pada proses gmatausalemn pengelolaan keuangan desa di Desa Waru
Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
tahun 2018 hal ini dikarenakaruntuk prosespenatausahaannya di Desa
Waru Barattidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi juga
dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti pembantu kaur keuangan
dan Sekretaris Des&edangkan padReraturan Menteri Data Negeri
Nomor 20 tahun 2018dijelaskan bahwapenatausahaan keuangan
dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
Maka berdasarkaReraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tahappenatausalan di Desa Waru Bardikatakan tidak sesuai.

. Pada prosesgtapoan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun

2018 Dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan
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APBDes semester pertama kepada Bupati / Wali Kota melalui Camat.
DimanalLaporan pelaksanaan APB Desa semester perdambasa Waru
Barat disampaikan pada Bulan Juli tahun berjaldaka berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 28b&ppelapoan di
Desa Waru Baratudah dapat dikatakan sesuai.

5. Pada prosegertanggungjawan pengelolaan keuangan desa di Desa
Waru Barat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalarerNEgmor
20 tahun 2018dimanaPemerintah Desa Waru Barat tidak menyampaikan
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
kepada masyarakat desaelalui media informasi.Sedangkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tah0a® dijelaskan bahwa
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis
yang telah diuraikan pada bab IV, kemudian penjelagada bakbab

sebelumnya, peris menyarankan :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali secara detail terkait
dengan penerapan pengelolaan keuangan desa deegatmran Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

2. Diharapkan dapat menggdadibih detail terkait dengan hal apa saja yang
mengadmi perubahan secara menyeluruh, bukan hanya tugas dari

perangkat desa, tetapi juga mencakup semua aspek yang ada didalamnya,
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seperti pengelolaan keuangannya dan pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas.

. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menanyakan lebih luas terkait
masalah apa saja yang ada, bukan hanya dari proses pengelolaan
keuangannya tetapi kesemua tahapan daPeraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 tahun 2018
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LAMPIRAN



Lampiran 1: Transkip Wawancara

Nama Narasumber : Abdussalam Ramli

Jabatan / Tugas

Hari / Tanggal

: Kepala Desa

: Senin, 05 April 2021

Jam : 09:35 Wib
Tempat : Kantor Balai Desa

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 |Apakah  Sekretariji lya mbak benar sekali, untuku Pak | PRN 1
Desa menyusul Hasan selaku Sekretaris Desdalam
RAPBDes menyusun RAPBDes berdasarka
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, itu jug
RKPDesa tahurs esuai dengan hm
berkenaan ? Kasi dan Kaur yang sesuai deng

tupoksinya masingnasing, dan jugi
disertai dengan RKPDesa tah
berikutnya mbak.

2 | Apakah  Sekretarii Hem. iya mbak untuk Sekretaris De; PRN 2
Desa menyampaika menyampaikan APBDes ate
RAPBDes  kepadi RAPBDes kepada Kepala Desa. J
Kepala Desa ? masingmasing Kepala Seksi de

Kepala Urusan itu mengajukg
rancangan yang sesuai den
tupoksinya masingnasing kepad;
Sekretaris Desa, nah setelah itu b
bisa membuat RAPBDes vyan
kemudian diajukan.

3 | Apakah RAPBDeg lya, memang saya selaku Kepala ® PRN 3
dibahas dan itu selalu konfirmasi dengan BPD.
disepakati bersam Minimal dengan Ketua BPDmbak
dengan BPD ? terutama masalah RAPBDes, itu sete

kami susun mbak, sesuai dengan R
dan juga sesuai dengan tupoksir
masingmasing dari Kepala Seksi di
Kepala Urusan, itu untuk RAPBD¢
kami ajukan ke BPD, kemudig
dimusyawarahkan oleh BPD, sem
BPD, sendiri. Keradian setelal
dimusyawarahkan itu BPD min




laporan atau minta pertanggungjawal
dari Pemerintah Desa untuk diremb
Bersama dengan BPD.

Bagaimana prosedt
yang berlaku apabil
RAPBDes tidak
disetujui ?

Hem.. selama saya jadi Kepala De
belum pernah saya yang memb
RAPBDes yang tidak disetujui ol€
BPD. Tetapi jika ada tidak ac
persetujuan, itu kita musyawar;
Bersama, ada perubahan, mungkin
beberapa point dan beberapa item vy,
harus dirubah karenadak disetujui
oleh BPD.

PRN 4

Apakah RAPBDes
yang sudah dibahg
dan disepakat
Bersama BPD
disampaikan kepad
Bupati ?

Betul mbak. Jadi RAPBDe
sebelumnya kami sampaikan ke BI
semuanya, kemudian disidangkan, ¢
disitulah bertemu dengan semua B
dan ketemu satu risalah. Nah setel
ada risalah, itu dimusyawarahki
dengan Pemerintah Desa, kemud
setelah ada kesepakatan ant
Pemerintah Desa dan BPD, maka bg
dikatakan persetujuan BPD, itu bg
kita naikkan ke Bupati lewat Baps
Camat. Nah untuk &arang ini Bapak
Camat itu selaku hem.. Bupati ya
diberi mandat untuk mengevalug
RAPBDes itu sendiri mbak.

PRN 5

Berapa lama Bupa
memberikan hasi
evaluasi RAPBDes 7

Untuk evaluasi RAPBDes, Bupsg
sendiri itu cuman mengesahkan mb
Jadi ya Pak Camat selaku Kepa
Wilayah  Kecamatan, itu aks
mengevaluasi semua RAPBDes ye
dibuat oleh Pemerintah Desa ya
sudah mendapat persetujuan BF
kemudi an ituédi anm
oleh Bapak Bupati.

PRNG6

Berapa lama Camz
menetapkan has
evaluasi ?

He mé unt uk B a j
menyampaikan hasil evaluasi, |
setelah ada penelitian dan konfirm
dari Pemerintah Desa, setelah di iya |
itu baru dikirim ke Bapak Bupat
Hem.. biasanmya cepat kok mbak, n(
sampek 15 hari.

PRN 7

Apabila Camat
menyampaikan has

evaluasi RAPBDe{

Ah untuk Bapak Camat, etelah
mengevaluasi RAPBDes ke Pemerin

Desa, itu ada konfirmasi dari P;

PRN 8




kepada Kepala Des
berapa lama Kepal
Desa melakuka
penyempurnaan

kembali RAPBDes ?

Camat pada Pemerintah  Dej
Kemudian Kepala Desa memberik
konfirmasi kepada semua Kasi d
Kaur untuk dipelajari lagi, kemudia
disesuaikan dengaapa yang menjac
tugas pokok da fungsinya masing
masing, sehingga ada persetujuan |
BPD, dan kemudian di evaluasi ol
Bapak Camat kembali. Dan biasar
ndak sampek 10 hari kok mbak, k
ngadain rapatembali.

9 |Bagaimana tindal Eeh.. untuk Pemerintah Desa, set¢ PRN 9
lanjut Camat apabili Bapak Camat untuk menindaklanjy
Kepala Desa tidal segera menindaklanjuti, itu dg
menindaklanjuti hasi Pemerintah Desa sendiri  segq
evluasi RAPBDeg menindaklanjuti apa yang menja
sampai bataj saran dan pesan dari Bapak Can
waktunya ? sehingga dievaluasi sesuai deng

peraturan yang ada, kemudian di ¢
kan oleh Bupati. Semisal Kepala Dg
berhalangan ya untuk menindaklanj
hasil evaluasi tapi tetap menetapk
Perdes itumaka ya peraturan itu nar
batal ya mbak, kita mengikuti peratur
yang sudah ada.

10 | Jika Peraturan Deg Untuk selama saya menjadi Kepi PRN 10
batal, apakah hal it| Desa, itu untuk €raturan Desa tetg
akan menyataka| berlaku mbak, sesuai dengan aturan
berlakunya pagl peraturan yang berlaku, karena
APBDes tahun peraturan desa ada yang membuat ti
anggaran sebelumny hanya Kepala Desa sendiri, itu k
? mendapat persetujuan dari BPD, c

merupakan usulan dari mastngasing
Kepala Urusan daKepala Seksi.

11 | Bagaimana  prose Untuk perencanaan APBDes, hel PRN 11
perencanaan saya selaku Kepala Dej
APBDes di Desé mengumpulkan semua Kasi dan Kz

Waru Barat ?

untuk mengajukan itu hem.. renca
pembangunan sesuai dengan tupoksi
masingmasing, sehingga nanti Kkai
Kepala Desa tinggal koordinasi deng
Bapak Sekretaris Desa dan memb
RAPBDes.




2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Berasal dari man; Untuk penerimaan di Desa Waru Bar PLK 1
saja penerimaan dg itu terdiri dari yang pertama PAD, if
pengeluaran  Des anggaran desa asli, kemudian ye
Waru Barat ? kedua DD, itu dana desa, itu ya

terdiri dari atau berasal dari pus
kemudian ADD dari Kabupatel
kemudian hem.. pengembalian pa
dan retribsi dari Kabupaten, dan lair
lain yang sah. Untuk pengeluaran,
sesuai dengan tupoksinya dari masi
masing Kepala Urusan dan Kep:
Seksi, utamanya pembangun
kemasyarakatan dan pembanguil
infrastruktur di Desa Waru Barat. Jg
ya semuanya penerimaaitu sudah
tertera ya mbak di dalam Peratui
Desa.

2 | Apakah semug Hem.. iya mbak. Untuk penerimaan| PLK 2
penerimaan da| desaitu semuanya itu melalui transfer;
pengeluaran ka| mbak. Kecuali PAD, itu baildari DD,
desa dilakukan ADD, maupun pengembalian pajak d
melalui rekening ka{ retribusi dari Kabupaten Pamekasan,
desa? melalui rekening semua. Kemudi

untuk pengambilan itu harus diser
dengan SPP dan RAB.

3 | Apakah bukti| lya mbak itu mesti. Jadi ya setiap 8 PLK 3
penerimaan desa dq penerimaan dan pengeluaran di d¢
pengeluaran des harus disertai dengan bukti ya|
dilengkapi dengai lengkap dan sah mbak.
bukti yang lengkay
dan sah ?

4 | Berupa apa saj| Hem.. untuk bukti yang sah seba( PLK 4
bukti yang lengkag pengeluarandari desa, itu kalau kit
dan sah ? berbelanja, itu akan mendapatk

kwitansi atau nota. Kemudian kalua k
mengumpulkan orang atau masyara
dalam suatu rapat, itu kita har
mempunyai daftahadir, lalu kita jugg
harus mempunyai nota catering, dan
harus ada bukti dari nota catering mb
karena dari masingasing pengeluara
itu ada nominalnya atau pagunya mbg

5 | Bagaimana Untuk pendanaan, itu dari masin PLK5

mekanisme masing pelaksana kegiatan, memb




pengjuan
pendanaan ole

Pelaksana Kegiata
I)

Rencana Anggaran Belanja atau R/
dan SPP, kemudian diverifikasi ol
Sekretaris Desa dan di sah kan @
Kepala Desa.

Apakah SPP bole

6 Untuk SPP itu kami serahkan PLK 6
dilakukan sebelun kemudian kami mendapatkan barg
barang dan jas|yang sesuai dengan SPP, ber
dierima ? harganya, berapa barangnya, itu i

surat penerimaan tersendiri dan ¢
kwitansinya. ~ Nah  kalau  untu
barangnya itu sudah diatur ya mbakla
banyak sekali itu.

7 | Pengajuan Surg Untuk permintaan surat pembayaran| PLK 7
Permintaan berupa itu mbak RAB dan SPP mbak.
Pembayaran (SPF
berupa apa saja ?

8 | Apabila pelaksan{ Untuk Sekretaris Desa, setelah d PLK 8
kegiatan masingmasing kegiatan itu, Sekretal
mengajukan  SPF Desa mempunyai kewajiban unt
apa yang dilakukaj verifikasi atau mencocokkan kebenali
oleh Sekretaris Deg dari kegiatan itu sendiri.

"

9 | Kapan Kaurl Hem.. untuk Kaur Keuangan itu bif PLK 9
Keuangan membayarkan kepada kegiatan
melakukan setel ah ada tand
pembayaran atg yang pertama dari masigasing
Surat Permintaa| kegiatan, kemudian oleh Sekretq
Pembayaran (SPP)7 Desa di verfikasi, lalu disah kan ol

Kepala Desa, lalu setelah itu ke Kg
Keuangan mbak.

10 | Bagaimana prosedy Hem.. kahu mungkin terjadi anggara] PLK 10
yang berlaku, jikg tak terduga, karena di Undatindang
ada biaya yang ta itu anggaran tak terduga hanyalah un
terduga saa kebencanaan, khusus. Kemudian (
melakukan masingmasing Kepala Seks
kegiatan? barangkali ada perubahan itu ak

dirubah nanti sesuai dengan kebutuhg

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Siapa saja pihakihak| lya untuk pihakpihak yang terliba] PNT 1
yang terlibat dalan dalam penatausahaan dalam APBI
penatausahaan itu ada semua Kasi, Sekretaris De
APBDes ? Kepala Desa, dan termasuk Ke

Keuangan Desa, itu dan disetujui ol




BPD. Seperti itu mbakitu dilakukan
agar dapat meringankan tugas ¢
Kaur Keuangan gng juga merangka
tugas menjadi Operator Siskeuc
mbak dan agar ada keterbukagitu
loh mbakdalam proses penatausahg
pengelolaan keuangan desa

penyusunan lapora
realisasi APBDes ?

setiap tahun diadakan oleh Ka
Keuangan kita, itu adalah sesuai den
pengeluaran dari masifgasing Kepalg
Seksi dan Kepala Urusan, kemud
kita buat rekapitulasi yang aka
disampaikan kepada BPD, kemudia
dikirim ke Bapak Bupati lewat Bapa

2 Kapan Kaur Keuanga| Kaur Keuangan melaporkg PNT 2
melaporkan pertanggungjawaban keuang
pertanggungjawaban | k,epada Kepala Desa itu diadak
keuangan kepad setiap akhir bulan paling lamb
Kepala Desa ? tanggal 10 bulan berikutnyiepada

Kepala Desanengenai pencatataya
mbak itu setiap bulannya dilakuka
oleh Kaur Keuangan.

3 | Dokumen apa saj Kalau itu sesuai dengan tugasrn PNT 3
yang digunakan Kau mbak, itu menggunakan bukBKU
Keuangan dalan atau Buku Kas umum, kemudian Bu
melakukan Pembantu, kemudian Buku Pemba
penatausahaan Pajak, dan kemudian untuk rekeni
keuangan ? desambak.

4 | Apakah bukti transakg Hem.. baik untuk transak{ PNT 4
penerimaan da| pengeluaran dan penerimaan, khu
pengeluaran untuk transaksi pengeluaran
diarsipkan oleh Kaul memang diarsipkan oleh Pemerint
Keuangan ? Desa khususnya Kaur Keuangan. T

untuk  pendmaan, Kkarena it
kebanyakan dari DD, ADD, maupt
pengembalian pajak dan retribusi,
adalah transfer yang berada di BF
maka kami tidak atau tidak ada ar:
untuk  penerimaan. Tapi unty
pengeluaran, memang saya arsip
mbak.

4. PelaporanPengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Bagaimana prose Untuk penyusunan proses APBDig | PLP 1




Camat

2 | Disampaikan kepad Untuk laporan APBDes disampaiky PLP 2
siapa saja lapora kepada BPD Desa Waru Barat g
realisasi  APBDeg Bapak Camat, kemudian Bapak Bup
disampaikan ? juga lewat Camat. Dan juga di

sampaikan ke  perwakilan  ds
masyarakat di farm tertentu.

3 |Apa saja laporal Hem.. yang kani laporkan dalani PLP 3
yang terdapatlalam| APBDes itu adalah semua kegiat
realisasi APBDes ? | yang dilaksanakan oleh masintasing

Kepala Seksi dan Kepala Urus
dibidang pemerintahan maup
dibidang kemasyarakatan.

5. PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Bagaimana prosg Untuk laporan pertanggungjawaba PTJ 1
pertanggungjawaban | itu  dilaksanakan pada menuru
pelaksanaan APBDe peraturan akhir tahun, kepada Bug
di Desa Waru Barat ?| lewat Camat, dan setelah itu Ki

musyawarahkan dengan BPD.

2 | Terdiri dari apa saja ig Isi laporan realisasi APBDes itu terd PTJ 2
laporan dari semua kegiatan yang dilaksanal
pertanggungjawaban | oleh Kepala Seksi dan Kepala Urus;
realisasi APBDes ? | kemudian dilaporkan ke Bupati lew

Camat di setiapsetahun sekali goa
akhir tahun, iya itu ditetapkadengan
peraturan desa ya mbak, kemud
untuk laporan pertanggungjawabiin
dilampiri dengan laporan keuanga
yangterdiri atas laporan realisasi AF
Desa dan itu mbakatatan atas lapore
keuangan. Trus laporan realissi
kegiatan dan itu lagidaftar program
sektoral, dan daerah dan prograf
lainnya yang pokoknya masuk ke
Desa lya semuanya itu telah diat
oleh peraturan Bupati mbak

3 | Apakah  Pemerintal Hem.. Itu biasanya di sampaikan | PTJ 3
Desa sudat rapat laporan pertanggungjawab
menyampaikan realisasi anggaran mbalDan yang
laporan realisas disampaikan di forum itu ya itu mbg

pelaksanaan APBDe
melalui media tertent

terdiri dari laporan realisasi kegiata

laporan realisasi APBDesa, dan s




?

anggaran.Kalau lewat media belur
mbak.

4 | Apa saja media yan
digunakan untuk
menyampaikan

laporan realisas

APBDes ?

Untuk sampai saat ini belum a
mbak, baik papanmpengumuman ity
belum ada. Akan tetapi insyaall
nanti di tahurtahun berikutnya aka

kami adakan mbak.

PTJ 4

Sumber : Data diolah (2021)




Nama Narasumber
Jabatan / Tugas

Hari / Tanggal

: Moh Hasan, S.Pd
. Sekretaris Desa

. Sdasa, 06 April 2021

Jam : 08:45 Wib
Tempat . Kantor Balai Desa

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Apakah  Sekretari{ lya jelas itu mbak saya sebagi PRN 1
Desa menyusul Sekretaris menyusun dari RPIJM K
RAPBDes ambil, dari RPJM kitajabarkan buat
berdasarkan jadi RKPDes habis itu kita tuangka
RKPDesa tahur ke APBDes, seperti itu. Pokokny
berkenaan ? untuk APBDes itu dirancang sesus

RKPDes,dan RKPDes itu kita susul
bareng Lembaga desa dannsur
masyarakat, ada Kepala Dusun, LPVM
Karang Taruna, PKK, dan tokoh agal
juga mbak.

2 | Apakah  Sekretarii Oh iya mbak. Pastinya say PRN?2
Desa menyampaika menyampaikan ke Kepala Desa mba
RAPBDes kepad:

Kepala Desa ?

3 | Apakah RAPBDeq Kalau itu pasti iya. Jadi setel§ PRN 3
dibahas dan Musrenbangdes kitausun RAPBDej
disepakati bersam nya, disitu kita serahkan ke BPD. Di
dengan BPD ? BPD nanti kita di

pengeluaran ini buat agaa ? 0,
ada diskusi disitu mbak. Kalau dz
pihak BPD udah setuju, nanti d
ngasih SK atau Surat Keputusan bat
sudah disetujuiNah baru kita bentu
APBDes nya dan ditanda tangani ol
Kepala Desa, seperti ithan kitabaru
selesai bikin RAPBDes yang disahk|
BPD dan dapat SK BPD itu bulal
Desember mbak Kita mengalami
keterlambatan karena kitkewalahan
dalam melaksanakan ketaa mbak
sehingga terlambat dalam menyus
RAPBDes.
4 | Bagaimana prosedy Sementara belum pernah. Nam PRN 4




yang berlaku apabil

kalaupun terjadi, pasti ada evalui

RAPBDes tidakl terlebih dahulu mbak.
disetujui ?
Apakah RAPBDes| lya melalui Camat, jadi itu waktuny PRN5
yang sudah dibahg kemarin cunan selang 1 hari aja mba
dan disepakat jadi langsung kita sampaikan. Jd
Bersama BPD| prosesnya itu setelah nanti da]
disampaikan kepad persetujuan BPD, kita ajukarke
Bupati ? Kecamatan, nanti dari Camat dikorek
kira-kira disetujui apa enggak. Ketik
sudah, kita susun lagi tuh yang uc
disetujui sama Camat, baru diserahl
ke Bupati lewat PMD. PMD itu dina
Pemberdayaan  Masyarakat  De
seperti itu, melalui Camat ke Bupati
Berapa lama Bupa] Sekarang itu yang mengevalyasalah| PRN 6
memberikan hasi Camat mbak bukan Bupati. Bup:
evaluasi RAPBDes 7 hanya mengesahkan saja, seperti
Tapi ya kalausemisal Bupati tidak
memberikan hasil evaluasi, ya berg
peraturan itu berlaku dengan sendirir
mbak, sudah tidak ada yang perlu
evaluasi lagi, karena kan udi
dievaluasi samadpakCamat mbak.
Berapa lama Camg Biasany 14 hari mbak, 14 hari dg PRN 7
menetapkan has| kita menyerahkan, seperti itu mbak.
evaluasi ?
Apabila Camal Kalau disini saya belum perng PRN 8
menyampaikan has| mengalami kayak gitu mbak. Ja
evaluasi RAPBDe¢ kemarin kita ngajuintinggal nunggu
kepada Kepala Des{ dapat nomor SK Camakita ajukan.
berapa lama Kepal Tapi kalau di Permendagri 20 hg
Desa melakukal kalau enggak salah ya, tapi saya bel
penyempurnaan pernah mengalami kayak gitu mbe
kembali RAPBDes ?| Tapi biasanya langsung disetujui k
heheté paling cur
mi sal kan AT ni
pengel uaran s e iar
j el askan, terus
gitu.. jadi gak pernah dikembaliin lag
enggak pernah mbak.
Bagaimana  tindal Belum pernah mbak Kepal@esa tidak PRN 9

lanjut Camat apabil
Kepala Desa tidal
menindaklanjuti hasi

evluasi RAPBDes

menindaklanjuti hasil evaluasi dg
Camat, mesti kalau ada yang pe
dievaluasi, langsung kita rapat mbg

seperti itu.




sampai bata:
waktunya ?
10 | Jika Peraturan Deg Oh kdau pembatalan itu, nan PRN 10
batal, apakah hal it| peraturan des itu ya akan dicabu
akan menyataka] mbak sama Kepala Desa tetapi itu ju
berlakunya pagl bersama BPD yambak jadi pakai
APBDes tahun APBDes tahun sebelumnya. Tapi dis
anggaran sebelumny alhamdulillahpasti disetujui walaupul
? ada beberapa revisi sedikit, kayak g
mbak.. yakalau pun harus batal, ya ki
mengikuti  peraturan  trus  untt
pengeluarannya, ya cuman unt
operasional Pemerintah ,&a sajg
mbak, seperti itu.
11 | Bagaimana  prose Kalau prosesnya kita minta Kasie d PRN 11

perencanaan APBDe
di Desa Waru Barat |

Kaur. Jadi masingnasing Kasie dal
Kaur nanti mereka merencakan ga
aja kegiatannya, merelk
menyampaikan RAB nya, seperti it
Habis itu nanti saya sharing bagaimg
kira-kira dana ini, cukup enggak bu
mengalokasikan semua kegiatan |
Kalau enggak, nanti kita diskusike
|l agi ABapak i n
misalnya kagk gitu. Disitu nanti kitg
ada Musdes, Musrenbangdes, |
disitu kita melibatkan Kepala Dusu
Karang Taruna, BPD, dan perwakil;
dari masyarakat, seperti itdadi nanti
kalau RAPBDes sudah selesai, K
share ke masyarakat, jadi sepertj gt
jadi sepeti ini RKP kita, masih mau
ada perubahan apa enggak ? k4
enggak, kita APBDes kan, seperti

mbak.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
No ,Pertanyaan Jawaban Kode
1 | Berasal dari man{ Kalau penerimaan itu, transfgansfer] PLK 1
saja penerimaan de sama PAD. Transfer itu ada dana de
pengelyaran Deség alokasi dana desalabis itu nanti adz

Waru Barat ?

pengeluaran pengeluarannya itu terdi
dari 4 penyelenggaran pementahan
desa pelaksanaarpembangunandesa
pembinaan  kemasyarakatan, s3g




pemberdayaan, perti itu mbak.

Apakah semud lya mbak benar. Semua penerimaan | PLK 2
penerimaan da| pengeluaran dari rekening kas d¢
pengeluaran kal mbak, terus ada pengesahan dari Ke
desa dilakukan Desa dan Sekretaris Desa, baru |
melalui rekening ka{ dicairkan oleh Kaur Keuangarseperti
desa? itu mbak.
Apakah bukti| lya mbak tentu benar. Jadi harus ¢ PLK 3
penerimaan des bukti yang lengkap dan sah, baik unt
dan pengeluara] penerimaan dan pengeluaran desa ml
desa dilengkap
dengan bukti yan(
lengkap dan sah ?
Berupa apa sajHem kalau pengeluaran itu nal PLK 4
bukti yang lengkap buktinya ada kwitansi, masingasing
dan sah ? tergantung pengeluarannya itu a
misalkan buat konsumsi, itu bera
harus ada undangannya, terus da
hadir, sama nota konsumsi. Kal
misalkan beli belanja baradzarang ya
itu tinggal ada nota mbak.
Bagaimana Kalau Tim Pelaksana Kegiatan itu ki PLK5
mekanisme dibentuk sama Tim Pelaksana Kegia]
pengajuan masingmasing kegiatan tadi, jadi y
pendanaan ole| lewat, misalkan saya Kasi
Pelaksana Kegiata Kesejahteraan, saya pengen ban
? jalan di Dusun A, saya masuk ke T
Pelaksana Kegiatan kan mbak, nah n
lewat saya itulah uang itu bisa turd
Jadi saya yang ada di Tim Pelaksg
Kegiatan bikin RAB dan SPP. Kayg
tadi, SPP diverikasi Sekretaris Des
dan disetujui oleh Kepala Desa, d
dicairkan oleh,Kaur Keuangan, sepet
itu mbak.
Apakah SPP bole| Kalau kita ada 2 tipe SPP mbak, S| PLK 6
dilakukan sebelun Panjar dan SPP Definitif. Kalau SF
barang dan jas| Panjar itu uang keluar terlebih daht
dierima ? baru ada barang atau kegiatan dan [
dibuatkan SPJ dan SPPnya, dan Kka
satunya SPP Definitif itu ada kegiat
dan barang dulu baru dibuat SPJ
SPP nya ya mbak.
Pengajuan Surg Hem.. Surat Permintaan Pembayaran PLK 7
Permintaan harus ada bukti transaksinyabak itu
Pembayaran (3B |pasti mbak, trus ada lapor;




berupa apa saja ?

pertanggungjawaban jugaerus RAB
nya juga, seperti itu mbak. Oh ya sa
itu lagi mbak bukti penerimaa
barang/jasa di tempat,ad pernyataal
tanggung jawab belanja.

8 | Apabila pelaksan{ Sekretaris itu nanti melakukan verifikg PLK 8
kegiatan mbak. Kalau verifikasi itu ngelihat, kirg
mengajukan  SPF kira barangnya yang mau dibeli i
apa yang dilakukal kayek apa terus dilihat RAB nya
oleh Sekretaris Des pokoknya kelengkapan itu dilihg
? kemudian lihat RAB, misalkan beliny

berapa volumenygper item tuh berap
harganya, pasti kita lihat. Tapi biasan
kita langsung setuju karena SPP itu |
sama dengan RAB yang diajukan kat
mengajukan APBDes yang lalu, kay
gitu.

9 | Kapan Kaur| Ya kalau sudah ada persetujuan ¢ PLK9
Keuangan Kepala Desa dan sudah diverifikasi o
melakukan Sekretaris Desa mbakKalau Kaur
pembayaran atg Keuangan menyimpan uang unt
Surat  Permintaal kebutuhan operasional itu tentu bo
Pembayaran (SPP)| sekali mbak, asal jumlahnya tid:

melebihi 20 juta, iya mbak gitu.. he
terus ya itu kan dari peraturannya sa
tidak boleh melebihi 20 juta mbak, tg
lupa ya peraturannya nomor berg
soalnya kami cumn ngikutin saran datr
Kabupaten sama Inspektorat mbak.
kalau itu ya Kaur Keuanga
menyetorkan pajak lewat KPP Prata
mbak, sepdritu.

10 | Bagaimana prosed{ Yah ada, kadang ada biaya tak terd| PLK 10
yang berlaku, jikg gitu mbak. Ketika ada, nanti kit
ada biaya yang ta mungkin pakai dulu dengan biaya ya
terduga sad lainnya, habis itu nanti di perubah
melakukan APBDes Bulan Juli kita ubah sesu
kegiatan? dengan pengeluaran yang aslieperti

itu mbak.
3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
No Pertanyaan Jawaban Kode
1 | Siapa saja pihakihak| Kalau yang berperan, hem.. saya t¢ PNT 1

yang terlibat
penatausahaan

dalan

pembantu Kaur Keuangan dan Kg
Keuangan yang juga berperan sebeé




APBDes ?

operator siskeudes. Dan sebenar
pelaksana kegiatan pun juga ik
penatausahaanakena dia nanti hary
memberikan LPJ kan, seperti itu
mbak.

2 | Kapan Kaur Keuanga| Sebulan sekali ya mbak. Cum| PNT 2
melaporkan sementara ya, cuman kadakepang
pertanggungjawaban | mungkin enggak, enggak resmi s
keuangan kepadseper ti nPak, ua
Kepala Desa ? enggak terlalu resmi. Ya cuman ya

penting Kepala Desa tau uangnya
buat apa aja, yang penting a
keterbukaan uang sih mbak kalau Ki

3 | Dokumen apa saj Biasanya SPP itu mbak, SPP, ng PNT 3
yang digunakan Kau terus bukti pengeluarannya itu
Keuangan dalan
melakukan
penatasahaan
keuangan ?

4 | Apakah bukti transakq lya mbak, itu pasti diarsipkan sarj PNT 4
penerimaan da| Kaur Keuangan.
pengeluaran
diarsipkan oleh Kau
Keuangan ?

4. PelaporanPengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Bagaimana proseg Itu LPJ atau LRA ? kalau eh lapor{ PLP 1
penyusunan lapora kan ada 2 mbak, LPJ sama LRA. N
realisasi APBDes ? | kalau LRA itu nanti disesuaikan deng

pengeluaran masiAgasing Kasie da
Kaur, kayak gitu. Habis menyust
LRA, baru kita bikin LPJ, bentukny
Perdes, seperti itu. LPJ tingg
pelaksana kegiatan desa, nyetorin 1
nya ke Kaur Keuangan, habis itu
input ke siskeudes, udah. Itu na
terus, biasaita sidang ke BPD dulu
gitu mhak.
2 | Disampaikan kepad Kalau sementara kita baru ke BP PLP 2

siapa saja lapora
realisasi APBDes
disampaikan ?

Camat, Bupati, kayak gitu. Dan
perwakilan dari rasyarakat yang
biasanya kita sampaikan melalui fort
rapat  mbak biasanya cuman




sebenarnya kan kalau laporan kay
gitu harus dimuat di media mas
media cetak ya, cuman kita bely
selesai. Nanti masyarakat bisa liat
media massa mbak.

3 | Apa saja laporal Hem.. itu ada laporan realisasi seme{ PLP 3
yang terdapat dalaq pertama dan semester akhir tal
realisasi APBDes ? | mbak. Kalau yang laporasemeste

pertama itu berupa laporan realis
kegiatan dan laporan pelaksang
APBDes mbak gitu mbak. Kalau
laporan  pelaksanaan APB De
semester pertamami sampaikapada
Bulan Juli tahun berjalammbak, trus
untuk laporan yang laporan semes
akhir tahunitu kami sampaikan pad
Bulan Desember di akhir tahun
mbak Seperti itu mbak.

5. PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Bagaimana prose Yah itu tadi mbak, tinggal masin¢ PTJ 1
pertanggungjawaban | masing PJ kegiatan, lapor LPJn
pelaksanaan APBDe€ mereka, di input ke siskeudes tr
di Desa Waru Barat ?| narti kita sidangkan ke BPD, serahk

Camat, bikin perdes, maju |
Kabupaten.

2 | Terdiri dari apa saja ig Isinya itu ada pendapata, PTJ 2
laporan pengeluaran, sama pembiayaan m
pertanggungjawaban | kalau laporan pertanggungjawab
realisasi APBDes ? | realisasi mbak, seperti itu.

3 | Apakah  Pemerintal lya itu mbak. Biasanya pnyampaiarn PTJ 3
Desa sudal itu dilakukan diitu mbak namany;
menyampaikan forum rapat laporan
laporan realisas pertanggungjawaban realisé

pelaksanaan APBDe

melalui media tertent
?

anggaran yang dihadiri oleh perang
desa, kepala dusun, BPD, Kara
Taruna, sama itu perwakilan dari
masyarakat desantuk Informasinya
yang disampd&an di forum itu ya itu
mbak memuat laporan realisa
kegiatan, laporan realisasi APBDes
sisa anggaran, dan itu lagi kegiai
yang belum terlaksana mbak.




4 | Apa saja media yan| Kalau lewat mdia tertentu beluni PTJ 4
digunakan untuk mbak, belum kami lakukan.
menyampaikan
laporan realisas
APBDes ?

Sumber : Data diolah (2021)



Nama Narasumber

Jabatan / Tugas

: Moh Efendi

: Kaur Keuangan

Hari / Tanggal : Kamis, 08 April 2021
Jam :11:30 Wib
Tempat . Kantor Kecamatan Waru

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Apakah  Sekretari{ lya mbak he. Itu pasti Sekretaj PRN 1
Desa menyusul menyusun berdasarkan RKPDes tal
RAPBDes berkenaan.
berdasarkan
RKPDesa tahui
berkenaan ?

2 | Apakah  Sekretarii Oh iya mbak. Sekretaris De{ PRN 2
Desa menyampaika menyampaikan RAPBDes kepa
RAPBDes kepad{ Kepala Desa itu.

Kepala Desa ?

3 | Apakah RAPBDes lya mbak itu pasti. Setelah sud| PRN 3
dibahas dan disusun RAPBDes nya, nanti dibay
disepakati bersam ke BPD untuk disidangkaoleh BPD
dengan BPD ? mbak dan kemudian di evaluasi ol¢

Pemerintah Desa Kembali.

4 | Bagaimana prosedy Setahu saya belupernah kalau tidal PRN 4
yang berlaku apabil| disetujui mbak.
RAPBDes tidak
disetujui ?

5 | Apakah RAPBDes| Bener mbak, jadi nanti setelf PRN5
yang sudah dibahg RAPBDes sudah disepakati deng
dan disepakat BPD, nanti kita bawa ke Bupati melal
Bersama BPD| Camat, gitunbak.
disampaikan kepad
Bupati ?

6 | Berapa lama Bupaj Kalau sekarang yang evaluasi ma] PRN 6
memberikan hasi Camat loh mbak, bukan Bupa
evaluasi RAPBDes 7 Sekarang Bupati cuman mengesah

saja.

7 | Berapa lama Camg Biasanya cepet kokmbak. Enggak PRN 7
menetapkan has| sampek setengah bulan, gitu mbak.
evaluasi ?

8 | Apabila Camal Biasanya cepet ya mbak, kalau § PRN 8




menyampaikan has
evaluasi RAPBDej
kepada Kepala Des;
berapa lama Kepal
Desa melakukal
penyempurnaan

kembali RAPBDes ?

yang perlu di evaluasi, ya langsu
biasanya rapat kembali dengan Ka
dan Kaur, gitu mbak.

Bagaimana  tindal
lanjut Camat apaubil;
Kepala Desa tidal
menindaklanjuti hasi
evluasi RAPBDe¢
sampai bata;
waktunya ?

Biasanya kita langsung tindaklanjut
mbak kalau ada yang perlu diperbai

iya.

PRN 9

10

Jika Peraturan Deg
batal, apakah hal it
akan menyatakal
berlakunya pagt
APBDes tahun

anggaran sebelumny
2

lya mbak. Jadi berlaku APBDes tah
anggaran sebelumnya, seperti itu. T
untuk pengeluarannya, ya cuman un
operasional Pemerintah Desa s
mbak, seperti itu. Hem.. unty
pembatalan itu,nanti Perdes itu yi
akan dicabut mbak sama Kepala D
tapi itu juga Bersama BPD ya mbe
Kayak gitu.

PRN 10

11

Bagaimana  prose
perencanaan APBDe
di Desa Waru Barat

Kalau proses perencanaan itu, perte
itu, ada musyawaralilesa. Itu yang
terlibat itu ada BPD, perangkat def
nanti dari pihak masyarakat itu dé
LPMD, Karang Taruna,dan kadus
Jadi nanti biasanya kan pas akhir tal
itu pas Bulan November, Desember
dilaksanakan musyawarah desa

untuk membahas APBDes.

PRN 11

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Berasal dari man
saja penerimaan dg
pengeluaran  Des
Waru Barat ?

Kalau untuk penerimaan, itu didag
dari Pendapatan Asli Desa atau PA
Terus sama pendapatan transfer itu

dana desa, bagi hasil pajak dan alol
dana desa, itu yang pendapatan ml
Terus untuk pengeluarannya itu g
belanja. Belanja itu ada belar
pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja modal.

PLK 1

Apakah semug

Oh iya mbak, itu semua dari rekeni

PLK 2




penerimaan da
pengeluaran kal
desa dilakukar

melalui rekening ka
desa?

kas desa mbak.

Apakah bukti| lya mbak harus. Jadi harus ada by PLK 3
penerimaan desa d¢ yang lengkap dan sah, seperti nota &
pengeluaran deq kwitansi, daftar hadjr nota konsumsi
dilengkapi dengar dan lainnyasepertu itu mbak.
bukti yang lengkag
dan sah ?
Berupa apa saj| Misalnya itu nota belanja, no| PLK 4
bukti yang lengkap konsumsi, daftar hadir saat rapat, ¢
dan sah ? lain-lainnya mbak.
Bagaimana Hem. jadi dari tim pelaksana kegiaty PLK 5
mekanisme tadi mengajukan SPP berdasarkan R
pengajuan yang harus disetujui oleh Kepala De
pendanaan ole| diverifikasi oleh Sekretaris Desa, d
Pelaksana Kegiata baru bisa dicairkan dana nya oleh Kz
? Keuangan mbak Jadi ya setiap
pelaksanaan kegiatamggarangaritim
pelaksana kegiatan mengajukan §
yang sama dengan yang ada di da
DPA
Apakah SPP bole| Kita itu ada 2 jenis SPP mbak, dan b PLK 6
dilakukan sebelun dipakai keduanya. Ada SPP Panjar (
barang dan jas| SPP Definitif. Kalau pengajuan SP
dierima ? Definitif itu disertai dengan buktukti
transaksi, LPJ, dan lainnya itu na
kalau udah definiti Terus kalau yan
Panjar itu belum ada bukti, Cun
maksimal 2 minggu, itu nanti bukt
bukti tadi dan laporannya itu masuk
saya, begitu mbak.
Pengajuan Surg Untuk pengajuan SPP, itu adaukti| PLK7
Permintaan penerimaan barang/jasatdmpat, terus
Pembayaran (SPF ada pernyataan tanggung jawab bela
berupa apa saja ? | sama SPP itu mbak.
Apabila pelaksang Sekretaris Desa akan memverifiki PLK 8
kegiatan SPP itu mbak, udah sesuai a
mengajukan  SPF belum,udah lengakap loen, gitu mbak.
apa yang dilakuka
oleh Sekretaris Des
"
Kapan Kaur| Setelah disetujui Kepala Desa d PLK9

Keuangan

sudah diverifikasi Sekretaris De




melakukan

pembayaran ata
Surat Permintaa
Pembayaran (SPP)’

mbak. Nah baru nanti Kaur Keuang
membuat pencatatan pengeluaran u
itu mbak, iya seperti itu.

10 | Bagaimana prosedy Biasanya sih akan dipakai kan dana ¢ PLK 10
yang berlaku, jikg uang yang lain, baru nanti a
ada biaya yang ta perubahan mbalBegitu.
terduga saa
melakukan
kegiatan?

3. PenatausahaarPengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Siapa saja pihakihak| Kalau pihakpihak yang terlibat itu y¢ PNT 1
yang terlibat dalan yang pasti Kaur Keuangan mbeé
penatausahaan Nanti dibantu, saya kan pun
APBDes ? pembantu Kaur Keuangan. Dalsini

saya juga merangkap jadi opera
siskeudes mbak, dan ada lagi sa
Sekretaris Desa. Jadi saya, pembeg
Kaur Keuangan dan Beetaris Desg
yang terlibat dalam petausahaan.

2 Kapan Kaur Keuanga Hem.kalau kaur keuangan melapork] PNT 2
melaporkan pertanggungjawaban itu kepa
pertanggungjawaban | Sekretaris Desa tiap satu bulan sel
keuangan kepad mbak, jadi maksimal tanggal 10 bul
Kepala Desa ? berikutnya, setelah itu disampark

kepada Kepala Desa unti
mendapatkan persetujuaritu nanti
disertai dengan BKU, BKU itu Buki
Kas Umum. Itu nanti dilaporka
maksimal tanggl 10 itu, Kaur
Keuangan melaporkan kepada Kep
Desa, nanti Kepala Desanya mene
trus menyetujui, nanti kan yg tanda
tangan dilaporan itu Kaur Keuang
dan Kepala Desa. Ya pasti mbak si
buat Laporan Pertanggungjawaban.

3 | Dokumen apa saj lya itu mbak, buku pembantu bari PNT 3
yang digunakan Kau buku pembant panjar, dan buki
Keuangan dalan pembantu pajak.
melakukan
penatausahaan
keuangan ?

4 | Apakah bukti transakg lya, itu cumanKaur Keuanganyang, PNT 4




penerimaan da
pengeluaran
diarsipkan oleh Kau

Keuangan ?

nyimpan.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Bagaimana  prose
penyusunan laporg
realisasi APBDes ?

Itu pelaksana kegiatan menyetork
LPJ nya ke Kaur Keuangan, setelah
diinput ke siskeudes, kan sekarg
pakai siskeudes mbak, udah kayak g
nanti kalau sudah itu disidangkan
BPD mbak.

PLP 1

Disampaikan kepad
siapa saja lapora
realisasi APBDeq
disampaikan ?

Ke Bupati, Camat, dan BPD mbaRh
itu mbak juga ke perwakilan da
masyarakat.

PLP 2

Apa saja laporal
yang terdapat dalar
realisasi APBDes ?

Laporanpelaksanaan APBDesmestel
pertama dan laporan semester al
tahun mbak.

PLP 3

PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Bagaimana
pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDe

di Desa Waru Barat ?

prose

Sama seperti yang tadi mbe
pelaksana kegiatan kasih LPJ, te
diinputkan ke  siskeudes,  tri
disidangkan oleh BPD, lalu baru ki
serahkan ke Bupati melalui Camat.

PTJ1

Terdiri dari apa saja ig

laporan
pertanggungjawaban
realisasi APBDes ?

Isinya ya sama penerimaan de
pengeluaran desa, dan pembiaye
gitu mbak.

PTJ 2

Apakah  Pemerinta
Desa

menyampaikan
laporan

melalui media tertent
?

sudat

realisag
pelaksanaan APBDe

Kalau lewat media masih belum mbé
Biasanya di sampaikan melalui raj
laporan pertanggungjawaban realis
anggaran mbak kalau ke perwakil
dari maswrakat. Kalau lewat mediz
belum mbak masiiBiasanya itu yan(
memuat itu mbak laporan realisg
kegiatan, laporan realisasi APBDes
dan itu lagi kegiatan yang belum at
tidak terlaksana.

PTJ 3

Apa saja media yan
digunakan
menyampaikan
laporan ealisasi
APBDes ?

untuk

Belum ada masih mbak menger
media yang dipakai untu
menyampaikan laporan  realisas
pelaksanaan APBDes

PTJ 4

Sumber : Data diolah (2021)




Nama Narasumber
Jabatan / Tugas

Hari / Tanggal

Jam

Tempat

1.

: Muhammad Idrus
: Sekretaris BPD

: Senin, 12April 2021

:10:00 Wib

: Kantor Balai Desa

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No

Pertanyaan

Jawaban

Kode

1

Apakah  Sekretari:
Desa menyusuli
RAPBDes
berdasarkan
RKPDesa
berkenaan ?

tahur

lya mbak, setau saya ya.

PRN 1

Apakah  Sekretari
Desa menyampaika
RAPBDes kepad:
Kepala Desa ?

Des
kepa

Oh iya mbak. Sekretaris
menyampaikan RAPBDes
KepalaDesa itu pastya mbak.

PRN 2

Apakah  RAPBDes
dibahas dar
disepakati bersam
dengan BPD ?

lya mbak. Itu trus nanti setelah ki
melakukan itu pembahasapersama
itu kemudian begitu acc, langsu
disahkan mbak.

PRN 3

Bagaimana prosedt
yang berlaku apabil
RAPBDes tidak
disetujui ?

Biasanya ya dievaluasi mbak. Tel
diperbaiki lagi.

PRN 4

Apakah RAPBDes
yang sudah dibahg
dan disepakat
Bersama BPD
disampaikan kepad
Bupati ?

Bener mbak.

PRN 5

Berapa lama Bupa
memberikan hasi
evaluasi RAPBDes ?

Nah sekarang yang evaluasi mal
Camat e mbak, bukan Bupatisetau
saya.

PRN 6

Berapa lama Can:
menetapkan has
evaluasi ?

Itu cepet kok mbak. Enggak lama kol

PRN 7

Apabila Camat
menyampaikan has

evaluasi RAPBDej

Pokoknya secepatnya mbak. Ka
waktu pastinya saya kurang tau

mbak.

PRN 8




kepada Kepala Des;
berapa lama Kepal

Desa melakukal
penyempurnaan
kembali RAPBDes ?

9 | Bagaimana tindal Biasanya langsung ditindak lanjuti k¢ PRN 9
lanjut Camat apabil{ mbak, kalau ada yang perlu diperbg
Kepala Desa tidal ya diperbaiki mbak.
menindaklanjuti hasi
evluasi RAPBes
sampai bata;
waktunya ?

10 | Jika Peraturan Deg Saya belum @rnah dengar kala PRN 10
batal, apakah hal it| peraturan desa itu batal mbak.
akan menyataka
berlakunya pagt
APBDes tahur
anggaran sebelumny
2

11 | Bagaimana  prosg Hem kalau prosesnya itu a( PRN 11
perencanaan APBD¢ musyawarah desa ya mbak, disana
di Desa Waru Barat | Kepala Desa, dan perangkatnya sen

BPD juga ada, sama wak
masyarakatnya mbak.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Berasal dari man{ Kalau penerimaan setau saya ya P4 PLK 1
saja penerimaan dgé PAD Pendapatan Asli Desa, ADI
pengeluaran  Deg Kalau pengeluarannya ya untuk bia
Waru Barat ? pembangunan yabak

2 | Apakah semui lya mbak setau saya iya pakai reken PLK 2
penerimaan da| kas desa.
pengeluaran ka
desa dilakukar
melalui rekening kas
desa?

3 | Apakah bukti| lya mbak tetap harus ada bukti yan PLK 3
penerimaan desa d¢ lengkap dan sahmbak Ketika ada
pengeluaran deq penerimaan dan pengeluaran desa
dilengkapi dengat
bukti yang lengkay
dan sah ?

4 | Berupa apa saj| Mungkin nota belanja, beli baran| PLK 4

bukti yang lengkaf

barangnya, terus apa lagi ya ? oh da




melaporkan

pertanggungjawaban
kepad

keuangan
Kepala Desa ?

dan sah ? hadir lagi mbak.

5 | Bagaimana Kalau mekanismenya saya kura PLK5
mekanisme paham mbak, mungkin harus a
pengajuan persetujuan Kepala Desdulu. Yang
pendanaan ole| lebih tahu perangkat desa sih mbak K
Pelaksana Kegiata soal itu. Kalau saya kurang pahg
? mbak.

6 | Apakah SPP bole| Sepertinya boleh mbak, tapi saya tic PLK 6
dilakukan sebelun tahu pastinya ya mbak.
barang dan jas
dierima ?

7 | Pengajuan Surg Pengajuan SPP itu sepertinya itu mb PLK 7
Permintaan bukti transaksinya mungkin mbak.
Pembayaran (SPFH
berupa apa saja ?

8 | Apabila pelaksan{ Sekretaris Desa mungkin ak{ PLK 8
kegiatan mengecek mbak, dari SPP nya itu.
mengajukan  SPH
apa yang dilakuka
oleh Sekretaris Des
"

9 | Kapan Kaur| Mungkin setelah disetujui oleh Kepg PLK 9
Keuangan Desa tadi mbaksoalnya saya kuran
melakukan tahu ya mbak.
pembayaran ata
Surat Permintaa
Pembayaran (SPP)?

10 | Bagaimana prosedy Sepertinyasih akanmemakaikan uang PLK 10
yang berlaku, jika| yang lain dulu mbak baru nanti ads
ada biaya yang ta perubahan mbak.
terduga saa
melakukan
kegiatan?

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Siapa saja pihakihak | Saya kurang tahu mbak, paling ya PNT 1
yang terlibat dalan saya tahu itu Kepala Desa deng
penatausahaan perangkat desa. Oh iya sama K
APBDes ? Keuangan juga mbak.

2 Kapan Kaur Keuangal Saya kurang tahu ya mbak. PNT 2




Dokumen apa saj
yang digunakan Kau
Keuangan dalan
melakukan
penatausahaan
keuangan ?

Dokumen ya, hem.. mungkin bul
kas umum, tapi saya kamg pahan
mbak.

PNT 3

Apakah bukti transakg
penerimaan da
pengeluaran diarsipka

oleh Kaur Keuangan 7

Sepertinya iya mbak, kan Ka
Keuangan vyang tahu tenta
keuangan desa mbak.

PNT 4

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Bagaimana  prose
penyusunan lapora
realisasi APBDes ?

Hem proses penyusunannya ya mk
secara pastinya saya kurang ngerti
mbak. Yang tahu kan pasti perang
desa nya mbak.

PLP 1

Disampaikan kepad
siapa saja lapord
realisasi  APBDeg
disampaikan ?

Kalau laporan realisasiutke Bupati ya
mbak, Camat, terus ke BPD itu bol
disampaikan, tapi juga tidak, seperti i
Trus juga disampaikan ke perwakil,
dari masyarakat melalui rapeatpat
tertentumbak

PLP 2

Apa saja laporal
yang terdapat dalar
realisasi APBDes ?

Realisasi APBDes itu ya palin
pendapatan itu loh mbak, trus bia
yang digunakan itu ya mbak.

PLP 3

PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Bagaimana
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDe
di Desa Waru Barat ?

prose

Mengenai proses pastinya saya kur
tahu mbak, tapi yang pastiari tim

pelaksana kegiatan itu memberik
LPJ ke Kaur Keuangannya mbak.

PTJ1

Terdiri dari apa saja ig
laporan
pertanggungjawaban
realisasi APBDes ?

Laporan  pertanggungjawaban
paling pendapatan sama pengelus
mbak.

PTJ 2

Apakah  Pemerinta
Desa sudat
menyampaikan

laporan realisas

Sudahdisampaikan ke perwakilan de
masyarakatmbak, tetapi ya melall
rapatrapat tertentu, masih belum
melalui media tertentu.

PTJ 3




pelaksanaan APBDe

melalui media tertent
7

4 | Apa saja media yan
digunakan untuk
menyampaikan
laporan realisas
APBDes ?

Belum dilaksanakan mbak.

PTJ 4

Sumber : Data diolah (2021)




Nama Narasumber
Jabatan / Tugas

Hari / Tanggal

: Moh. Wahyudi
: Kepala Dusun Plalang

: Rabu, 14 April 2021

Jam :15:30 Wib
Tempat : Rumah Bapak Wahyudi

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Apakah  Sekretari{ lya bener mbak. Jadi dari RKPD| PRN 1
Desa menyusul tahun berkenaan Sekretaris menyu
RAPBDes itu.
berdasarkan
RKPDesa tahur
berkenaan ?

2 | Apakah  Sekretari{| y a hedeh i tu p| PRN2
Desa menyampaika persetujuan dari Kepala Desa juf
RAPBDes kepad{ perangkat desa semua pasti tahu mk
Kepala Desa ?

3 | Apakah RAPBDeg lya mbak. Biasawya itu BPD yang PRN 3
dibahas dan nanti, ibaratnya gitu ya, Pemerint;
disepakati bersam Desa udah punya rancangan kemug
dengan BPD ? diajukan ke BPD, nah BPD setuju at

enggak ?, kalau enggak itu alasani
apa atau solusinya bagaimal
sehingga itu tidak hanya ditentuk;
oleh Pemerintah Desa aja akb Jadi
nanti pas kesepakatan juga dari BF
Seandainya ada i
seki an, terl alu
di kurangi N Nah
di bidang ini, bi s
khusus dari BPD.

4 | Bagaimana prosed( Itu biasanya anu mbak, memby PRN 4
yang berlak apabilal RAPBDes itu  biasanya  ude
RAPBDes tidakl disesuaikan mbak. Jadi aturaturan
disetujui ? yang misalkan paling berhak seki

persen kan udah ada ramfambunya,
sehingga ketika terjadi perbeda
pendapat, itu biasaay bisa
diselesaikan disitu, karena aturanr
udah jelas mbakTapi itu biasanya ga
bermasalah  juga, ketika jel;




arahannya dan jelas apa yang
alokasikan itu sesuai dengan danany

5 | Apakah RAPBDes|lya mbak itu pasti disampaikan | PRN5
yang sudah dibahg Bupati melalui Camat mbak.
dan disepakat
Bersama BPD
disampaikan kepad
Bupati ?

6 | Berapa lama Bupal Kurang itu sih mbak, kalau jangé PRN 6
memberikan hasi waktu pastinya
evaluasi RAPBDes 7

7 | Berapa lama Camg Jangka waktu pastinya saya kurg PRN 7
menetapkan has tahu mbak, mungkin perangkat de
evaluasi ? yang lebih tau kalau soal itu.

8 | Apabila Camal Wah kalau soal itu saya enggak { PRN 8
menyampaikan has| mbak waktu pastinya. Begitu.
evaluasi RAPBDe;s
kepada Kepala Des
berapa lama Kepal
Desa melakuka
penyempurnaan
kembali RAPBDes ?

9 |Bagaimana  tindal Biasanya langsung ditindaklanjuti k¢ PRN 9
lanjut Camat apabili mbaksama Kepala Desa hasil evalu
Kepala Dea tidak] RAPBDes nya itu, enggak pernah ng
menindaklanjuti hasi| ditindaklanjuti mbak.
eviuasi RAPBDe¢
sampai bata
waktunya ?

10 | Jika Peraturan Deg Perdes batal ?, seinget saya be| PRN 10
batal, apakah hal itf mbak, saya belum pernah menden
akan menyataka| itu, peraturan desa batal. Artiny
berlakunya pag( peraturan yang memang sesuai den
APBDes tahun aturan, itu setau saya belum pernah
anggaran sebelumny
2

11 | Bagaimana  prose| Pertama itu biasanya kan ada PRN 11
perencanaan APBD¢g musyawarah dusun, kemudi

di Desa Waru Barat 1

dilanjutkan dengan musyawarah de
Jadi musyawarah dusun menentul
apa yang mau diajukan untuk progri
ke desa. Setelah hasil dari musyawsa
di dusun, kita menentukan apa yag

kita jukan di anggaran desa.




2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Berasal dari mani Ya setau saya, kalau sekarang set{ PLK 1
saja penerimaan dg¢ UndangUndang Desa, itu ada DD. D
pengeluaran  Deg tuh Dana Desa dari pusat yang
Waru Barat ? luncurkan ke desa, karena itu dana d

yang dari pusat setelah keuang
laporannya harus benbener fix.
Karena Ketika ada penyimpangan,
sangat berbahaya

2 | Apakah semui lya mbak, kan kita sudah ada pelaya] PLK 2
penerimaan da| perbankan seperti ATM dan bank |
pengeluaran ka loh. Jadi sudah pakai rekening kas de
desa dilakukar
melalui rekening ka
desa?

3 | Apakah bukti| lya mbakbener, seperti itu. PLK 3
penerimaan desa de
pengeluaran des
dilengkapi dengat
bukti yang lengkay
dan sah ?

4 | Berupa apa saj| Ya mungkin notenota belanja ata| PLK 4
bukti yang lengkay kwitansi gitu mbak. lya pokoknya buk
dan sah ? transaksi yang lengkap dan sah.

5 | Bagaimana Pengajuan pendanaan mekanisme PLK 5
mekanisme saya kurang begitu paham mbak.
pengajuan
pendanaan ole
Pelaksana Kegiata
"

6 | Apakah SPP bole| Kalau teknisnya saya kurang tahu | PLK 6
dilakukan sebelun mbak.
barang dan jas
dierima ?

7 | Pengajuan Surg Mungkin  bukti  transaksi belanj PLK 7
Permintaan materiatmaterial kalau untuk|
Pembayaran (SPR pembangunan, mungki notanota
berupa apa saja ? | seperti itu mbak, diserahkan ke Ke

Keuangan gitu mbak.

8 | Apabila pelaksani Hem.. itu mbak, setau saya Sekreti PLK 8
kegiatan Desa itu akan memverifikasi SPP itu |
mengajukan  SPHF mbak, udah lerngap belum, udah ben

apa yang dilakuka
oleh Sekretaris Des

?

apa belum mbak.




Kapan Kaur
Keuangan
melakukan
pembayaran ata
Surat Permintaa

Pembayaran (SPP)’

lya yang pasti setelah ada persetuj
dari Kepala Desa ya mbak, setau s
seperti itu mbak.

PLK 9

10

Bagaimanaprosedur
yang berlaku, jiks
ada biaya yang ta
terduga saa
melakukan
kegiatan?

Biaya tak terduga ? anggaran yeg
dialokasikan apa pas kejadian
misalkan kalau anggaran yang disiapl
itu berarti nanti sudah disiapkan ol
perencanaan itu tak terduga seki
Tetapi kalau yang enggak ada itu ber,
i oh ternyata i n
dikeluarkan yang ini, kita ta
mengalokasikan yang tak terdu
sehingga harus kelamaan mencari,
yang pas kejadian.

PLK 10

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Siapa saja pihakihak
dalan

yang terlibat
penatausahaan
APBDes ?

Kaur Keuangan kayaknya mbak.

PNT 1

Kapan Kaur Keuanga

melaporkan
pertanggungjawaban
keuangan
Kepala Desa ?

kepad

Saya kurang tahu mbédalo itu.

PNT 2

Dokumen apa
yang digunakan Ka
Keuangan
melakukan
penatausahaan
keuangan ?

saj

dalan

Yang lebih tahu pasti perangkat d¢
U ya mbak.

PNT 3

Apakah bukti transaks
da

penerimaan
pengeluaran diarsipk
oleh Kaur Keuangan

Sepertinya iya mbaksoalnya itukan
dokumen penting mbak.
a

=

PNT 4

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan

Jawaban

Kode

Bagaimana  proseg
penyusunan lapora
realisasi APBDes ?

Secara pastinya saya kurang tahu mi
tapi gambarannya itu.. itu kan gabung
dari laporan masingrasing Kasie dal

PLP 1




Kaur dijadikan satu. Karena kalay
kegiatan itu kan semua dari Kasie ¢
Kaur, tidak lepas dari itu. Walaupy
dari dusun apa, dusun mana,i tiegn itu
tetap dikasih dari Kaur. Harusnya d
masingmasing Kasie dan Kaur yar
bikin laporan, dijadikan satu, dgadi
laporan satu desa. Tapi biasanya kal
menjelang akhir biasanya nanti a
perubahan. Biasa itu terjadi mbe
Misalkan APBDes sekang, anggaral
pendapatan desa yang sekarang itu r
di akhir tahun itu di Kabupaten kan ag
Itu nanti ada perubahan. Jadi misall
yang kegiatan yang sebenarnya |
alokasikan 50 juta misalnya, Kd
ternyata menghabiskan 60 juta, haa..
nanti diperubhan itu mbak menjelan
akhir. Itu biasa terjadi karena tidj
hanya desa, di kabupaten juga sef
itu, anggaran perubahan.

2 | Disampaikan kepad Sementara kita masih ke Bupati, Can] PLP 2
siapa saja lapora dan BPD mbakDan ke perwakilan dal
realisasi  APBDeg masyarakat.
disampaikan ?

3 |Apa saja laporal ltu paling ada pendapatan saj PLP 3
yang terdapat dalal pengeluarannya mbak, nyatanya ber|
realisasi APBDes ? | gitu dilapangan.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

No Pertanyaan Jawaban Kode

1 | Bagaimana prose lya tim pelaksana kan membuat L| PTJ 1
pertanggungjawaban | mbak, nanti diserahkan ke Ka
pelaksanaan APBDe Keuangan untuk dijadikan lapor:

di Desa Waru Barat ?| satu desa. Kayak gitu mbak.

2 | Terdiri dari apa saja ig Saya belum menerima mbak, tapi| PTJ2
laporan mungkin berapa dana yang didap
pertanggungjawaban | terus yang dibangun juga bera
realisasi APBDes ? | segitu segitu, seperti itu mbak.

3 | Apakah  Pemerintal Itu biasanya disampaikan melal PTJ3

Desa sudal
menyampaikan
laporan realisas

pelaksanaan APBDe

melalui media tertenti

forum rapat tertentu.




2
4 | Apa saja media yan| Belum ada mak. PTJ4
digunakan untuk
menyampaikan
laporan realisas
APBDes ?

Sumber : Data diolah (2021)



Lampiran 2: Transkip Wawancara Studi Lapang

Nama Narasumber : Moh Efendi

Jabatan / Tugas

: Kaur Keuangan

Hari / Tanggal : Selasg 22 Septenber 2020

Jam : 10:00 Wib

Tempat : Kantor Kecamatan Waru

No Pertanyaan Jawaban

1 | Mohon maafi Oh iya mbak, benar itu. Desa Waru Barattuk

sebelumnya pak,saya
kemarersudah bertany
ke pihak PMD di
Kantor Kecamatat
Waru, dan setelah say
lihat di Laporan Dang
Desa, dari laporan
tersebut diperole
bahwa Desa War
Barat merupakan Des
yang memiliki pagu
Dana Desa tertinggi @
Kecamatan Waru
apakah benar itu pak ?

tahun 2020 inmemang desa yang memiliki pa
Dana Desa tertinggi di Kecamatan Waru |
dibandingkan dengan 12 desa lainnya mbal
Kecamatan Waru.

Begini pak, karena d
Desa Waru Barat in
memiliki pagu Dang
Desa  tertinggi di
Kecamatan Waru, jiki
saya ingin melakuka
penelitian mengeng
pengelolaan keuangg
desa di Desa War
Barat, apakah bole
pak?

lya tentu bolele mbak..

Baik pak, terimakasil
sebelumnya, da
apakah boleh jika say

meminta datalata

lya mbak boleh, selagi ada datatanya,
insyaallah akan saypnkan.




mengenai pengelolag
keuangan desa unty
digunakan ke dalarn
penelitian skripsi say
pak ?

Sumber Data diolah (2021)




Nama Narasumber
Jabatan / Tugas

Hari / Tanggal

: Sani Wijaya (Perwakilan dari masyarakat desa)
: Kepala Dusun Tlangi |

: Rabu, 23 September2020

Jam :15:30

Tempat : Rumah Bapak Sani Wijaya

No Pertanyaan Wawancara

1 | Mohon maaf sebelumny Belum mbak, masih belum pernah. Hanya
pak, saya ingin bertany mbak biasanya mengenai laporan reali
apakahPemerintah Des| pelaksanaan APBDes itu disampaikan di dal
Waru Barat ini sudal forum laporan peanggungjawaban realisg
menyampaikan lapora anggaran, dan itu biasanya dihadiri o
realisasi pelaksanag perangkat desa, Kepala Dusun, BPD, dan-|
APBDes melalui medig lain mbak. Jadi masih banyadh dari sebagiar
tertentu ? masyarakat desa yang belum mengetahui

laporan itumbak Kan seharusnya laporan i
setidakny di umumkan di papan pengumunn
mbak.

2 | Berarti belum ada medi Oiya tentu belum mbak.
informasi yang
digunakan ya pak untu
menyampaikan lapora
realisasi pelaksanag
APBDes ?

3 | Menurut bapak, apakdg lya penting toh mbak, biar masyarakat desa
penting untuk dana apa saja yang teralisasi dari APBDes
menyampaikan lapora Dan ini @angat penting mbak
realisasi pelaksanae
APBDes melalui medi:
tertentu ?

Sumber : Data diolaf2021)



Lampiran 3: Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2020
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Lampiran 4: Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WARU BARAT

KECAMATAN WARU
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Ref. ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00
Pendapatan Transfer 2.137.222.459,24  2.137.222.459,24 0,00
Dana Desa 1.395.781.000,00  1.395.781.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 48.729.259,24 48.729.259,24 0,00
Alokasi Dana Desa 692.712.200,00 692.712.200,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00 2.294.264,36 2.294.264,36
JUMLAH PENDAPATAN 2.169.222.459,24  2.139.516.723,60 19.705.735,64
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN FEMERINTAHAN DESA 697.833.871,72 672.486.597,00 25.347.274,72
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 937.255.153,00 934.557.600,00 2.697.553,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 80.099.000,00 42.499.000,00 37.600.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 35.950.000,00 16.000.000,00 19.950.000,00
BIDANG PENANGG ULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 469.777.000,00 469.177.000,00 600.000,00
MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 2.220.915.024,72  2.134.720.197,00 86.194.827,72
SURPLUS / (DEFISIT) (61.692.565,48) 4.796.526,60 (66.489.092,08)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 61.692.565,48 61.692.565,48 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 61.692.565,48 61.692.565,48 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 66.489.092,08 (66.489.092,08)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Printed by Siskeudes 01/02/2021 11.41.35

WARU BARAT, 31 Desember 2020

KEPALA DESA

ABDUS SALAM RAMLI

Halaman 1




Lampiran 5: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Il Tahun 2020

FORM PMK NO: 225/PMK.07/2017
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

TAHAP 1l TAHUN 2020
PEMERINTAH DESA WARU BARAT
KECAMATAN WARU - KABUPATEN PAMEKASAN

% TENAGA
NOMOR URAIAN URAIAN OUTPUT ‘cl,(:':.‘;ﬁ: PENCGAARI:\AAN AN?::';AN RE(A'R-I:)ASI (S'I:’A) CAPAIAN | KERJA DURAS! s KET.
OUTPUT | orang Hari (Rp)
1 2 3 4 5 3 7 8 ) 10 1 12 13
1. PENDAPATAN
1.2. Pendapatan Transfer
1.21.1. Dana Desa 1.395.781.000,00 1.395.781.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.395.781.000,00 1.395.781.000,00 0,00

2. BELANJA DESA
2.02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.02.02.02 yandu (Mkn T: Kis Bun 109.282.553,00 106.656.000,00 2,626.553,00 546 216 36.000.000,00

01 Penyelenggaraan Posyandu Terselenggaranya Opera | - 1 Paket |Swakella | |7 ooee | sa0 | tos | 27.00000000|

02 Penyelenggaraan Konsultasi Stunting ( Anak Berk Terselenggaranya Operat 1 Paket Swakelola 100,00 ] 108 9.000.000,00

03 Lomba Pekan Posyandu Desa Terselenggaranya Operas 1 Paket Swakelola 0,00 0 0 0,00
2.02.02.04 Desa Siaga K 4.419.000.00 19.000,00 1

02 Pengadaan Handphone Ehdw dan Edmc Penyelenggaraan Desa S 1 Paket Swakelola S i "j|;)6:o-o"""""1 --------
2.02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa 647.869.800,00

01 Pengaspalan Jalan Lapen 3,7 Dsn Tobalang Ill 10 ;emellharaan Jalan Des:‘ 1.050 Meter (N | Swakelola 100,00 21 15’ } 32.170.000.06

02 Pengaspalan Jalan Lapen 3,7 Dsn Co Gunung Tin | Pemeilharaan Jalan Desz 650 Meter (\ | Swakelola 0,00 0 0 0,00

03 Pengaspalan Jalan Lapen 3,7 Dsn Palalang 966 n Pemeilharaan Jalan Desz 966 Meter (N | Swakelola 100,00 22 14 30.810.000,00

04 Pengaspalan Jalan Lapen 3,7 Dsn Palalang 550 n Pemeilharaan Jalan Desz 550 Meter (N | Swakelola 100,00 14 12 16.150.000,00

05 Pengaspalan Jalan Lapen 3,7 Dsn Palalang 700 m Pemeilharaan Jalan Desz 700 Meter (N | Swakelola 100,00 16 14 20.545.000,00
2.02.03.10 F ili i J 162.731.800,00 162.731.800,00 0,00 31 14 43.910.000,00

01 pengaspalan Jalan 5 cm Dsn Tobalang lll P:500m | RehabiltasiPeningkatan | 500 Meter (8 |Swakelola | | T o000 | et | aa | @sstooooco| T
2.02.04.15 i i Fasilitas Peng¢ 6.952.000,00 6.900.000,00 52.000,00 0 0 0,00

01 Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik RehabillasiPeningkatan | - Tont swakella | |7 T oo | of o ooo| T
2.04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.04.02.02 i 1 Produksi (alat il c 15.200.000,00 15.000.000,00 200.000,00 0 [¢] 0,00

01 Polatihan Budi Daya Peterakan Jumiah alat produksi dan | 20t |Swakelola | | oo | of e ooo |
2.04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbun 0,00 0,00 0.00 0 0 0,00

19/01/2021 11.23.51 Halaman 1




NOMOR URAIAN URAIAN OUTPUT VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA CA:"AIAN T:s:;’* DURASI UPAH -
OUTPUT PENGADAAN (Rp) (Rp) (Rp)
OUTPUT | orang Hari (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Pelatihan Hidroponik dan Pemberian Bibit Pepaya Lumbung Desa 3.000 Unit Swakelola 0,00 0 0 0,00
2.04.03.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0 0 0,00
01 Pelatihan Kader EHDW dan EDMC Jumiah Peserta Peningka | 2 Orang | Swakelola | | T 000 | L ooo| T
2.04.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
01 Pengembangan dan Pelatihan Industri Kecil Konve :I'-e};ejl-e;\;;;;;;a-r;y-a-g’;r-\g;; -------- 1> -F-’;I;(;l- N é\-N-GLZBM; ------------------------------------------------------------ 6-0-0 --------- 5- T E" T 6:66 -------
2.04.07.04 Pe V/Fasilitasi il i kelol 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
01 Pelatihan Pembuatan Sabun Terselenggaranya Pembe | TPaket [Swakebla | |TTTTTTITTTTIT 000 | L
2.05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
2.05.01.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana
02 Penanggulangan, Pencegahan dan BLT Dampak .J:Jmlah Kejadian Penang: B i é;v-ake\ola 99,00 290 1 .174 000.000,00 i
03 Pengadaan Masker Jumlah Kejadian Penangt 1 Kali Swakelola 100,00 ] 0 0,00
2.05.03.01 Penanganan Keadaan Mendesak 141.600.000,00 141.600.000,00 0,00 472 1| 141.600.000,00
01 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Jumlah Kejadian Keadaar | sKai [swakelola | o0 | ase | o [ os20000000| T
02 Penyaluran BLT DD Lanjutan Tahap 7 (Bulan Oktc Jumlah Kejadian Keadaar 1 Kali Swakelola 100,00 118 1 35.400.000,00
JUMLAH BELANJA DESA 1.397.232.153,00 1.393.734.600.00 3.497.553,00
3 PEMBIAYAAN
31, Penerimaan Pembiayaan
3111 SILPA Tahun Sebelumnya 1.451.153,00 1.451.153,00 0,00 0 0 0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | T T T
3.22.1. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 1.451.153,00 1.451.153,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN 0,00 3.497.553,00 3.497.553,00
WARU BARAT, 31 Desember 2020
KEPALA DESA
ABDUS SALAM RAMLI
19/01/2021 11.23.51 Halaman 2



Lampiran 6: Daftar Hadir Musdes RKPDes
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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN WARU
DESA WARU BARAT

Sckretariat : JI. Raya Waru Telpon : (0324) 510781, HP : 0()2-3]7-’53 1-934
Website: Warubarat~dasawarsa.or.id, Fmail : Kode Pos 69353

Hari : Rabu
Tanggal - 19 Agustus 2020
Pukul : 10:00- Selesai
Tempat : Kantor Desa Waru Barat
Acara : Musdes RKPDes TA 2021
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~~ Mengetahui
Kepala Desa Waru Barat

Dipindai dengan CamScanner






